GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRSI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1649); J¢




2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.
Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu  Gubernur dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Perangkat Daerah
Unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur. %%



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17,

18.

19.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan
mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan
berupa aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana
dan oleh siapa dilakukan yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Administrasi Pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas
dan fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh perangkat daerah.

Pelayanan Internal adalah pelayanan yang diberikan oleh sebuah unit
organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-

unit atau pegawai lain di dalam sebuah organisasi.

Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang ditujukan kepada masyarakat atau kepada

Instapsi Pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Format SOP AP adalah bentuk penuangan SOP AP berupa tulisan dan
diagram alir.

Verifikasi SOP AP adalah proses memeriksa kebenaran dan kesesuaian SOP.
Tahap Kegiatan adalah langkah-langkah yang sistematis dalam

melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.

Diagram Alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau
dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-
bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi.

Unsur Dokumentasi adalah unsur dari Dokumen SOP AP yang berisi hal-hal

yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP AP sebagai sebuah
dokumen.

Unsur Prosedur adalah bagian inti dari dokumen SOP AP.

Hasil Akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan

berupa barang dan jasa.

Penyempurnaan SOP AP adalah serangkaian kegiatan dalam rangka
meningkatkan kualitas SOP AP yaitu melengkapi, membuat,

menambah /mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi SOP AP.

Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP AP dalam pekerjaannya.

&



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengidentifikasi, merumuskan,
mengatur, memonitor, mengevaluasi serta mengembangkan SOP AP dalam
penyelenggaraan pemerintahan, baik penyelenggaraan internal maupun eksternal

sesual dengan tugas pokok dan fungsi.
Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah :

a. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;

b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;

d. memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya;

e. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam

memberikan pelayanan;

f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi waktu

maupun prosedur; dan

menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan

L8

h. meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :
a. jenis SOP;
b. monitoring dan evaluasi; dan

c. pembiayaan.



aa.

bb.

CC.

dd.

ce

ge-

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk
(ARSIPARIS);

SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Keluar
(ARSIPARIS);

SOP Surat Rekomendasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;

SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi;

SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;

SOP Pelatihan Input Data Online SIDONAL bagi aparatur sebagai
Operator dari 22 Kabupaten/Kota Se NTT;

SOP Pelaksanaan Pelatihan Teknis Peningkatan Pengolahan Daging
Sapi menjadi Abon dan Dendeng bagi anggota Koperasi/UKM;

SOP Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner;

SOP Rekomendasi Teknis Pergantian Kepala Kantor Cabang PPTKIS;
SOP Rekomendasi Teknis Perpanjangan Ijin Operasional Kantor
Cabang dan LPTKS;

SOP Rekomendasi Teknis [jin Operasional Kantor Cabang P3MI dan
LPTKS;

SOP Rekomendasi Teknis Ijin Perpindahan Alamat Kantor Cabang
P3MI dan LPTKS;

SOP Penyelenggaraan Program Pemagangan;

SOP Penyelenggaraan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan
Kerja;

SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR);

SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD);

SOP Pencegahan dan Penanganan Calon Pekerja Migran Indonesia
dan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural;
SOP Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Untuk Penetapan Upah
Minimum Provinsi (UMP);

SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Upah Minum Provinsi
(UMP);

SOP Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial yang tidak Mencapai
Kesepakatan;

SOP Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial yang Mencapai
Kesepakatan; 4



BAB II
JENIS SOP
Pasal S5

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SOP AP Dinas Koperasi, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT.

(2) Jenis SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
(LPPD) di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi;

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi; ‘

SOP Pemungutan Retribusi Sewa Rumah Dinas, Sewa Aula dan
Lainnya;

SOP Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji/ Tunjangan);
SOP Penanganan Surat Masuk di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

SOP Penanganan Surat Keluar di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi;

SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun ASN di Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;

SOP Pengajuan Surat Usulan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Dinas

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 45



00.

Pp.

qq-

SS.

tt.

uu.

zZ.

bbb.
ccc.

ddd.

€ce.

SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Gubernur untuk Kawasan

Transmigrasi;

SOP Pengembangan Usaha Transmigrasi (Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian);

SOP Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Transmigrasi
(Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan);

SOP Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Transmigrasi
(Pembentukan Kelompok Tani);

SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Beras);

SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Non Beras);

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi
(Operasional Layanan Pendidikan, Kesehatan,Pembinaan Mental
spiritual, Pengelola Permukiman Transmigrasi, Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Desa);

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan Transmigrasi
(Peningkatan kapasitas Mental Spiritual Rohaniawan);

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan Transmigrasi
(Pelayanan Revitalisasi Aktivitas Olah Raga);

SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pemilihan
Transmigran Teladan dan Pembina UPT. Teladan);

SOP Promosi dan Kemitraan (Fasilitasi Kesepakatan Kerjasama
Pengembangan Produk Unggulan yang Ditindaklanjuti);

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya (Bantuan Sarana Prasarana
Peribadatan Gereja);

SOP Pengembangan Pendidikan Masyarakat Transmigrasi (Bantuan
Sarana Prasarana Pendidikan);

SOP Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi (Bantuan Alat
Tenun dan Bahan Tenun Bagi Masyarakat Transmigrasi);

SOP Penjajakan Lokasi Transmigrasi;

SOP Penyelenggaraan Kerjasama Antara Daerah;

SOP Penyelenggaraan Sosialisasi Program Ketransmigrasian;

SOP Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Ketransmigrasian;
SOP Pembuatan Laporan Kegiatan;

SOP Penyediaan Perbekalan Warga Transmigrasi;

SOP Penyelenggaraan Pendaftaran dan seleksi calon Transmigrasi,

SOP Penyiapan pemindahan dan penempatan Transmigrasi; €€



BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal |5 ivovenker 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMU

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal % teveober 2019

SEKRETARIS DAERAH

& PROVINSI NU$A TENGGARA TIMUR/
/

X\ BENE US POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 42



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 42 TAHUN 2019

TANGGAL : (¢ [\b\/m(oc,( 2019

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan s

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/ Provinsi Nusa TenggarzTimur,

~Sisilia Sona
NIP” 19600131 198603 2 009

Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) di Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010
2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2. SOP Penyusunan Renstra di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi . 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat masuk. 3. Telephon/Faximile.
4. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RENJA tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan RKA dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




| Pelaksana Mutu Baku 3
Kepala ADEIIS K«:(p:;:g:;as
' % f Ket
No Tahap Kegiatan Sekretaris | Sub.Bagian Perancanaar), Tenaga Kerja Kelengkapan - Waktu Output
e SDE Evaluasi dan darn
Priaparan Transmigrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan kepala sub bagian PDE untuk menyusun rencana Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
kerjac -

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk — Disposisi 15 menit |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan renja Kepala Dinas .

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tiap-tiap bagian hi—
dan menyerahkan kepada Kasubag PDE.

3. [Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan renja v Disposisi 3hari |Bahan penyusunan rencana_ker}‘a
Kepala ckepada Kasubag PDE. o ?inas l<'oper§s:,i ’Tena.g,a Kerja dan

ransmigrasi , disposisi

4. |Menyusun konsep rencana kerja Kepala Dinas Koperasi, J Bahan penyusunan rencana kerja Dinas 1 minggu |Konsep rencana keq‘a. Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan menyerahkan kepada 1. Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Koperasi, Tenaga Kega dan
Kasubag PDE. disposisi Transmigrasi , disposisi

5. |[Memeriksa konsep rencana kerja Kepala Dinas Koperasi, ) 4 Tidak Konsep rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga 2Jam |Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apabila setuju memberi paraf| y;,;,‘\ ee Kerja dan Transmigrasi , disposisi T_enagg Kerja dan Transmigrasi ,
dan menyampaikan kepada kepala Kepala Dinas Koperasi, 3 disposisi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apabila tidak setuju Ya
mengembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa draf rencana kerja Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja 2jam |Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
Kerja dan Transmigrasi. Apabila setuju menyampaikan kepadal Tidak ) dan Transmigrasi , disposisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,
kabag untuk mempersiapkan rapat pembahasan draf rencana . disposisi
kerja dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada kabag Ya
untuk diperbaiki,

7 |{Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan rapat Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja| 15 Menit [Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
pembahasan draf rencana kefja Kepala Dinas Koperasi, Tenaga ¥ dan Transmigrasi , disposisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi*,
Kerja dan Transmigrasi. m— disposisi

8 |Mengundang para kabag, kasubag dan pejabat pelaksana untuk v Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja| 15 Menit [Draf rencana kerja Dinas Kopqrasi.
mengikuti rapat pembahasan draf rencana kerja yang dipimpin % ! dan Transmigrasi , disposisi Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,
oleh kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi . undangan

9 [Rapat pembahasan draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga 4 Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja| 2 Jam  |Draf rencana kerja Dinas Kopgrasi,
Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh kepala Dinas e __>‘ - ~> il 4>j_ dan Transmigrasi , undangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan menugaskan lﬁ& IZ L € U J notulen rapat
kasubag PDE untuk menyempurnakan sesuai hasil rapat.

10 |Menyempurnakan draf rencana kerja sesuai notulen rapat dan rJl Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja| 1 Hari |Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
menyampaikan kepada Rasubag Sekretaris. ﬁ@ dan Transmigrasi , notulen rapat Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,

— notulen rapat

11 |Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja| 2 Jam |Draf rencana kerja Dinas Koperasi,
sefuju memaraf dan menyampaikan kepada kepala Dinas Tidak dan Transmigrasi , notulen rapat Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Apabila tidak setuju notulen rapat
dikembalikan kepada kasubag untuk memperbaiki.

12 [Memeriksa hasil penyempurnaan draf rencana kerja. Apabila v Draf rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerjaf 1Jam  |Dokumen rencana kerja Dinas
setuju menandatangani dan menyampaikan kepada Sekretaris. Tidak /é* dan Transmigrasi , notulen rapat Koperas_i. Te_naga Kerja dan
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk » 819 Transmigrasi
memperbaiki. é a




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Dinas
Analis
No. Tahap Keglatan Kepala Perencanaan Koperasi, iundag
Sekretaris | Sub.Bagian .7 | Tenaga Kerja Kelengkapan Waktu Output ngan
Evaluasi dan
FRE Pelaporan dan
P Transmigrasii
1 2 4 5 (‘] 7 8 9 10
13 |Menyerahkan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga | 10 menit [Dckumen rencana kerja Dinas
Kerja dan Transmigrasi kepada kasubag PDE untuk Kerja dan Transmigrasi Koperasi, Tenaga Kerja dan
didistribusikan dan didokumentasikan. Transmigrasi
14 |Menyerahkan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga Dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga | 10 menit jDokumen rencana kerja Dinas
Kerja dan Transmigrasi kepada analis perencanaan, evaluasi Kerja dan Transmigrasi Koperasi, Tenaga Kerja dan
dan pelaporan untuk didistribusikan dan didokumentasikan. Transmigrasi
15 |Mendistribusikan dan Mendokumentasikan dokumen rencana Dokumen rencana kerja Dinas Koperasi, Tenaga 1jam |Dokumen rencana kerja Dinas

kerja Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Kerja dan Transmigrasi

Koperasi, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi , bukti dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/’ Provinsi Nusa Tenggarz Timur, A

NI 600131 198603 2 009

Judul SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) di Dinas Koperasi,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1.
2,

3.
4.

8.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan dif

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

. 1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Memahami penyusunan program dan anggaran.
Menguasai komputer.

3.
4. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan

Peralataniperiengkapan :

1.
2,
3.

SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Penanganan surat masuk.
SOP Penysunan Rencana Kerja (RENJA) di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

ATK.

Komputer.
Telepon/Faximile.
Printer.

Sl ol

Peringatan

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Pencatatan dan pendataan :

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy .




Pelaksana * Mutu Baku
Analis Kepala Dinas )
No. Tahap Kegiatan : Kepala Sub Perencanaan, | Koperasi, Tenaga i Ket
is [ i Wakt
Sekretaris Bagian PDE evalussi dart Kerja dan Kelengkapan aktu Output
Pelaporan Transmigrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan kepala sub bagian untuk menyusun rencana Agenda Kerja 15 Menit |Disposisi

kegiatan dan anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi .
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan perencanaan Disposisi 15 menit |Disposisi

untuk menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan rencana
kegiatan dan anggaran dari tiap-tiap Bidang dan menyerahkan
kepada kasubag PDE.

3. |Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan rencana kegiatan Disposisi 2Hari |Bahan kelengkapan penyusunan
dan anggaran dari tiap-tiap Bidang dan menyampaikan kepada = rencana kegiatan dan anggaran
Kasubag PDE. (RKA) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dari tiap-tiap
bagian.

4. |[Menyusun konsep rencana kegiatan dan anggaran Dinas Bahan kelengkapan 3Hari |Konsep rencana kegiatan dan

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kemudian menyerakan
kepada kasubag PDE.

penyusunan rencana kegiatan
dan anggaran (RKA) Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dari tiap-tiap
bagian.

anggaran (Konsep RKA) Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Memeriksa konsep rencana kegiatan dan anggaran Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Apabila setuju
memberi paraf dan menyampaikan kepada kepala Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki.

Tidak

LYa

Konsep rencana kegiatan dan
anggaran (Konsep RKA)
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

1 Jam

Draf rencana kegiatan dan anggaran
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Apabila setuju menandatangani
dan menyampaikan kepada kabag. Apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kabag untuk diperbaiki.

Tidak

Draf rencana kegiatan dan
anggaran Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

1 Jam

Rencana kegiatan dan anggaran
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

7 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi, Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan anggaran
Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Kasubag PDE. anggaran Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Tenaga Kerja dan Transmigrasi , disposisi
Transmigrasi .
8 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Koperasi, \ 4 Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan dan anggaran
Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada analis perencanaan, s anggaran Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
evaluasi dan pelaporan. RS Tenaga Kerja dan Transmigrasi , disposisi

Transmigrasi, disposisi

Menggandakan, mendistribusikan dan mendokumentasikan.

Rencana kegiatan dan
anggaran Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan

Transmigrasi, disposisi

15 menit

Rencana kegiatan dan anggaran
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi , bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerjgdan Transmigrasi

. SigiigS oné
NIP.A19650131 198603 2 009

Dasar Hukum

Judul SOP Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah-
Daerah (LPPD) di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Kualifikasi pelaksana_:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,
LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepad Masyarakat.

"_2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur{

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
Periode 2018-2022

1. ASN.
. 2. Pendidikan minimal S1.

3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
4. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Dinas Koperasi, Tenaga

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Perillgatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu
data/informasi dalam LPPD yang tidak valid.

penyampaian laporan dan kualitas

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




4
z Pelaksana Mutu Baku
Kepala oo Kel?:::aerg;?as
i . s Keterangan
No Tahap Kegiatan Sekretaris Sub.Bagian l;i:ﬁ::?;::’ Tenaga Kerja Kelengkapan Waktu Output g
PDE r dan
Pelaporan Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 16 menit |Disposisi
konsep laporan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah (LPPD).
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LPPD dari tiap-tiap bidang dan
menyerahkan kepada Kasubag.
3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan LPPD kepada Kasubag.
4. [Mengonsep LPPD kemudian menyerahkan Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep LPPD Dinas,
kepada Sekretaris. disposisi
5. [Memeriksa konsep LPPD Jika setuju Konsep LPPD Dinas, 1 jam. Draf LPPD Dinas
menyampaikan kepada kepala Dinas Koperasi, : \ Tidak disposisi disposisi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Jika tidak S
setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki Ya
6. |Memeriksa draft LPPD. Jika setuju Draf LPPD Dinas, 1 jam LPPD Dinas, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada Tidak disposisi.
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Sekretaris untuk diperbaiki. -
7. |Menyerahkan LPPD kepada Kasubag untuk LPPD Dinas, disposisi 10 menit |LPPD Dinas, disposisi
ditindaklanjuti.
8 |Menyerahkan LPPD kepada analis| v LPPD Dinas, disposisi 10 menit |LPPD Dinas disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk ' l
ditindaklanjuti. L
9 |Menggandakan, mendistribusikan dan LPPD Dinas, disposisi 1jam LPPD Dinas, bukti
mendokumentasikan LPPD Dinas Koperasi, dokumentasi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi .




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP_

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efrektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/ Provinsi Nusa TenggagaTimur, A

NIP#£9600131 198603 2 009

Judul SOP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dasar Hukum

Kualifikasl pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah,
LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

i Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap [
Periode 2018-2022

1. ASN.

Pendidikan minimal S1.

2
3. Memahami sistematika penyusunan laporan.
4. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Penanganan Surat Masuk.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Dinas Koperasi, Tenaga

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKPJ tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan dan kualitas
datal/informasi dalam LKPJ yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana’ . Mutu.Baku
srats | Kepse D
No. | T i ! Keterangan
° ahap Kagiatan Sekretaris Kepz:mla Sub. Perencar.laan, Tenaga Kerja Kelengkapan Waktu Output gan
Bagian PDE | Evaluasi dan an *
| Pelaporan =S
Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. [Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ).
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit |Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKPJ dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag.
3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan LKPJ kepada Kasubag.
4. |Mengonsep LKPJ kemudian menyerahkan Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep LKPJ Dinas
kepada Sekretaris. disposisi
5. |Memeriksa konsep LKPJ. Jika setuju v Konsep LKPJ Dinas, 1 jam ~Draf LKPJ Dinas,
menyampaikan kepada kepala Dinas Koperasi, NN\, |Tidak disposisi disposisi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Jika tidak NG
sefuju mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki. Ya
6. |Memeriksa draft LKPJ. Jika setuju Draf LKPJ Dinas, 1 jam LKPJ Dinas, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada ) /’ disposisi.
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan Tidak L
kepada Sekretaris untuk diperbaiki. Ya
7. |Menyerahkan LKPJ kepada Kasubag untuk LKPJ Dinas, disposisi 10 menit [LKPJ Dinas
ditindaklanjuti.
8 |Menyerahkan LKPJ kepada analis perencanaan, 4 LKPJ Dinas, disposisi 10 menit |LKPJ Dinas, disposisi
evaluasi dan pelaporan untuk ditindaklanjuti. «%&%é@
rorvere
9 |Menggandakan, mendistribusikan, dan LKPJ Dinas, disposisi 1jam Laporan LKPJ, bukti

mendokumentasikan LKPJ Dinas Koperasi,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

dokumentasi




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT

// Provinsi NugaY enggara’iimur, A

Dr: Silia Sona
NIP-T8600131 198603 2 009

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Judul SOP

KIP) di Dinas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
Periode 2018-2022

1. ASN.
2 Pendidikan minimal S1.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2. SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.

3. SOP penyusunan laporan bulanan, triwulan,semester di Dinas Koperasi, Tenaga 3. Printer.

4. SOP penyusunan laporan tahunan di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKIP dan kualitas datalinformasi
dalam LKIP yang tidak valid.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy.




No.|

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

3

Sekretaris

Kepala
Sub.Bagian
PDE

Analis
Perencanaan;
Evaluasi dan

Pelaporan

Kepala Dinas
Koperasi,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

6

7

8

9

10

Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan
konsep LKIP Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi .

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi dari tiap-tiap bagian dan
menyerahkan kepada Kasubag.

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan dan menyerahkan bahan
penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kepada Kasubag.

Disposisi

10 hari

Bahan laporan, disposisi

Mengonsep LKIP Dinas Koperasi, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi kemudian menyerahkan
kepada Sekretaris.

Bahan laporan, disposisi

1 hari

Konsep LKIP Dinas,
disposisi

Memeriksa konsep LKIP Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jika setuju
menyampaikan kepada kepala Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Jika tidak
setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki.

Tidak

Ya

Konsep LKIP Dinas,
disposisi

1 jam

Draf LKIP Dinas,
disposisi

Memeriksa draft LKIP Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kabag untuk diperbaiki.

Tidak

\

Ya

Draf LKIP Dinas,
disposisi.

1 jam

LKIP Dinas

Menyerahkan LKIP Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kepada Kasubag untuk
ditindaklanjuti.

LKIP Dinas

10 menit

LKIP Dinas

Menyerahkan LKIP Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
ditindaklanjuti.

LKIP Dinas

10 menit

LKIP Dinas

Menggandakan, mendistribusikan dan
mendokumentasikan LKIP Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

A 4

R
(ﬁgSe!gsa@v 3

LKIP Dinas

1jam

LKIP Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi , bukti

dokumentasi

-———-———ﬁ




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUAS!

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a, Sigilia Sona
NIP. 18800131 198603 2 009
Judul SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) di Dinas Koperasi, Tenaga |
Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tenfang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan ;
1. SOP Penanganan Surat Masuk. 1. ATK.
2. SOP Penanganan Nota Dinas. 2. Komputer.
3. SOP Penanganan Surat Keluar. 3. Telepon/Faximili,
4. Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Renstra Terlambat disusun dan disampaiakan kepada Gubernur akan berdampak pada kualitas
penyusunan RENJA, RKA/DPA dan dokumen perencanaan lainnya.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




LE

Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah
dan mendisposisi kepada Sekretaris.

st

' %

daran

- 15 fnenit

Sdrat Edaran dan
Disposisi

Menelaah Surat Edaran Gubernur dan A Surat Edaran dan 20 menit  |Surat Edaran,

disposisi Kadis, selanjutnya mendisposisi Disposisi Disposisi dan

kepada Sekretaris Dinas untuk menyusun petunjuk

konsep RENSTRA Dinas Koperasi, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi

Menelaah konsep Surat Edaran Gubernur Surat Edaran, 10 menit |Surat Edaran,

dan disposisi  pimpinan  selanjutnya Disposisi dan petunjuk Disposisi dan

menugaskan analis perencanaan, evaluasi petunjuk

dan pelaporan untuk menyampaikan SE

Gubernur ke setiap Bidang.

Mendistribusi SE Gubermnur kepada seluruh Surat Edaran, 2 Minggu |Surat Edaran

Bidang selanjutnya mengumpulkan dan Disposisi, petunjuk Gubernur, diposisi

mengolah data dari tiap Bagian kemudian dan data yang

menyerahkan kepada Sekretaris. telah diolah

Menyusun Konsep RENSTRA Dinas f Surat Edaran 2 Minggu |Konsep RENSTRA

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gubernur, diposisi dan Dinas Koperasi,

dan menyampaikan kepada Kepala Bidang.  N—| data yang telah diolah Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

Mengadakan Rapat bersama seluruh Bidang Konsep RENSTRA 2 Jam Konsep

untuk membahas Konsep RENSTRA Dinas 7 Dinas Koperasi, RENSTRA,

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi = %’ e { [< Tenaga Kerja dan Notulen rapat

dan menugaskan Kasubag untuk| ke s 5 4 ‘;:l Transmigrasi

menyempurnakan sesuai hasil rapat.

Memperbaiki Konsep RENSTRA Dinas Konsep RENSTRA 3 Hari Konsep RENSTRA

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Dinas Koperasi,

sesuai hasil rapat, dan menyampaikan Tenaga Kerja dan

kepada Sekretaris. Transmigrasi




BAPPEDA, mendistribusi copy RENSTRA
kepada seluruh bagian dan mengarsipkan.

dan Nota Dinas
Pengantar

poos o onmal e Gl KepalaDin: ialisis s
Sasar TahapKegiata : Kol \ aa
i3 . 7“,‘-@ ) -\ - > %F.gg; SRS ) wma é‘% 53 ',_,‘ : A
SRR e Eps| T dang “:Pelaporanii] = BB i

8 |Memeriksa konsep RENSTRA Dinas Konsep RENSTRA 3 Jam Draf RENSTRA
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Koperasi, Dinas Koperasi,
Apabila setuju, memaraf dan disampaikan Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja dan
kepada Kepala Dinas. Apabila tidak setuju, Ya Transmigrasi Transmigrasi
dikembalikan kepada Kasubag untuk
memperbaiki.

9 |Memeriksa Draf RENSTRA Dinas Koperasi, Draf RENSTRA Dinas 3Jam Draf RENSTRA
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apabila Koperasi, Tenaga Dinas Koperasi,
setuju, menandatangani dan diproses lebih z&g@\ Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja dan
lanjut oleh anzalis perencanaan, evaluasi dan ( dan Nota Dinas Transmigrasi dan
pelaporan, Apabila tidak setuju, Pengantar Nota Dinas
dikembalikan kepada Kabag  untuk Pengantar
memperbaiki.

10 |Menggandakan, menyampaikan RENSTRA RENSTRA Dinas 1 Jam RENSTRA Dinas
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan A 2 Koperasi, Tenaga Koperasi, Tenaga
Transmigrasi kepada Gubernur up. Kepala Selesai Kerja dan Transmigrasi Kerja dan

Transmigrasi ,Nota
Dinas Pengantar,
dan bukti
dokumentasi




e

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT

ﬁ Provinsi Nusa Teng Timur, A

Jra-Sisilia Sona
NIF19600131 198603 2 009

SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Judu! SOP Penyusunan Laporan Tahunan di Dinas Koperasi, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur|

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perliengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2 SOP Penanganan Surat Masuk. 2. Komputer.
3 SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Dinas Koperasi, 3. Printer.

Tenaga Kerja dan Transmigrasi .

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi
maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Raalis Ktlz(p:’::g:;as i K
iat ’ eterangan
No. Tahap Kegiatan Sekretaris Sub.Bagian Perencapaan, Tenaga Kerja Kelengkapan Waktu Output 9
PLE Evaluasi dan dan
Pelaporan Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 __ 9 10
1. [Menugaskan Sekretaris untuk mempersiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
konsep laporan tahunan.
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi Disposisi 15 menit {Disposisi
dan pelaporan untuk mengumpulkan bahan
penyusunan laporan tahunan dari tiap-tiap
3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan laporan tahunan kepada Sekretaris.
4. (Mengonsep laporan tahunan kemudian Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep _laporan,
menyerahkan kepada Sekretaris. disposisi
5. IMemeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju v Konsep laporan, 1jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada kepala Dinas Koperasi, _><\ Tidak disposisi
Tenaga Kerja dan Transmigrasi . Jika tidak >
setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk Ya
diperbaiki
6. |Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju Draf laporan, disposisi. 1 jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepadaj | Tidak )
Kabag. Jika tidak setuju mengembalikan & B
kepadaSekretris untuk diperbaiki. ¢
7. |Menyerahkan  laporan  tahunan  kepada Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi
Sekretaris o
8 |Menyerahkan laporan tahunan kepada analis / Laporan, disposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 5,
I
9 |Mendistribusikan dan  mendokumentasikan ¥ Laporan, disposisi 1 Jam Laporan tahunan Dinas

Laporan tahunan.

Koperasi, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi , bukti




R

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ii Provinsi Nuga Tenggara-Timur, ;

Dra, Sisita Sona
NIP. 500131 198603 2 009

Judul SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester di Dinas

Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan Bulanan, Triwulan, dan
Semester tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu
penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




No. |

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris

Kepala
Sub.Bagian
PDE

Analis
Perencanaan,
Evaluasi dan
Pelaporan

Kepala Dinas
Koperasi,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

6

7

8

9

10

ol

Menugaskan Sekretaris untuk mempersiapkan
konsep laporan.

Agenda Kerja

15 menit

Disposisi

Menugaskan analis perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau
data dukung penyusunan laporan dan
menyusun konsep laporan.

Disposisi

15 menit

Disposisi

Mengumpulkan bahan atau data dukung
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada Sekretaris.

Disposisi

3 hari

Bahan laporan, disposisi

Memeriksa konsep laporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kabag. Jika tidak setuju
dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.

Bahan laporan disposisi

1 jam

Konsep laporan,
disposisi

Memeriksa konsep [aporan. Jika setuju
menyampaikan kepada kepala Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
setuju dikembalikan kepada Sekretaris untuk
diperbaiki.

. Jika tidak| |

Konsep laporan disposisi

1 jam

Draf laporan, disposisi

Memeriksa draft laporan. Jika setuju
menandatangani dan menyerahkan kepada
Sekretaris. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada Kabid untuk diperbaiki.

Tidak

Menyerahkan laporan kepada Sekretaris untuk
didokumentasikan.

Draf laporan.

1 jam

Laporan disposisi

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Menyerahkan laporan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didokumentasikan.

Laporan disposisi

10 menit

Laporan disposisi

Mendistribusikan dan  Mendokumentasikan

Laporan.

Laporan disposisi

20 menit

Laporan bulanan,
triwulan dan semester,
bukti dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Judul SOP Pengajuan SPM UP/GU/TU di Dinas Koperasi Tenaga Kerja

Dan Transmigrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang -
Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM;

2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan UU
Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman|

Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

1.
2.

PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Bendahara Gaji
2. SOP Bendahara Penerimaan

1.
2.
3.
4.

5.

ATK.

Komputer/laptop dengan aplikasi SIPKD dan printer.
Telepon/Faximile/internet.

DPA, TOR, RAB.

BKU, Bend 11, Buku kas harian, buku pajak

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan di Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/GU/TU.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
° p Reglaial Operator SIPKD | Bendahara Kafubgg Penggl{p a | BAKEUDA Kelengkapan | Waktu Output * g
Keuangan Anggaran Prov. NTT
1 . 2 : 5 3 4 6 7 8 9 10 11
1. |Menginput LPJ, SPP/SPM dan meneruskannya ke Konsep 3 Jam |Konsep
Bendahara LPJ/SPP/SPM SPM/SPP
UP/GU/TU
SIPKD
2. |Merekonsiliasi angka yang telah diinput apabila setuju Konsep 1jam |Konsep
menyampaikan ke Sub Bag Keuangan dengan Ya SPM/SPP SPM/SPP
menandatangani kelengkapan SPP apabila tidak UP/GUITU UP/GU/TU
mengembalikan ke operator SIPKD Tidak SIPKD SIPKD final
3. |Memeriksa SPP/SPM UP/GU/TU. Apabila setuju, SPP/SPM 15 menit |SPP/SPM
memaraf dan menyampaikan ke PA. Apabila tidak Ya UP/GU/TU UP/GU/TU
setuju mengembalikan ke bendahara untuk diperbaiki. —
ida
4. |Memeriksa dan nmengoreksi SPP/SPM UP/GU/TU. SPP/SPM 10 menit |SPP/SPM
Apabila setuju menandatangani dan menyerahkan 1UP/GUITU UP/GU/TU
kepada Kasubag Keuangan untuk ditindakinjuti. - sudah sah
Apabila tidak setuju maka dikembalikan kepada Tidak
Kasubag Keuangan untuk diperbaiki.
5. |Menerima dan menugaskan bendahara untuk SPP/SPM 10 menit|SPP/SPM
menindakianjuti SPM UP/GU/TU. UP/GU/TU sah UP/GUITU
sah
6 |Mengajukan SPM UP/GU/TU ke BAKEUDA dan v SPP/SPM 20 menit|SPP/SPM
mendokumentasikan SPM UP/GU/TUD! Dinas o UP/GUITU sah UP/GUITU
Kopnakertrans . sah




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

/, Provinsi Nysa Tenggara-Timur, A

ija; SisiiaSona
NIP,E“" 0131 198603 2 009

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN Judul SOP PEMUNGUTAN RETRIBUSI SEWA RUMAH DINAS,
SEWA AULA DAN LAINNYA
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Undang - Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang - 1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.

Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM,;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan UU
Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
Periode 2018-2022

2

2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Bendahara UPGUTU 1. ATK
2. SOP Bendahara Gaji 2. Komputerftaptop dengan aplikasi SIPKD dan printer.
3. Telepon/Faximilefinternet.
4. BKU Penerimaan
5. Keputusan Kepala Dinas Tentang. Penghuni Rumah Dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pemungutan retribusi sewa rumah dinas dan.aula akan terkendala terjadi
penyimpangan dalam prosedur
Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung(Honor/Tunjangan) akan terkendala jika

terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.

Data base Penghuni rumah dinas dan penyewa aula Plut




Pelaksana Mutu Baku
i Bidang
: i Akuntansi
No. Tahap Kegiatan
p Regt Operator Bend?hara Kasubag Pengguna Badan BUD/Kas Kelengkapan Waktu Output
SIPKD Penerimaan Keuangan Anggaran Daerah |
Keuangan
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. |[Menerima pembayaran tunai sewa rumah dinas dan Kuitansi Sewa 5 Menit |Kuitansi dan
sewa aula, mencatat dalam Buku Kas Penerimaan dan pembukuan
menyetor ke BUD/Kas Daerah penerimaan
2. |Menyetor ke Kas Daerah Kuitansi Sewa 1 hari Bukti Setoran
Bank
3. [Menginput dalam Aplikasi SIPKD bukti setoran bank Bukti Setoran 15 menit |Hard Copy dan
atas retribusi Dinas Bank Soft Copy
SIPKD
4. [Merekonsiliasi angka yang telah diinput apabila setuju Ya SPP/SPM LS 10 menit |SPP/SPM:LS
menyampaikan ke Sub Bag Keuangan dengan ) Gaji GajilKesra
menandatangani kelengkapan SPP apabila tidak Yidak sudah sah
mengembalikan ke operator SIPKD untuk diperbaiki
5. |Berita acara rekon sebagai dasar pembuatan laporan SPP/SPM LS 10 menit |SPP/ISPM LS
aplikasi dan laporan manual dan menyampaikan ke GajilKesra sah Gaji/Kesra
Pengguna Anggaran sudah sah
6 |Menindaklanjuti dan Menyampaikan kepada Kepala SPP/SPM 20 menit [SPP/SPM
Dinas untuk diketahui sebagai laporan dan memperoleh diproses di UP/GU/TU sah
tandatangan sebagai laporan kepada Bappeda dan BPPKAD
Dinas Asset dan Pendapatan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

’; Provinsi Nusa Tengt , A

. Sisilia-8ona
NIP-19668731 198603 2 009

Judul SOP

Pencairan Anggafan Belanja Tidak Langsung (Gaji /

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang -
Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM,;

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan dan UU
Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

2.

3.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Benddahara Penerimaan
2. SOP Bendahara UPGUTU

1. ATK;

2. Komputer/laptop dengan aplikasi SIPKD dan printer.
3. Telepon/Faximilefinternet;

4. Aplikasi SPP, SPM, SP2D dan BKU;

5. Buku-buku pembantu gaii.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pencairan Anggaran Belanja Tidak Langsung(Honor/Tunjangan) akan terkendala jika
terjadi penyimpangan dalam prosedurnya.

Data base Sub Bagian keuangan, Daftar gaji PNS Dinas Koperasi Tenaga Kerja ddan
Transmigrasi Provinsi NTT

L 1 Tunjangan) |

= ]




+ P

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan . . Bendahara Kasubag Pengguna BAKEUDA
Operator SIPKD Gaiji Keuangan Anggaran Prov. NTT Kelengkapan Waktu Output
71 w2 . 3 _ 4 N " & ~ 7 g - | . 9 ~ 40
1. |Menginput SPP/SPM LS Gaji/Kesra & meneruskannya Konsep 30 Menit |Hard Copy
ke Bendahara SPP/SPM hasil SIPKD
periksa {SPP/SPM)
2. |Merekonsiliasi angka yang telah diinput apabila setuju Hard Copy SIPKD]| 15 menit |Hard Copy
menyampaikan ke Sub Bag Keuangan dengan Ya (SPP/SPM) SIPKD
menandatangani kelengkapan SPP apabila tidak (SPP/SPM)
mengembalikan ke operator SIPKD hasil periksa
3. |Memeriksa SPP/SPM LS Gaji/lKesra. Apabila setuju, Hard Copy SIPKD| 15 menit |Hard Copy
memaraf dan menyampaikan ke PA. Apabila tidak (SPP/SPM) SIPKD
setuju mengembalikan ke bendahara gaji untuk La (SPP/SPM)
diperbaiki. Tidak hasil periksa
4. |Memeriksa dan mengoreksi SPP/SPM LS Gaji/Kesra. SPP/SPM LS Gajif 10 menit |SPP/SPMLS
Apabila setuju menandatangani dan meneruskan GaijilKesra
kepada Kasubag untuk ditindaklanjuti. Apabila tidak sudah sah
setuju maka dikembalikan kepada Kasubag untuk
diperbaiki.
5. |Menerima dan menugaskan bendahara untuk SPP/SPM LS 10 menit |SPP/SPM LS
menindaklanjuti PM LS/Kesra Di Dinas Kopnakertrans . Gaji/Kesra sah Gaji/Kesra
sudah sah
6 |Mengajukan SPM LS GaijifKesra ke BAKEUDA dan SPP/SPM 20 menit |SPP/SPM
mendokumentasikan SPM LS/Kesra Di Dinas diproses di UP/GU/TU sah
Kopnakertrans . BPPKAD




Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif !
Disahkan oleh I ,g Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi A‘ i
- Provinsi Nusa Tenggaga"Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI ‘
SEKRETARIAT NIP. 49600131 198603 2 009
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP Penanganan Surat Masuk di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTT
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design| 1. Pendidikan minimal SLTA.
Reformasi 2010-2025. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman}
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang|
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional|
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahap Il Periode 2018-2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat keluar. 1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk.
3. Telepon/Faximili.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak|Pada Buku Agenda Surat Masuk.
pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.




Pelaksana Mutu Baku
No. T: i ini i Ket.
© ahap Kegiatan Pengadministrasi Ke_pala Kepala Bagian Kelengkapan Waktu Output
umum Dinas

1 2 3 4 5 7 8 10
1 |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat | 5 menit |Surat masuk dan

surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar lembar Disposisi

memasang lembar disposisi dan disposisi

meneruskan kepada Kepala Dinas.

2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10 menit|Surat masuk dan
memberikan petunjuk kepada Kabag yang lembar Disposisi Disposisi
dituju untuk tindaklanjut dan dikembalikan ke
pengadministrasi umum.

3 [Mencatat disposisi karo dan meneruskan kef Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan
kabag yang dituju. Disposisi Disposisi

4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada Surat masuk dan 10 menit|Surat masuk dan
kasubag untuk ditindaklanjuti dan Disposisi Disposisi
dikembalikan ke pengadministrasi umum. _

5 |Mencatat disposisi kabag dan meneruskan Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan
ke kasubag yang dituju. Disposisi Disposisi

6 |Menindaklanjuti disposisi kabag terkait surat Surat masuk dan 1 Jam [Dokumen

masuk dan mendokumentasikan.

Disposisi

Tindaklanjut, bukti
dokumentasi
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

/ Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transm:grasn /i
v Provinsi NusgJ enggar:

Dra. SisiaSona
NIP. 131 198603 2 009

Judul SOP

Transmigrasi_Provinsi NTT

Penanganan Surat Keluar di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

f3enyusunan dan l3enerapan Standar éperasionai Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Admnistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

| ® Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar.

1. Komputer.

2. ATK

3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

=Y




Mutu Baku

Taltap Reglatan Kepeg dan Penga:;i:::rllstraa I Kabag KDeig:!sa Kelengkapan Waktu Output ot
1 2 4 5 6 8 9 10 11
1. [Memerintahkan pengadministrasi umum Disposisi Surat 5 menit |Disposisi Surat
untuk menyiapkan bahan kelengkapan masuk/petunjuk masuk/petunjuk
surat keluar dan menyerahkan kepada atasan atasan
kasubag.
. IMenyiapkan bahan kelengkapan surat Disposisi Surat 30 menit |Bahan
keluar, menyusun konsep surat keluar masuk/petunjuk kelengkapan
dan menyerahkan kepada Kasubag. atasan surat keluar dan
konsep surat
lkeluar
. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |Konsep surat
setuju, memaraf dan disampaikan - kelengkapan keluar
kepada Kabag. Apabila tidak setuju p agf L surat keluar dan
dikembalikan kepada pengadministrasi konsep surat
umum untuk memperbaiki. keluar

Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila
setuju, memaraf dan
kepada Kadis. Apabila tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag untuk
memperbaiki.

disampaikan| :

Konsep surat
keluar

20 menit

Draf surat keluar

. [Menelaah dan mengoreksi draf surat
keluar. Apabila setuju, diparaf dan
diteruskan kepada Pengadministrasi
umum dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kabag untuk
diperbaiki.

Draf surat keluar

10 menit

Surat keluar

. |Mengagendakan, mendistribusikan dan
mengarsipkan.

4

Selesai

B % i

Surat keluar

10 menit

Surat keluar dan
dokumentasi




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi j

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

/‘ Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kertia dan Transmigrasi
< \reng i

Provinsi Nu fa Timur,

Judul SOP Pengajuan Surat Usulan Pensiun ASN di Dinas Koperasi,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 "Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

2.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahap Il Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat keluar.

2. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD.
3. SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK

2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan
berdampak pada terlambatnya tindakianjut surat masuk.

Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat
6 bulan sebelum jatuh tempo pensiun pegawai.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




)

Menugaskan Kasubag untuk Agenda kerja 15 Menit |Disposisi/penug |Terkait SOP
menginventarisir dan memproses ASN pada | Mulai l asan Penanganan
Diskopnakertrans yang telah memenuhi Surat Masuk
syarat waktu untuk Pensiun.
Menugaskan pengelola kepegawaian Disposisi/penug | 10 Menit |Disposisi/penug
menyiapkan administrasi usulan pensiun asan asan
bagi ASN pada Diskopnakertrans.
Menyusun konsep surat usulan pensiun , Disposisi/penug 2Jam [Konsep surat
disertai lampiran kelengkapan/berkas | asan usulan pensiun
pensiun ASN dan disampaikan kepada : dan lampiran
kasubag. . berkas ASN
Memeriksa konsep surat usulan pensiun V Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, Ya / ’\ usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan ke kabag. \ / Tidak dan.lampiran dan lampiran
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk X berkas ASN berkas ASN
diperbaiki.
Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit |Konsep surat
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, usulan pensiun usulan pensiun
memaraf dan menyampaikan kepada — dan lampiran dan lampiran
Kadis. Apabila tidak setuju, dikembalikan berkas ASN berkas ASN
untuk diperbaiki.
Ya

Memeriksa konsep surat usulan pensiun Konsep surat 20 Menit [Surat usulan
dan lampiran berkas ASN. Apabila setuju, usulan pensiun pensiun dan
menandatangani dan diproses lebih lanjut dan lampiran lampiran berkas
oleh pengelola kepegawaian. Apabila tidak berkas ASN ASN
setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. Tidak
Memproses surat usulan pensiun ASN ke \ Surat usulan 1Jam |Surat usulan
BKD dan mengarsipkan. Selesai pensi.un dan pensi'un dan

E lampiran berkas lampiran berkas

ASN

ASN
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG SEKRETARIAT
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

,‘ Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi A

NIP. ¥6600131 198603 2 009

Dasar Hukum

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

Pengajuan Surat Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Admnistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2. SOP Pengajuan Usulan Kenaikan pangkat Pegawai di BKD
3. SOP Penananan Surat Masuk

1. Komputer.
ATK.

Stempel.

2.
3. Buku Agenda Surat Keluar.
4.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
piReg Kepala Dinas Sekretaris Ka:::?m}f]e':eg K:::::‘::; n Kelengkapan Waktu Output g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menelaah dan mendisposisi SE Kepala BKD tentang Surat Edaran 15 Menit |Surat Edaran dan Terkait SOP
Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. Disposisi Penanganan
— Surat Masuk
2 [Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan Kasubag : Surat Edaran dan 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
untuk menyiapkan Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai. Disposisi dan petunjuk
3 |Menelaah disposisi pimpinan dan menugaskan pengelola Surat Edaran, 10 Menit |Surat Edaran, Disposisi
kepegawaian menyiapkan administrasi usulan kenaikan Disposisi dan dan petunjuk
pangkat bagi ASN pada Kopnakertrans. petunjuk
4 |Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat disertai Surat Edaran, 2Jam |Konsep surat usulan
lampiran kelengkapan/berkas kenaikan pangkat ASN. Disposisi dan kenaikan pangkat dan
petunjuk lampiran berkas ASN
5 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan| 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan ke kabag. Apabila tidak setuju, Ya dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan untuk diperbaiki. ASN
6 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan Konsep surat usulan | 20 Menit |Konsep surat usulan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, memaraf dan kenaikan pangkat kenaikan pangkat dan
menyampaikan kepada kepala Dinas. Apabila tidak setuju, Ya Tidak dan lampiran berkas lampiran berkas ASN
dikembalikan untuk diperbaiki. ASN
7 |Memeriksa konsep surat usulan kenaikan pangkat dan| Konsep surat usulan| 20 Menit {Surat usulan kenaikan
lampiran berkas ASN. Apabila setuju, menandatanganil, kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
dan diproses lebih lanjut oleh pengeloia kepegawaian. Tidak dan lampiran berkas berkas ASN
Apabila tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki. ASN
8 [Memproses surat usulan kenaikan pangkat ASN ke BKD v Surat usulan 1Jam  [Surat usulan kenaikan
dan mengarsipkan. Selesal’ kenaikan pangkat pangkat dan lampiran
dan lampiran berkas berkas ASN
ASN
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Ii Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Keija dan Transmigrasi

a Timur,

Teng

Provinsi Nu

131 198603 2 009

Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala di Dinas
Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
l5enyusunan dan Penerapan Standar (-)perasionai Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Admnistrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Menguasai Komputer.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penerbitan Surat Pemberitahuan Kenaikan Kenaikan Gaji Berkala.

1. Komputer.

2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar.
4. Stempel.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1 Apabila surat keluar tidak diproses sesuai SOP maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

2 Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala diterima oleh Biro Keuangan
paling lambat 1 bulan sebelum jatuh tempo kenaikan gaji berkala pegawai.

1. Buku Jaga Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

—t
=5




'l

1" | ‘Kepegawaian" |~ Dinas Fielonglonan - | PRt bop

s ® L f.o2 5. |76t [ - 7 | 8 S

1 |Menugaskan Kasubag untuk menginventarisir Pedoman Peraturan 15 menit |Penugasan
dan memproses PNS yang telah memenuhi Perundang-undangan
syarat waktu untuk Kenaikan Gaji Berkala.

2 |Menugaskan pengelola kepegawaian untuk Pedoman Peraturan 30 menit {Penugasan,
menginventarisir data PNS yang memenuhi Perundang-undangan arahan dan
syarat kenaikan gaji berkala dan menyusun dan penugasan petunjuk
konsep surat pemberitahuan kenaikan gaji
berkala.

3 |Menginventarisir data PNS yang memenuhi j Penugasan, arahan dan |2 Jam Konsep Surat
syarat kenaikan gaji berkala kemudian menyusun petunjuk PKGB dan syarat
konsep Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji kelengkapan

Berkala (PKGB) dan menyampaikan kepada
kasubag.

Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
dan syarat kelengkapan PKGB dan syarat
kelengkapan

4 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan
administrasi lainnya dan membubuhkan paraf

Konsep Surat PKGB 10 menit |Konsep Surat
dan syarat kelengkapan PKGB dan syarat
kelengkapan

5 {Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan
Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan
administrasi dan membubuhkan paraf

6 |Memeriksa konsep Surat Pemberitahuan Konsep Surat PKGB 10 menit  [Surat

Kenaikan Gaji berkala beserta kelengkapan dan syarat kelengkapan Pemberitahuan
administrasi dan menandatangani Kenaikan Gaji
Berkala (PKGB)
7 {Membubuhkan Cap dan mengirim Surat Surat Pemberitahuan |1 jam Surat
Pemberitahuan Kenaikan Gaji berkala kepada Kenaikan Gaji Berkala Pemberitahuan
Kepala Biro Keuangan dan PNS vyang (PKGB) Kenaikan Gaji
bersangkutan serta mengarsipkan. Berkala (PKGB)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

/ Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
= Provinsi Nysa Tenggara Timur,

Dj—Siﬁlia/Sona
UL~

T
NP~T9600131 198603 2 009

A

Judul SOP

Pengajuan surat usulan cuti Pegawai Negeri Sipil di Dinas
Koperasi, Tenaqa Kerja dan Transmiqrasi Provinsi NTT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2010
2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Pemerintahan.

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

Prosedur Administrasi

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata|

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara(

A
2.

Pendidikan minimal SLTA.
Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat keluar.

2. SOP Pengajuan Usulan Pensiun Pegawai di BKD.
3. SOP Penanganan Surat Masuk.

- 1.
2.
3.

ATK

Komputer/Printer.
Buku Agenda Surat Keluar.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1. Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak
pada teriambatnya tindaklanjut surat masuk.

2. Kelengkapan administrasi usulan pensiun diterima oleh BKD paling lambat 6 bulan
sebelum jatuh tempo pensiun pegawai.

Pada buku agenda surat masuk




- Mutu Baku

7

# o

=

. 8.

1 [Menerima Permohonan Cuti Pegawai

mendapat persetujuan pejabat satu tingkat dan
pejabat dua tingkat diatasnya,melakukan verifikasi
jenis dan sisa cuti pemohon dan menyampaikan
hasil verifikasi kepada kasubag.

) yéhg it‘elah

Mulai

Pe‘rmohonan Cuti

30 men‘it

Perrhohonan
Cuti, lembar
disposisi

Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti
pemohon. Apabila sisa cuti yang bersangkutan
telah habis, dikembalikan kepada pemohon melalui
pengelola kepegawaian. Apabila sisa cuti yang
bersangkutan masih ada, memerintahkan pengelola

kepegawaian untuk memproses surat usulan cuti ke

BKD.

Tidak

Ya

Permohonan
Cuti, lembar
disposisi

10 menit

Permohonan
Cuti, disposisi

Memproses surat usulan cuti ke BKD,mengambil
Surat 1zin Cuti di BKD, menggadakan untuk arsip
dan menyampaikan Asli Surat Izin Cuti kepada ASN
yang mengajukan permohonan Cuti.

Selesai

Permohonan
Cuti, disposisi

1 Jam

Surat usulan
cuti ASN




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

,{, Provinsi Nusa_Tenggara Aimur, /L

2/ Sisilia Sora
NIP, #9600257798603 2 009

Pengurusan Dan Pefigendalian Naskah Dinas Keluar
(Arsiparis)

Juduf SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2002 Tentang
Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

1.  Memahami Tupoksi Kerja
2. Menguasai Penggunaan Komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Keluar

1. Buku Pengendali Keluar
2. Kartu Kendali Keluar
6. Cap Dinas

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk zkan terkendala ketika terjadi
penyimpangan prosedur

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




W o ® EXTR:
N

. Pelaksana -y Mutu Baku 5w sk
NO Tahap Kegiatan i i i . Keteran an'
RReg Staf/Pencatat Sekretaris/Pengarah Kepala BidangLinit Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output ) J
Pengelola A " ”
Penerima Naskah Dinas mensortir, mengelompokan,
serta memeriksa kelengkapan Naskah Dinas sesuai [ . Mulai | Naskah Dinas yang
1 {dengan fungsi penerima, dan disampaikan kepada Lembar Disposisi {10 Menit  |sudah dilengkapi
Pengarah beserta lembar disposisi yang sudah diberi lembar Disposisi
Kode Klasifikasi dan Indeks
Pengarah setelah membaca isi naskah dinas,
kemudian mencantumkan pengarahan (P) untuk v
naskah dinas penting dan (B) untuk naskah dinas ] l Naskah Dinas yang
2 |biasa pada sudut kanan atas naskah dinas dan Naskah Dinas 10 Menit  {sudzh diberi Kode
menentukan ke unit pengolah mana naskah dinas Penting/Biasa
biasa tersebut harus disampaikan, dan diserahkan
kembali ke staf pencatatat/pengendali.
Untuk' Naskah Dinas Biasa Pencatat/Pengendali
menerima Naskah Dinas Biasa, mencatat pada
lembar pengantarUntuk Naskah Dinas Penting Naskak Diriasvan
Pencatat dan Pengendali menerima Naskah Dinas Y e —— ng]mogr
Penting, memberikan Nomor Urut pada Buku I [l
- : : urut lembar
Pengendali, kemudian melampirkan dengan Kartu ; ;
3 : Mt Naskah Dinas 10 Menit  |pengantarNaskah
Kendali sebanyak Rangkap 3 dengan rincian Warna P
. . ; Dinas yang telah
Putih untuk Pencatat/Pengendali sebagai alat dilEhatkan Kart
identifikasi masalah atas suatu naskah dinas, Warmna Ken dgali P
Hijau untuk Arsiparis , Warna Merah terlampir
bersama Naskah Dinas, dan diteruskan ke Kepala
Dinas
A 4
—
Untuk Naskah Dinas Penting Kepala Dinas Naskah Dinas yang
4 Imendisposisi sesuai isi Naskah Dinas dan Naskah Dinas 20 Menit  [telah dilengkapi Kartu
dikembalikan kepada Pencatat/Pengendali Kendali dan Disposisi
Pencatat/Pengendali mendistribusikan Naskah Dinas | Naskah Dinas yang
biasa/penting beserta lampirannya Ke unit . . siap didistribusikan
2 Pengolah/Bidang, disertai dengan tanda terima Waskeh Dids Tonenl ke Bidang/Unit
Naskah dinas Pengolah
; ; : ; Naskah Dinas yang
Bidang/Unit Pengolah Menerima Naskah Dinas, m 5 e
. . : siap didistribusikan
6 [Mengagendakan dan Melaksanakan Tugas sesuai Naskah Dinas 30 Menit ke Bidang/Unit
Disposisi Pimpinan Pengolah




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Judul SOP
(Arsiparis)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara

2. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2002 Tentang
Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
Periode 2018-2022

1. Memahami Tupoksi Kerja
2. Menguasai Penggunaan Komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk

Buku Pengendali Masuk
Kartu Kendali Masuk

Lembar Disposisi

Lembar Pengantar Surat Biasa
Cap Penerimaan Surat

. Cap Dinas

I N

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pengurusan dan Pengendalian Naskah Dinas Masuk akan terkendala ketika terjadi

penyimpangan prosedur

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




tentang Pedoman Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi:

. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Biroraksi 2010 -2025

. Peraturan Meteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
NTT.

8. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur 2018 - 2022,

(O]

Nomor SOP
[Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif
Disahkan Oleh . Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/ Provinsi Nusa Tenggara Tixur, A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ¢
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN /
SEKSI KELEMBAGAAN Drz-Sisilia Sona
NIP. 19600131 198603 2 008
Judul SOP Surat Rekomendasi Pengesahan Akta Pendirian
Koperasi
[Dasar Hukum Kualifikas] Pelaksana
1. Undang - undang Nomor 25 Tahun1992 tentang Perkoperasian; 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:; 2. Mampu mengoperasikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentag Pembagian Urusan Pemerintahan antara 3. Memahami tugas dan fungsi seksi kelembagaan
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUMKM/X1/2008

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. SOP penanganan surat masuk - Komputer /
2. SOP penanganan surat keluar - Printer, 5
- ATK

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila surat Rekomendasi pengesahan Akta Pendirian koperasi tidak diberikan, maka berdampak pada
input data pengesahan Akta Pendirian koperasi secara online oleh Notaris kepada menteri Koperasi dan
UKM RI tidak diterima.

- Buku agenda
- Disimpan soft copy dan hard copy




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

SEKSI| PENGAWASAN KOPERASI

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
| Fanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh ’; Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi A

- Provinsi Nusa Tengg imur,

a, Sisilia Sona
NIP. 19600131 198603 2 009

Judul SOP Pengawasan Kelembagaan Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap !l Periode 2018-2022

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1.
2.
3.

SOP Penanganan Surat Keluar.

SOP Penanganan Surat Masuk.

SOP Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan,Semester di Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
Koperasi.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Seksi Pengawasan Koperasi tidak dipatuhi maka akan berdampak
pada ketidak tepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




; Pelaksana L Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Dinas Kepala | o . . : Keterangan
Kopnakertrans Bidang Kepala Seksi | Tim Teknis Pejabat Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana
1 2 3 5 6 7 8 9 _J0
1 {Mengeluarkan Surat Edaran ke KSP/USP, Disposisi 16 menit |Disposisi
KJKS/UJKS, dan menugaskan kasi melakukan S .
pengawasan untuk melakukan Pengawasan Gola
Kelembagaan 4
2 [Menugaskan Kasi Pengawasan melakukan Disposisi 1 hari Disposisi
pengawasan di Gerakan Koperasi
- 3 |Bersama Tim Satgas melakukan Pengawasan Bahan laporan, disposisi| 3 Bulan |Bahan Laporan
Kelembagaan Koperasi pada Gerakan Koperasi
4 |Tim Satgas melakukan olah data dalam kertas Bahan laporan, disposisi 3 hari Bahan Laporan
kerja Pengawasan kelembagaan dan
menyerahkan hasil Pengawasan kelembagaan
Koperasi
5 |Merampungkan hasil olah data dalam kertas Bahan laporan, disposisi 1 hari Bahan Laporan
kerja, membuat laporan danmenyampaikan —
kepada Kabid. B
6 |Kepala Bidang mengoreksi hasil olah data Bahan laporan, disposisi| 30 menit
Pengawasan Kelembagaan dan apabila tidak
setuju dikembalikan kepada kasi untuk
diperbaiki dan melaporkan hasilnya kepada
Kadis
7 |Mengarsipkan, mengagendakan Hasil Olah Data Bahan laporan, disposisi| 30 menit
Kelembagaan Koperasi
8 Bahan laporan, disposisi Laporan tahunan
Dinas Koperasi,
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI
SEKSI PENILAIAN KESEHATAN DAN PEMERINGKATAN KOPERASI

Nama SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahlan Oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
,_i Provinsi Nusa Ténggara Tieur,
Dra. Sisilia.Soma
NIP. 1 1 198603 2 009
Judul SOP Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis  Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasiona
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemprov.NTT

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2025

1. Memiliki pemahaman tentang Pembukuan
2. Memahami tugas dan fungsi Seksi Penilaian Kesehatan dan Pemeringkatan
3. Pendidikan minimal SMK-Akuntansi

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penanganan Surat Keluar

ATK

Komputer
Telepon/faximile
Printer )
Buku RAT Koperasi

@B =

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tdk dilakukan maka berdampak
pada Koperasi tersebut sulit dikatakan sehat,Cukup Sehat, Dalam Pengawasan
maupun Dalam Pengawasan Khusus

- Buku Agenda Surat Keluar
- Data disimpan dalam bentuk




ws

Pelaksana Mutu Buku
No Tahap Kegiatan Kabid Kasi Analis Kadis Pejabat | Kelengkapan Waktu Output Ket
Kelembag. Penilkes |Kesehatan Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Menerima Disposisi Buku RAT untuk ditindak lanjuti kepada Agenda Kerja 30 menit Disposisi
Kasi Penilkes

2 |Memerintahkan Analis Kesehatan untuk menyiapkan untuk v Disposisi 30 menit Disposisi
menyiapkan kertas kerja untuk menilai kesehatan KSP/USP e
Koperasi

3 |Menyusun/mengetik hasil kerja penilaian kesehatan Disposisi 8 jam Draf Kertas
KSP/USP Koperasi dan melaporkan kepada Kasi Ya M Kerja
Penilaian Kesehatan

4 |Kasi memeriksa dan mengoreksi kertas kerja hasil Penilkes Draf Kertas 60 menit Draf Kertas
KSP/USP Koperasi. Bila setuju memarah dan menyerahkan Kerja Kerja
kepada Kabid Kelembagaan dan Pengawasan, dan apabila Tidak
tidak setuju maka di kembalikan kepada Analis Kesehatan
untuk diperbaiki

Ya 1

5 |Kabid Kelembagaan memeriksa dan mengoreksi kertas kerja Draf Kertas 60 menit Draf Kertas
hasil Penilkes KSP/USP Koperasi. Bila setuju memarah dan Tidak Kerja Kerja
menyerahkan Kepala Dinas untuk ditandatangani. Bila tidak
setuju maka dikembalikan kepada Kasi Penilkes untuk
diperbaiki.

Ya

6 [Kepala Dinas menelaah dan mengoreksi kertas kerja apabila Kertas Kerja | 60 menit Draf Kertas
setuju menandatangani untuk di tindaklanjuti. Apabila tidak Kerja
setuju dikembalikan Ke Kabid Kelembagaan untuk diperbaiki

Tidak
7 |Mengagendakan, mendistribusi dan mengarsip kan kertas Kertas Kerja/ | 60 menit | Dokumen hasil

kerja hasil penilaian kesehatan

Dokumen hasil
Penilkes

Penilkes




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
SEKSI FASILITASI USAHA KOPERASI DAN UKM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh /, Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi A

Provinsi Nusa Tenggara~imur,

T Sisilia Sona
NIP. 19600131 198603 2 009

pp—

Judul SOP Pelatihan Input Data Online SIDONAL bagi aparatur sebagai Operartor |

dari 22 Kabupaten/Kota se NTT

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang- Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-20256

4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor|
8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerinrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

1.

2
3.
4
5

Pendidikan minimat SMA

. Menguasai Komputer

Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana

. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur
. Mengetahui dan fungsi mekanisme pembuatan laporan

—

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Pendataan UMKM dan Wirausaha Baru
2. SOP Penataan Pedagang Kaki Lima

3. SOP Pelatihan Input Data Online

4. SOP Penyedia Barang / Jasa

1.

2
3.
4.

ATK/DPA/RKA SKPD (RKT
PK

Komputer

TOR

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur pelatihan input data online SIDONAL bagi aparatur sebagai
operator dari 22 Kabupaten/Kota se-NTT tidak terlaksana, maka akan berdampak pada ketidaktepatan
waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepata Dinas 1
No. Tahap Kegiatan ’ Pejabat . Koperasi, Tenaga ; Keterangan
Kepala Seksi Polaksana Kepala Bidang Kerja dan Kelengkapan Waktu Output
Transmigrasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"
1 {Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan pelaksanaan Rencanca Kerja, Disposisi 30 menit Disposisi
Pelatihan Input Data Online SIDONAL
2 |Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan Bimtek, menyiapkan tempat, Rencana Kerja 1 Hari Draf Konsep Kerangka
menginput data peserta, menghubungi narasumber, membentuk Acuan pelaksanaan
tim/SK panitia pelaksana kegiatan. bimtek, surat, SK
s I panitia
3 |Menerima hasil Persiapan kegiatan dari Pejabat Pelaksana kegiatan Draf Konsep Kerangka 30 menit Draf Konsep Kerangka
Pelatihan Input Data Online SIDONAL bila disetujui menyampaikan ke Acuan pelaksanaan Acuan pelaksanaan
Kepata Bidang bila tidak dikembalikan untuk diperbaiki bimtek, SK panitia bimtek, SK panitia
4 [Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Apabila Draf Konsep kerangka 30 menit Draf kerangka acuan
disetujui memaraf dan dapat disampaikan kepada kepala Dinas dan acuan pelaksanaan pelaksanaan bimtek
apabila tidak disetujui dikembalikan Ke Kepala Seksi untuk diperbaiki. bimtek
Ya
5 |Memeriksa draf kerangka acuan pelaksanaan bimtek. Apabila disetujui Draf kerangka acuan 30 menit Draf Kerangka acuan
disampaikan kepada kepala bidang untuk rapat persiapan pelaksanaan Tidak pelaksanaan bimtek pelaksanaan bimtek,
pelatihan dan apabila tidak disetujui dikembalikan kepada kepala disposisi
bidang untuk diperbaiki.
6 [Rapat persiapan penyelenggaraan pelatihan dan menugaskan Kepala Draf Kerangka acuan 3 Jam Jadwal dan Materi
Seksi menyempurnakan kerangka acuan pelaksanaan Bimtek. pelaksanaan bimtek,
disposisi
7 |Memberikan arahan dan menugaskan Kepala Seksi untuk Jadwal dan Materi, 1 Jam Jadwal dan Materi,
menyelenggarakan pelatihan. Disposisi Disposisi
8 |Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Input Data Online SIDONAL sesuai Kegiatan Bimtek 3 Hari Hasil Pelaksanaan
jadwal Bimtek
9 [Menindakianjuti hasil kegiatan pelatihan, menyusun laporan hasil Dokumentasi dan 3 Hari Laporan akhir pelatihan

kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil kegiatan
Pelatihan Input Data
Oniine SIDONAL

Input Data Online
SIDONAL




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM
SEKSI SDM DAN KUKM

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh ' ;,Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi /L
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dra,8ist ilia Sona
NIP. 79600131 198603 2 009

Judul SOP Pelaksanaan Pelatihan Teknis Peningkatan Pengolahan Daging
Sapi menjadi Abon dan Dendeng bagi anggota koperasi/lUKM

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Prov.NTT Tahun 2019.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerinrah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal S1

2. Menguasai Tugas Pokok Pemberdayaan koperasi bidang Peternakan (pengolahan
daging sapi menjadi abon dan dendeng)

3. Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
2. SOP penanganan surat keluar.

3. SOP penanganan surat masuk.

4, TOR dan RAB Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM

1. ATK

2. Komputer.

3. Printer

4. Bahan/peralatan pendukung pelatihan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila standar operasional dan prosedur (SOP) pelaksanaan pelatihan teknis peningkatan pengolahan
daging sapi menjadi abon dan dendeng bagi anggota Koperasi/UKM tidak sesuai prosedur maka akan
berdampak pada rendahnya kualitas dendeng dan abon yang dihasilkan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan . Keterangan
Kepala Seksi P::\’:::I:a Kepala Bidang Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 [ 10 11
1. [Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk menyusun Rencana Kerja 30 Menit Rgncapg Kerja,
Konsep Rencana Kerja dan SK Tim Pelaksana Kegiatan disposisi
Bimtek
2. |Menyusun draft SK Tim Pelaksana Kegiatan Bimtek dan disposisi 2 Janr Draf SK Tim .
menyerahkan kepada Kepata Seksi SDM dan UMKM untuk Pelaksana Pelatihan
dikoreksi
3. |Mengoreksi draft SK Tim Pelaksana Kegiatan Bimtek, Draf SK Tim Pelaksana 1 Jam Draf SK Tim .
apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Tidak Pelatihan Pelaksana Pelatihan
Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM Untuk dikoreksi, I
apabila tidak setuju mengembalikan ke Pejabat Pelaksana
untuk diperbaiki Ya
4. |Mengoreksi draft SK Tim Pelaksana Kegiatan Bimtek, Draf SK Tim Pelaksana| 30 Menit |Draf SKTim )
apabila setuju memaraf dan meneruskan kepada Kepala| | 1idak Ya Pelatthan Pelaksana Pelatihan
Dinas untuk ditandatangani, apabila tidak setuju
mengembalikan ke Kepala Seksi SDM dan UMKM untuk
diperbaiki
5. ' Mengoreksi draft SK Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Draf SK Tim Pelaksana| 30 Menit |SK T!m Pelaksana
Pembuatan Abon, apabila setuju menandatangani dan 4 Pelatihan Pelatihan
menyerahkan kepada kepala Bidang untuk ditindaklanjuti, Tidak / &
apabila tidak setuju mengembalikan ke Kepala Bidang SDM T e
Koperasi dan UMKM untuk diperbaiki
1 .
6. |Melaksanakan Rapat teknis Pelatihan pembuatan abon dan - }' . SK Tim Pelaksana 3jam Jadwal dan Materi
dendeng sapi S I < —> . = —> . Pelatihan
7. |Menyampaiakan Surat pemberitahuan jadwal kegiatan 4 Jadwal dan Materi 1 Hari §urat Undangan.i
pelatihan kepada peserta pelatihan . jadwal dan materi
l ] -
8. |Melaksanakan Kegiatan sesuai jadwal bimtek pelatihan L Jadwal dan Materi 4 Hari Pelaksanaan Pelatihan
pembuatan abon dan dendeng sapi dan menyusun Materi - \f - ‘l/ -
bimtek ol 2 % > [+ ,I:
b LA Lo b L—mxnfjé : L
9. |Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan 2 Hari Laporan
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PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM

SEKSI PENGEMBANGAN, PROMOSI KOPERAS! DAN USAHA KECIL

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Evektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/‘, Provinsi Mysa Tepggara Timur,

o] Sisilia Sona

NIP19600131 198603 2 009

Judul SOP Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner.

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

2. Peraturan Presiden Nomor: 98 Tahun 2014 Tentang Perijinan Usaha Mikro Dan Kecil.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan .Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2014 Tentang Perijinan Usaha Mikro Dan Kecil.

7. Surat Menteri Koperasi Dan UKM Nomor: 15/M.KUKM/I/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Peran Pendampingan Dan
Pelayanan Kepada UMK.

8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTT Tahun 2019,

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap [l Periode 2018-2022

o

1. Memiahami prosedur pemberian bantuan bagi PKL/Kuliner UKM.
2. Memahami tugas dan fungsi serta rincian tugas Bidang/Seksi

3. Memahami sistimatika pembuatan laporan-

4. Pendidikan minimal SLTA

4. SOP Pembuatan TOR dan RAB di Bidang/Seksi.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) di Bidang/Seksi. 1. ATK.
2. SOP penanganan surat keluar. 2. Komputer.
3. SOP penanganan surat masuk. 3. Printer

4. Renstra, DPA, TOR, RAB.
5. Telepon/Faximile.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

Apabila SOP Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner ini tidak sesuai prosedur maka berdampak pada waktu
pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal dan rendahnya sarana pemasaran bagi PKL/UKM Kuliner.

Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran
Bagi PKL/UKM Kuliner dan memastikan pejabat
pelaksana untuk ditindaklanjuti

Acuan Pelaksanaan,
Notulen Rapat.

L - o ¥ -Pelaksana .. .. . ¥ B L ; » - Mutu Baku .
) i o J = 23 Foe P R s & T .. E Bk w
Poal h, LY LR » _ B b - Kepala Dinas. ’ ’ \
T coed e L e el ST N PN Koperasi, Tenaga W n L , “F -
“,l;“',wap Seggﬁy I opala Bidang:'| Kepala Seksi.'| * Pejabat | Pejabgt Pembuat, . Kerja dan - “ Kelengkapan- Wakts . |~~~ ‘Output. Kearangan
. W m e o e BT s - Pelaksana _|Komitmen (PPK) kg i " R .
o : e L Transmigrasi Provinsi G %
i . q * 5 Niisa Tenggara Timur, .
o L e g g oy wE i F " N T s . S
dl s L i w2 s v o 3% 4’ d, . 55 W 6 P st 7 Gooo 8.5 ) %8 . 10 11,
1 |Kabid menugaskan Kasie untuk menyiapkan — ~ Agenda Kerja 15 Menit  |Disposisi.
pelaksanaan Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi “ 5 Mulal
PKL/UKM Kuliner. o ;-
—
2 |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk ¢ Disposisi 15 Menit  |Disposisi.
menyiapkan bahan pelaksanaan Fasilitasi Sarana Y
Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner kepada Kepala .
Seksi. ;___1
3 |Menyiapkan bahan pelaksanaan Fasilitasi Sarana v Disposisi 1 Jam Bahan Pelaksanaan
Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner kepada Kepala ; Kegiatan Fasiliasi
Seksi. pg Sarana Pemasaran Bagi
| ] PKL/UKM Kuliner.
——
4 |Menyusun konsep kerangka acuan pelaksanaan Ya v Bahan Pelaks. 1 Jam Konsep Kerangka
Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi PKL/UKM Kegiatan. Acuan Kegiatan Fasiliasi
Kuliner dan menyampaikan kepada Kepala Bidang. Sarana Pemasaran Bagi
PKL/UKM Kuliner.
5 |Memeriksa dan mengoreksi Konsep kerangka Tidak Konsep Kerangka 1 Jam Draft Kerangka Acuan
acuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sarana Acuan Pelaksanaan. Kegiatan Fasiliasi
Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner. Apabila setuju Sarana Pemasaran Bagi
memaraf dan melanjutkan ke Kepala Dinas, jika PKL/UKM Kuliner.
tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi
untuk diperbaiki
6 [Memeriksa Draft kerangka acuan pelaksanaan Draft Kerangka 1 Jam Kerangka Acuan
kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi Tidak Acuan Pelaksanaan. Kegiatan Fasiliasi
PKL/UKM Kuliner, apabila disetujui " Sarana Pemasaran Bagi
menandatangani dan memerintahkan Kepala PKL/UKM Kuliner.
Bidang untuk ditindakianjuti, apabila tidak setuju Ya
dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk 3
diperbaiki
7 [Melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Draft Kerangka 1 Jam Draft Kerangka Acuan
Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi PKL/UKM ¥ Acuan Pelaksanaan, Kegiatan Fasiliasi
Kuliner dan memerintahkan Kepala Seksi untuk # > —> f—_—> Disposisi. Sarana Pemasaran Bagi
menindaklanjuti 5 . f& PKL/UKM Kuliner,
notulen rapat.
8 |Menyempurnakan Draft kerangka acuan y Draft Kerangka 1 Jam Draft Kerangka Acuan

Kegiatan Fasiliasi
Sarana Pemasaran Bagi
PKL/UKM Kuliner,
notulen rapat.

—
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oA *| Transmigrasi Poving 2
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W ™ N * e . ES . 3, a5 [l % E
el s st o, o2 ki W e : ek T T 8. G L e 18 . ET
9 |Memeriksa hasil penyempurnaan Draft kerangka A Draft Kerangka 1Jam  |Draft Kerangka Acuan
acuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sarana e Acuan Pelaksanaan, Kegiatan Fasiliasi
Pemasaran Bagl PKL/UKM Kuliner, Apabila setuju Notulen Rapat. Sarana Pemasaran Bagi
memaraf dan melanjutkan kepada Kadis, Apabila PKL/UKM Kutliner,
tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi l notulen rapat.
untuk memperbaiki. MU
Ya
10 |Memeriksa draf penyempurnaan kerangka acuan Draft Kerangka 15 Menit  |Kerangka Acuan
pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran Acuan Pelaksanaan, Pelaksanaan Kegiatan,
Bagi PKL/UKM Kuliner Apabila setuju Tidak Notulen Rapat. Disposisi.
menandatangani dan memerintahkan Kabid untuk
menindaklanjuti, Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki. Ya
11 |Memberikan arahan dan menugaskan Kepala Kerangka Acuan 15 Menit  |Kerangka Acuan
Seksi untuk menyelenggarakan Fasilitasi Sarana z Pefaksanaan, Pelaksanaan Kegiatan,
Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner. Dispaosisi. Disposis.
12 [Melaksanakan Fasilitasi Sarana Pemasaran Bagi Kerangka Acuan 3 Hari Dokumentasi, Notulen,
PKL/UKM Kuliner. N = NEay | 5 > Pelaksanaan, SPK/Kontrak, Berita
- e L le == Disposisi. Acara Serah Terima,
I = Laporan.
—
13 |Menindak lanjuti hasil kegiatan Fasilitasi Sarana ‘], Dokumentasi, 7 Hari. Dokumen, Laporan.
Pemasaran Bagi PKL/UKM Kuliner, menyusun e Notulen,

laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

Sslesai

SPK/Kontrak, Berita
Acara Serah Terima,

Laporan.
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DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG KETENAGAKERJAAN

SEKS! PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP |

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oieh Kepala Dinas koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- Provinsi Nusa
¥

NIP. 19600131

Judul SOP Rekomendasi Teknis Pergantian Kepala Kantor Cabang PPTKIS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana @

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Provinsi NTT.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
Periode 2018-2022

1. Memiliki pemahaman tentang proses pergantian Kepala Kantor Cabang PPTKIS
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang IPK, PLP dan PTK

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

. SOP penanganan surat keluar
. SOP penanganan surat masuk
. SOP Rekomendasi ljin Operasional Kantor Cabang PPTKIS

. SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS
. SOP Rekomendasi Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang PPTKIS
. SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut

ONAD WN -

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Ceklist Pergantian Kepala Kantor Cabang PPTKIS

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Rekomendasi Teknis Pergantian Kepala Kantor Cabang PPTKIS tidak
dibuat dan tidak sesuai prosedur maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT tidak dapat menerbitkan Pergantian Kepala Kantor

Data Rekomendasi dicatat secara manual dan elektronik

'_Ei‘-‘
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Pelaksana Mutu Baku N
Kepala Bidan Pejabat i
No- e Sekrotaris Dinas | 1PK, PLP dan Kapaia Soks! :::::2::" ihesls Diiss Kelengkapan Waktu Output HaRGngaT
Pengantar Keria

1 2 3 4 5 [ 6 7 8 9 10

1. |Menerima berkas permohonan Rekomendasi Teknis Agenda Kerja 10 menit |Disposisi.
Pergantian Kepala Kantor Cabang PPTKIS dan meneruskan
kepada Bidang untuk diproses s

2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit  |Disposisi
administrasi/berkas dan seleksi kepala kantor cabang
PPTKIS

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan Hor Disposisi, Berkas 10 Menit  |Disposisi
kepada Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja =y [Permohonan [
untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan
menyiapkan SPT untuk seleksi kepala kantor cabang
PPTKIS

4. |Menganalisis berkas permohonan pergantian kepala cabang, Disposisi, Berkas 2 Hari Draft
apabila lengkap membuat Konsep Rekomendasi Teknis dan Permohonan, Cek List, Rekomendasi
jika tidak lengkap menghubungi pemohon untuk melengkapi BA. Pemeriksaan Teknis

) berkas permohonan

5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. i Ya nA Draft Rekomendasi 30 Menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala | S Teknis Rekomendasi
Bidang dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada g Tidak Teknis:
Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk "(
diperbaiki. s o

6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. Ya )'\ e Draft Rekomendasi 30 menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris \%,*/ Teknis Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada A Teknis
Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

7. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. Draft Rekomendasi 30 menit  |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala Tidak Teknis Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Ya Teknis
Pejabat Pelaksana/ Fungsional Pengantar Kerja untuk
diperbaiki. &

7 [Memeriksa, menandatangani Rekomendasi Teknis dan O Draft Rekomendasi 30 menit [Rekomendasi
diteruskan ke Bidang N Teknis Teknis

8 |Menyerahkan Rekomendasi Teknis ke pemohon dan ’ Rekomendasi Teknis 1 Menit |Rekomendasi
mengarsipkan Dokumen Permohonan Pergantian Kepala T Teknis
Kantor Cabang PPTKIS ’ P




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKS! PENEMPATAN,PEMBINAAN, DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja gan T:Zﬂsmigrasi

Rekomendasi Teknis Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang
PPTKIS

Judul SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian,
Perpanjangan dan Pencabutan Surat [zin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap || Periode 2018-2022

- 1. Memiliki pemahaman tentang proses perpanjangan ijin operasional kantor cabang PPTKIS
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang IPK, PLP dan PTK

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar

2. SOP penanganan surat masuk

3. SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang PPTKIS

4. SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS
5. SOP Rekomendasi ljin Operasional Kantor Cabang PPTKIS

6. SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Ceklist Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Rekomendasi Teknis Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang PPTKIS tidak dibuat
dan tidak sesuai prosedur maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
NTT tidak dapat menerbitkan perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang PPTKIS.

Data Rekomendasi dicatat secara manual dan elektronik

> N
_Q-—
T




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bidan: " Fojabiat Koteranagan
No. Tahapan Keglatan Sekretaris Dinas |P$(. :_Ir.llz dang ';:.‘:?':aig::' ::Lagkssizlr‘l:ll K:::;an?ai::s Kelengkapan Waktu Output RiEIang
Penaantar Keria

1 2 3" 4 5 6 6 7 8 9 10

1. |Menerima berkas permohonan Rekomendasi Teknis Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang PPTKIS dan
meneruskan kepada Bidang untuk diproses

2. {Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit |Disposisi
administrasi/berkas dan peninjauan ke kantor cabang
PPTKIS

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan Disposisi, Berkas | 10 Menit {Disposisi
kepada Pejabat Pelaksana untuk memeriksa kelengkapan Permohonan
berkas permohonan dan menyiapkan SPT untuk peninjauan
ke kantor cabang

4. |Menganalisis berkas perizinan, apabila lengkap membuat g Disposisi, Berkas 2 Hari [Draft
Konsep Rekomendasi Teknis dan jika tidak lengkap PR ) Permohonan, Cek Rekomendasi
menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas List, BA. Teknis
permohonan Pemeriksaan

5. [Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. Ya /\ Draft _ 30 Menit |Draft )
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala TN~ |- Tidak Rekomendasi Reko‘menda5|
Bidang dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada A 1ea Teknis Teknis
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. Ya b 4 Draft 30 menit {Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris <N Rekomendasi Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada Y Tidak Teknis Teknis
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

7. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. ¥ Draft 30 menit [Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala ™ Rekomendasi Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada ; Tidak Teknis Teknis
Bidang Pengantar Kerja untuk diperbaiki.

7 iMemeriksa Konsep rekomendasi, apabila setuju Ya Draft 30 menit jRekomendasi
menandatangani dan ditindaklanjuti , apabila tidak setuju Q Rekomendasi Teknis
dikembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki Tidak Teknis

8 |Menyerahkan Rekomendasi Teknis ke pemohon dan Rekomendasi 1 Menit |Rekomendasi
mengarsipkan Dokumen Permohonan Perpanjangan ljin Teknis Teknis
Operasional PR
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efekfif

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi l&

Disahkan oleh "
4 Provinsi Nusa Tenggara<imur,

Rekomendasi Teknis Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang P3MI dan
LPTKS

Judu! SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri dan Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan
dan Pencabutan Surat 1zin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu
Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birckrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

1. Memiliki pemahaman tentang proses perpanjangan ijin operasional kantor cabang P3MI
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketenagakerjaan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar
. SOP penanganan surat masuk
. SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang P3MI dan LPTKS

2
3

' 4. SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang P3MI dan LPTKS
5

SOP Rekomendasi ljin Operasional Kantor Cabang P3MI dan LPTKS
SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut

L2l

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Cekiist Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Rekomendasi Teknis Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang P3MI dan LPTKS tidak
dibuat dan tidak sesuai prosedur maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
NTT tidak dapat menerbitkan perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang P3M!/ LPTKS.

Data Rekomendasi dicatat secara manual dan elektronik

\ya/y ‘jll»\% ¢

5
=18




Operasional

Pelaksana Mutu Baku
No. Taha Kegiatan FalEY , Keterangan
- pan Regia Kepala Bldan: Kepala Seksi Pelaksanal/ Kepala Dinas
Sukretars Rinas Ketepnagakerjagn pP:!TK Fungsional Kopl:\akenrans Kelengkapan Waktu Output L
Pengantar Kerja
1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10
1. |Menerima berkas permohonan Rekomendasi Teknis Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang P3MI / LPTKS
dan meneruskan kepada Bidang untuk diproses & [ ’
. 2. IMenugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit |Disposisi f
administrasi/berkas dan peninjauan ke kantor cabang P3MI /
LPTKS .
3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan Disposisi, Berkas 10 Menit |Disposisi
kepada Pejabat Pelaksana untuk memeriksa kelengkapan Permohonan 2
berkas permohonan dan menyiapkan SPT untuk peninjauan
ke kantor cabang
4. (Menganalisis berkas perizinan, apabila lengkap membuat Disposisi, Berkas 2 Hari |Draft
Konsep Rekomendasi Teknis dan jika tidak lengkap Permohonan, Cek Rekomendasi
menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas List, BA. Pemeriksaan Teknis
permohonan
5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. Ya N Draft Rekomendasi 30 Menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala N i Teknis Rekomendasi
Bidang dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada 1‘ ica Teknis
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki. »
6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. Ya v tese Draft Rekomendasi 30 menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Sekretaris /;i\ Teknis i Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada \“)' Teknis
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.
7. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang diajukan. v Draft Rekomendasi 30 menit |Draft
Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada Kepala '__<F\, Teknis Rekomendasi
Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada ! Tidak Ya Teknis
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki. \l'
8. |Memeriksa, menandatangani Rekomendasi Teknis dan b Draft Rekomendasi 30 menit {Rekomendasi
diteruskan ke Bidang untuk diproses lebih lanjut apabila - Teknis Teknis
tidak setuju dikembalikan ke Sekdes untuk diperbaiki . ¢
9. |Menyerahkan Rekomendasi Teknis ke pemohon dan Rekomendasi Teknis 1 Menit |Rekomendasi
mengarsipkan Dokumen Permohonan Perpanjangan ljin Teknis




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

e

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan T|

A Provinsi Nusa Tenggaga Timur,

Wa

NIP 19600131 198603 2 009

r/insmigrasi

Dasar Hukum

Judul SOP

Cabang P3MI dan LPTKS
Kualifikasi pelaksana :

Rekomendasi Teknis ijin Perpindahan Alamat Kantor

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga
Kerja indonesia

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga
Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Provinsi NTT.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-
2022

1. Memiliki pemahaman tentang proses ijin Perpindahan alamat kantor cabang P3MI{

2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketenagakerjaan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP penanganan surat keluar

SOP penanganan surat masuk

SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang P3MI dan LPTKS

SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang P3MI dan LPTKS
SOP Rekomendasi ljin Operasional Kantor Cabang P3MI dan LPTKS
SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut

03101 & N

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Ceklist Perpanjangan ljin Operasionai Kantor Cabang

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Rekomendasi Teknis Perpanjangan ljin Operasional Kantor Cabang P3MI dan
LPTKS tidak dibuat dan tidak sesuai prosedur maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT tidak dapat menerbitkan perpanjangan ljin

Qperasional Kantor Cabang P3MI / LPTKS.

Data Rekomendasi dicatat secara manual dan elektronik

-—trm




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Bidang | Kepala Seksl PePI:jkasbaa:al Kepala Dinas Keterangan
Aakrstavy Qinas Ketenagakerjaan P3TK Fungsional Kopnakertrans Kalenakapan Waktu Output
Pengantar Ketja

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10

1. |Menerima berkas permohonan Rekomendasi = Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Teknis Perpindahan Alamat Kantor Cabang P3MI /

LPTKS dan meneruskan kepada Bidang untuk
diproses

2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses Disposisi 20 menit |Disposisi
pemeriksaan administrasi/berkas dan peninjauan
ke kantor cabang P3MI / LPTKS

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian Disposisi, Berkas 10 Menit |Disposisi
diteruskan kepada Pejabat Pelaksana /Fungsional Permohonan
pengantar kerja untuk memeriksa kelengkapan
berkas permohonan dan menyiapkan SPT untuk
peninjauan ke kantor cabang

4. |Menganalisis berkas perizinan, apabila lengkap FJ’ Disposisi, Berkas 2 Hari |Draft
membuat Konsep Rekomendasi Teknis dan jika 3_; Permohonan, Cek Rekomendasi
tidak lengkap menghubungi pemohon untuk List, BA. Pemeriksaan Teknis
melengkapi berkas permohonan

5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang Ya P Draft‘Rekomendasi 30 Menit |Draft )
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan e Tilak Teknis Reko.mendaSI
menyampaikan kepada Kepala Bidang dan 1 ! Teknis
apabila tidak setuju mengembalikan kepada
Pejabat Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja
untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang Ya Y Draft Rekomendasi 30 menit |Draft .
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan ) N Teknis Rekomendasi
meneruskan kepada Sekretaris Dinas dan apabila N Tidak Teknis
tidak setuju mengembalikan kepada Pejabat
Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

7. [Memeriksa konsep Rekomendasi Teknis yang Vv Draft Rekomendasi 30 menit |Draft
diajukan, Apabila setuju, memaraf dan ~ NN Teknis Rekomendasi
meneruskan kepada Kepala Dinas dan apabila " Tidak Teknis
tidak setuju mengembalikan kepada Pejabat Ya
Pelaksana/Fungsonal Pengantar Kerja untuk
diperbaiki.

8. |Memeriksa, menandatangani Rekomendasi Draft Rekomendasi 30 menit |Rekomendasi
Teknis dan diteruskan ke Bidang untuk diproses Teknis Teknis
lebih lanjut apabila tidak setuju dikembalikan ke Tidak
Sekdes untuk diperbaiki .

9. |Menyerahkan Rekomendasi Teknis ke pemohon Rekomendasi Teknis 1 Menit Reko.mendasi
dan mengarsipkan Dokumen Permohonan Teknis
Perpindahan Alamat




g e .

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A Provinsi Nuga Tenggafa Timur, A
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ﬁj@g
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS! NIP7 1 131198603 2 009
BIDANG KETENAGAKERJAAN Judul SOP Penyelenggaraan Program Pemagangan
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan
Dalam Negeri.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022

PN

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pemagangan

2. Memahami tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan TK
3. Menyeleksi peserta pemagangan sesuai dengan kemampuan dan disiplin iimunya.

4. Seleksi dilakukan dengan transparan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyelenggaraan Pelatihan
2. SOP penanganan surat keluar
3. SOP penanganan surat masuk

ATK

Komputer/laptop

Telepon/Faximile

Renstra, DIPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis
Hotel, LPK, Bengkel, Perbankan, Restoran, dll

gAhrOD=

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP
penyelenggaraan program pemagangan tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan program pemagangan
tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi
calon tenaga kerja / tenaga kerja

1. Pendaftaran peserta

2. Memasukkan kelengkapan peserta
3. Panitia pelaksana

4. Laporan hasil pemagangan




dw

Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur i Pejabat Kepala Dinas Keterangan
Kepala Bidang Kepala Seksi pelaksana Bendahara Kopnakertrans Kelengkapan Waktu Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10 L
Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan pelaksanaan Agenda Kerja 15 menit | Disposisi

program pemagangan dan menyampaikan kepada Kepala
Bidang.

Memerintahkan Pejabat Pelaksana untuk menyiapkan bahan s ! Disposisi 15 menit | Disposisi i
pelaksanaan pelatihan dan menyampaikan kepada Kepala | - ‘” - f
Seksi. -
Menyiapkan bahan pelaksanaan program pemagangan dan Disposisi 1jam |Bahan pelaksanaan
menyampaikan kepada Kepala Seksi. kegiatan pelatihan
Menyusun konsep Kerangka Acuan Pelaksanaan Program Bahan pelaksanaan . 2jam [Konsep Kerangka i
Pemagangan dan menyampaikan kepada kepala Bidang. kegiatan pelatihan Acuan Pelaksanaan
Pelatihan
Memeriksa konsep Kerangka Acuan Pelaksanaan Program \ Ya Konsep Kerangka Acuan | 30 menit | Draf Kerangka
Pemagangan. Apabila setuju memaraf dan menyampaikan \ﬁé\ Pelaksanaan Pelatihan Acuan Pelaksanaan |
kepada Kepala Dinas Kopnakertrans dan apabila tidek setuju v’ Tidak Pelatihan
mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki.
Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan \ Kerangka Acuan 15 menit | Undangan rapat
penyelenggaraan program pemagangan. <> Pelaksanaan Pelatihan, |
Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Undangan rapat | 1jam |Notulen rapat
penyelenggaraan program pemagangan sesuai kerangka ;
acuan yang dipimpin oleh kepala seksi meliputi materi, jadwal ok s
pelaksanaan narasumber, target peserta,surat menyurat,lokasi
penyelenggaraan dan keuangan Program Pemagangan serta
menugaskan pejabat pelaksana untuk memperbaiki kerangka
acuan penyelenggaraan program pemagangan sesuai hasil
rapat.
Melakukan review dan penyempurnaan kerangka acuan j____V Notulen rapat 1jam |Kerangka acuan
penyelenggaraan program pemagangan sesuai hasil rapat o M pelaksanaan
dan menyerahkan kepada Kepala Seksi. ‘ pelatihan, disposisi
Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Ry Kerangka Acuan 20 menit | Kerangka Acuan
penyelenggaraan program pemagangan dan melaporkan i Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan
kepada kepala Bidang. Pelatihan
Memeriksa hasil penyempurnaan Kerangka Acuan Kerangka Acuan 20 menit |[Kerangka Acuan
Penyelenggaraan Program Pemagangan dan melaporkan Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan
kepada kepala Biro Organisasi. Pelatihan
Menyetujui pelaksanaan kegiatan program pemagangan dan ﬁfy Kerangka acuan 10 menit |Kerangka Acuan
menugaskan Kepala Seksi untuk melaksanakan kegiatan. u_.z pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan
Melaksanakan kegiatan program pemagangan dan — —S 5 - Kerangka acuan 3 Hari |Kerangka Acuan
menugaskan pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti ‘¥ < fg ¥, | ] >1: o —>L o Je 12" & J pelaksanaan pelatihan Pelaksanaan
hasilpelatihan. ' 2 o Pelatihan
Menindaklanjuti hasil kegiatan program pemagangan, Dokumentasi dan 5 Hari |Dokumen laporan
menyusun laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan. notulensi hasil kegiatan kegiatan pelatihan




PEMERINTAH PROVINS]I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

,‘ Provinsi Nusa Tenggara Timur, A

Dra. Sisi¥s+Sona
NIP-28600131 198603 2 009

Judul SOP Penyelenggaraan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan

Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
4

2010-2025
. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga
Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Provinsi Nusa Tenaaara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 teritang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-
2022

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan akreditasi
2. Memahami tugas dan fungsi Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan dan Pemagangan TK
3. Memahami aturan ketenagakerjaan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyelenggaraan Pemagangan
2. SOP Penyelenggaraan Pelatihan

3. SOP Penanganan Surat Keluar

4. SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK

2. Komputer/laptop

3. Telepon/Faximile

4. Dokumen Lembaga Pelatihan Kerja

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP
Penyelenggaraan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja tidak sesuai prosedur
maka pelaksanaan program tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak
berdampak pada peningkatan kompetensi calon tenaga kerja / tenaga kerja

1. Pendaftaran LPK
2. Desk assesmen
3. Visitasi

4. Laporan hasil/pleno
5. Sertifikat




Pelaksana Mutu Baku ]
No. Dl PRAESLF Kepala Bidang | Kepala Seksi p:faj:::rtia Bendahara K}:’%‘; a:ie?:?::s Kelengkapan Waktu Output- Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan pelaksanaan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan !
menyampaikan kepada Kepala Bidang

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan bahan Disposisi 15 menit |Disposisi
pelaksanaan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja n
dan menyampaikan kepada kepala seksi.

3. ]Menyiapkan bahan pelaksanaan ldentifikasi dan Akreditasi Lembaga | Disposisi 1jam Bahan
Pelatihan Kerja dan menyampaikan kepada Kepala Seksi. 3 pelaksanaarnr

kegiatan pelatihan

4. [Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan ldentifikasi dan \ Bahan pelaksanaan 2jam  |Konsep kerangka
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan menyampaikan kepada 4"%; kegiatan pelatihan acuan
Bidang - pelaksanaan

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan Identifikasi dan , Ya Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Apabila setuju menyampaikan N acuan pelaksanaan acuan
kepada kepala Dinas Nakertrans dan apabila tidak setuju ~ Tidak pelatihan pelaksanaan
mengembalikan kepada kepala seksi untuk diperbaiki. pelatihan

6 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan A Kerangka acuan 15 menit |Undangan rapat
Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja P pelaksanaan

7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis penyelenggaraan ! i 1jam Notulen rapat
Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai kerangka 7] ——> 2 5 -
acuan yang dipimpin oleh kepala seksi meliputi materi, jadwal <————-L ., |< i Qj’“‘& ”!Zzi - }
pelaksanaan,Supervisor, target peserta, surat menyurat,lokasi
penyelenggaraan dan keuangan ldentifikasi dan Akreditasi Lembaga
Pelatihan Kerja serta menugaskan pejabat pelaksana untuk
memperbaiki kerangka acuan penyelenggaraan lIdentifikasi dan
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai hasil rapat.

8 [Melakukan review dan penyempurnaan kerangka acuan Identifikasi Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja sesuai hasil rapat dan pelaksanaan
menyerahkan kepada kepala seksi pelatihan,

9 [Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Identifikasi dan = Kerangka acuan 20 menit  {Kerangka acuan
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan melaporkan kepada kepala % pelaksanaan pelaksanaan
Bidang pelatihan pelatihan

10 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan ldentifikasi dan V—J Kerangka acuan 20 menit |Kerangka acuan
Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja dan melaporkan kepada kepala T | pelaksanaan pelaksanaan
biro organisasi. pelatihan pelatihan

11 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Akreditasi I——’ = Kerangka acuan 10 menit {Kerangka acuan
Lembaga Pelatihan Kerja dan menugaskan Kepala Seksi untuk 1 o pelaksanaan pelaksanaan
melaksanakan kegiatan, pelatihan pelatihan

12 |Melaksanakan kegiatan ldentifikasi dan Akreditasi Lembaga — | A2 . - ‘ Kerangka acuan 3 Hari Kerangka acuan
Pelatihan Kerja dan menugaskan pejabat pelaksana untuk <_2F . l <__>_ i Q.L_ —f e T2, b pelaksanaan pelaksanaan
menindaklanjuti hasil ldentifikasi dan Akreditasi Lembaga Pelatihan i = brrrar ™ - pelatihan pelatihan
Kerja

13 |Menindakianjuti hasil kegiatan Identifikasi dan Akreditasi Lembaga Dokumentasi dan 5 Hari Dokumen laporan

Pelatihan Kerja, menyusun laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

notulensi hasil

kegiatan

kegiatan pelatihan




aw

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG INFORMAS!I PASAR KERJA, PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN DAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA (IPK, PLP DAN PTK)
SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KERJA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

" Kepala Dinas koperasi, Tenaga Keri
- Provinsi Nuzg Tenggzara Timur,

NIP. 19600131 198603 2 009

Judul SOP

Penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di luar negeri

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

4.  Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian,
Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan
Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi NTT.

‘8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8.  Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap || Periode 2018-2022

1. Menmiliki pemahaman tentang proses penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR)
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang IPK, PLP dan PTK
3. Pendidikan Minimal SMA

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penanganan surat keluar
2. SOP penanganan surat masuk
3. SOP Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang PPTKIS

4. SOP Rekomendasi Perpindahan Alamat Kantor Cabang PPTKIS
5. SOP Rekomendasi ljin Operasional Kantor Cabang PPTKIS

1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penerbitan Surat Pengantar Rekrut tidak dibuat dan tidak sesuai prosedur maka PPTKIS
tidak dapat melakukan proses rekrut Tenaga Kerja Indonesai untuk bekerja ke luar negeri di

Kabupaten/Kota.

Data Rekomendasi dicatat secara manual dan elektronik

[y




Pelaksana Mutu Baku
; . Kepala Bidang . Pejabat . '
Tahapan Kegiatan Sekretaris Kepala Seksi Kepala Dinas Keterangan |
Dinas IPK, :_IF; dan | o7k dan PK :3;2‘:2:2’1 Nakertrans Kelengkapan F Waktu Output
T 3 7 5 . ; 7 8 I 10
Menerima berkas permohonan Penerbitan Surat Pengantar Agenda Kerja 10 menit [Disposisi
Rekrut dari PPTKIS dan meneruskan kepada Bidang untuk [ ’
diproses .
Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit |Disposisi
administrasi/berkas permohonan
Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian diteruskan Disposisi, Berkas 10 Menit |Disposisi
kepada Pejabat Pelaksana/Fungsional Pengantar Kerja Permohonan
untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan
Menganalisis berkas permohonan, lengkap membuat Disposisi dan Berkas | 30 Menit |Draft Surat
Konsep Surat Pengantar Rekrut (SPR) diteruskan ke Permohonan (SIP, Pengantar Rekrut
Kasubag dan yang tidak lengkap memberitahukan kepada Demand Later, Job (SPR)
Pemohon untuk melengkapi berkas Order)
Memeriksa konsep Surat Pengantar Rekrut (SPR) yang Ya ¥ Draft Surat Pengantar, 30 Menit |Draft Surat -
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan / \ Rekrut (SPR) Pengantar Rekrut |
kepada Kepala Bidang dan apabila tidak setuju \"A( Tidak F (SPR)
mengembalikan kepada Pejabat Pelaksana/Fungsional 3
Pengantar Kerja untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep Surat Pengantar Rekrut (SPR) yang Ya ¥ ' Draft Surat Pengantar 30 menit |Draft Surat
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada o ﬂ\ Rekrut (SPR) Pengantar Rekrut
Sekretaris Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan N Tidak (SPR) [ [
kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. |
Memeriksa konsep Surat Pengantar Rekrut (SPR) yang + Draft Surat Pengantar 30 menit |Draft Surat
diajukan. Apabila setuju, memaraf dan meneruskan kepada| N Rekrut (SPR) Pengantar Rekrut
Kepala Dinas dan apabila tidak setuju mengembalikan N, Ya ! (SPR)
kepada Kepala Bidang Kerja untuk diperbaiki.
|
Memeriksa, menandatangani Surat Pengantar Rekrut o Surat Pengantar Rekrut | 30 menit |Surat Pengantar
(SPR) dan diteruskan ke Bidang untuk diproses lebih lanjut, Tiake i (SPR) Rekrut (SPR)
apabila tidak setuju dikembalikan kepada Sekdes untuk aa
diperbaiki
Menyerahkan Surat Pengantar Rekrut (SPR) ke pemohon - Surat Pengantar Rekrut | 1 Menit |Surat Pengantar
dan mengarsipkan Dokumen Permohonan Penerbitan SPR. Seldsii (SPR) Rekrut (SPR)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMBINAAN DAN PEMAGANGAN TENAGA KERJA

Nc;mor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh P%pala Dinas koperasi. Tenaga Kerja dan Tragsmigrasi
-« A

Provinsi Musa Tepggara Timur,

Dra, Sisia Sona
P, 46500131 198603 2 009

Penerbitan Surat ReKomendasi Rekrut Tenaga Kerja Antar Kerja
Antar Daerah (AKAD)

Judul SOP

2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga
- Kerja
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga

Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Provinsi NTT.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022

o o

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang nomor 07 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di 1. Memiliki pemahaman tentang proses penerbitan Surat Rekomendasi Rekrut Tenaga
Perusahaan " Kerja AKAD

2. Memahami tugas dan fungsi Bidang IPK, PLP dan PTK

"

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penanganan surat keluar 1. ATK
2. SOP penanganan surat masuk 2. Komputer

3. Telepon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja AKAD tidak dibuat dan tidak
sesuai prosedur maka LPTK tidak dapat melakukan proses rekrut Tenaga Kerja untuk bekerja ke
luar Provinsi NTT.

Data Rekomendasi dicatat secara manual dan elektronik

P




Pelaksana Mutu Baku
: Kepala .| Pejabat .
No. Tahapan Kegiatan Sella(.retaris Bi danpg IPK, l;?r;'):zl Se:ls(l Pelakgana/ KKepal: Dr;nas Kelengkapan | Waktu Output: Keterangan
inas PLP dan PTK an Fungsional opnakertrans

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10

1. [Menerima berkas permohonan Penerbitan Rekomendasi Agenda Kerja " 10 menit |Disposisi
Rekrut Tenaga Kerja AKAD dari LPTKS dan meneruskan
kepada Bidang untuk diproses

2. |Menugaskan Kepala Seksi untuk proses pemeriksaan Disposisi 20 menit |Disposisi
administrasi/berkas permohonan

3. |Memeriksa berkas permohonan untuk kemudian Disposisi, Berkas 10 Menit |Disposisi
diteruskan kepada Pejabat Pelaksana/ Fungsional Permohonan
Pengantar Kerja untuk memeriksa kelengkapan berkas
permohonan

4. |Menganalisis berkas permohonan, apabila lengkap Disposisi dan Berkas 1Jam |Draft Surat
membuat Konsep Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja ke Permohonan Rekomendasi Rekrut
Kepala Seksi dan jika tidak lengkap menghubungi Tenaga Kerja AKAD
pemohon untuk melengkapi berkas permohonan

5. |Memeriksa konsep Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja Ya v Draft Surat 30 Menit |Draft Surat
AKAD yang diajukan. Apabila setuju, memaraf dan IO Rekomendasi Rekrut Rekomendasi Rekrut
menyampaikan kepada Kepala Bidang dan apabila tidak N Tidak Tenaga Kerja AKAD Tenaga Kerja AKAD
setuju mengembalikan kepada Pejabat Pelaksana/ 1
Fungsional Pengantar Kerja untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa konsep Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja Ya b 4 Draft Surat 30 menit |Draft Surat
AKAD yang diajukan. Apabila setuju, memaraf dan /> Rekomendasi Rekrut Rekomendasi Rekrut
meneruskan kepada Sekretaris Dinas dan apabila tidak \“ Tidak Tenaga Kerja AKAD Tenaga Kerja AKAD
setuju mengembalikan kepada Kepala Seksi/ Fungsional
Pengantar Kerja untuk diperbaiki.

7. [Memeriksa konsep Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja " Draft Surat 30 menit |Draft Surat
AKAD yang diajukan. Apabila setuju, memaraf dan \\ Rekomendasi Rekrut Rekomendasi Rekrut
meneruskan kepada Kepala Dinas dan apabila tidak < | Tidak Ya Tenaga Kerja AKAD Tenaga Kerja AKAD
setuju mengembalikan kepada Kepala Bidang/ Kepala
Bidang untuk diperbaiki.Apabiula setuju, memaraf dan
menindaklanjuti. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Sekretaris untuk diperbaiki

8 |Memeriksa konsep rekomendasi, menandatangani /> Surat Rekomendasi 30 menit {Surat Rekomendasi
Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja AKAD dan diteruskan ] N Rekrut Tenaga Kerja Rekrut Tenaga Kerja
ke Bidang untuk diproses lebih lanjut apabila tidak setuju Tidak AKAD AKAD
dikembalikan ke Sekdes untuk diperbaiki

9 [Menyerahkan Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja AKAD Y Surat Rekomendasi 1 Menit |Surat Rekomendasi
ke pemohon dan mengarsipkan Dokumen Permohonan l ‘S,melegai;' Rekrut Tenaga Kerja Rekrut Tenaga Kerja
Penerbitan Rekomendasi Rekrut Tenaga Kerja AKAD. * AKAD AKAD




PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!
BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN , PENGUPAHAN
DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

anggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh E Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerjg,dan Transmigrasi

/rovinsi Nusa Tenggara Timur, IZ
~Sisilia Sona
NIP#19600131 198603 2 009
Judul SOP Pencegahan Dan Penanganan Calon Pekerja Migran Indonesia Dan
Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan
Orang

3. PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Tahun 2018-2022

8. Keputusan Gubernur Nomor 357/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang
Penghentian Pemberangkatan Calon PMI/PMI asal NTT ke Luar Negeri.

8. Keputusan Gubernur Nomor 358/KEP/HK/2018 tanggal 14 November 2018 tentang
Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja AKAD asal NTT ke luar Provinsi NTT.
10 Keputusan Gubernur Nomor 24/KEP/HK/2019 tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Gugus

Tugas, Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Perlindungan PMI dan
Calon Tenaga Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi NTT

e

1. Memiliki kompetensi pengawasan ketenagakerjaan
2. Memiliki kemampuan penilaian tata cara dan prosedur sebagai Calon PMI/AKAD

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

MoU antar Penmerintah'Provinsi NTT, PT. Angkasa Pura El Tari Kupang
dan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Panduan Dokumen PMI

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilakukan penanganan maka terjadi peningkatan PMI /AKAD asal NTT yang
diberangkatkan tanpa prosedural yang semestinya.

Data kelengkapan hasil penanganani dan pendataan dicatat dalam agenda
manual dan elektronik




Pelaksana Mutu éaku
No. Tahapan Kegiatan Peiabat Fungsional Keterangan
Kabid Kasi Kadis Pel ajksana Pengawas J Kelengkapan Waktu Output 4
Ketenagakerjaan
1 2 3 4 [ 3 7 8 9 10 11
1. |Memerintahkan kepala seksi untuk mempersiapkan rapat persiapan Agenda Kerja 1 hari Disposisi
kegiatan pencegahan dan penanganan tenaga kerja non prosedural
2. |Melaksanakan rapat persiapan kegiatan pencegahan dan penanganan Disposisi 1 hari Notulen
tenaga kerja non prosedural
3. |Menyusun rencana kegiatan pencegahan dan penanganan tenaga kerja Notulen 1 hari Konsep rencana kegiatan | Termasuk
non prosedural pembagian tugas
~ personil penanganan
4. |Mengkoreksi rencana kegiatan, apabila setuju menyerahkan kepada Konsep rencana 1 hari Konsep rencana kegiatan
Kadis. Jika tidak dikembalikan untuk perbaikan kegiatan
5. |Mengkoreksi rencana kegiatan, apabila setuju ditandatangani. Jika tidak — Konsep rencana 1 hari Rencana Kegiatan
dikembatlikan untuk perbaikan 19 keglatan
6. |Menerima tenaga kerja yang terindikasi non prosedural dari Tim Satgas Disposisi, surat tugas, 5 menit |Data penerimaan
. syarat kelengkapan
tenaga kerja PM! dan
7. |Menugaskan Kasi untuk melakukan pemeriksaan dan dikoordinasikan Data Penerimaan 5Menit |Disposisi dan
dengan fungsional pengawas ketenagakerjaan Kelengkapan dokumen
8. |Menvalidasi dokumen Calon Tenaga Kerja non prosedural sesuai Berkas Kelengkapan 10 menit | Berita Acara
dengan persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlakul, tenaga kerja, syarat pemeriksaan dan
dan buat berita acara pemeriksaan tenaga kerja AKAD /PMI Rekomendasi
9. |Melakukan pemeriksaan lanjutan kepada calon tenaga kerja non \ Berkas Kelengkapan, 2 jam Berkas Kelengkapan,
prosedural, yang terindikasi TPPO diserahkan ke Polda NTT dan yang Tidak |- /$ Penumpang Berita Penumpang Berita Acara |
tidak dilakukan pembinaan lanjutan NP Acara Pemeriksaan Pemeriksaan
10. |Melakukan pembinaan calon tenaga kerja non prosedural dan y Ya Berkas Kelengkapan, 1jam Laporan pembinaan; koordinasi dengan
mengembalikan calon tenaga kerja ke Daerah Asal o Penumpang Berita berita acara g'da"% ‘3"5:93 kerja
I*g Acara Pemeriksaan pengembalian aeran asa
11. |[Menyusun laporan hasil kegiatan pencegahan dan penanganan tenaga o o _ - VY Berita acara 1 hari Konsep taporan kegiatan
kerja non prosedural - # i M pemeriksaan, Laporan
o € i € pembinaan, berita acara
12. |Mengkoreksi laporan kegiatan, apabila setuju ditandatangani. Jika tidak Konsep laporan kegiatan 1 hari Laporan Kegiatan
dikembalikan untuk perbaikan Tidak
13. |Menyampaikan kepada Kasi untuk diarsipkan Laporan kegiatan 15 menit |Laporan kegiatan

diarsipkan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG KETENAGAKERJAAN
SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PENGUPAHAN DAN

JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

A>rovinsi Nusa Tepggara Timur4

. Sisilia Sona
2. 19600131 198603 2 009

Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Untuk Penetapan

Judul SOP Upah Minimum Provinsi (UMP)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Keputusan Presiden Rl Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012
tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

tentang Upah Minimum

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahap Il Tahun 2018-2022

1. Memiliki kompetensi pengolahan data sederhana
2. Memiliki kemampuan menjalankan kegiatan sidang Dewan Pengupahan
3. Memahami Tugas pokok Dewan Pengupahan Provinsi

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SK Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi tahun berjalan
2 SK Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi tahun berjalan

1. ATK

2. Komputer dan Printer

3. Telepon/Faximile

4. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Sidang Dewan Pengupahan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Sidang Dewan Pengupahan Provinsi tidak dilaksanakan maka tidak akan
menghasilkan rancangan penetapan UMP tahun berikutnya

Data kelengkapan hasil sidang dewan di catat dalam agenda
manual dan elektronik




»

Pelaksana " Rixtu Raku
No. Tahapan Kegiatan Peiabat Fungsional Keterangan
Kabid Kasi Kadis Pel ;ksana Pengawas Kelengkapan Waktu Output
¥ Ketenagakerjaan
1 2 3 4 5 6 [ 7 [ g 10
4. [Memerintahkan kepala seksi untuk mempersiapkan rapat ; Agenda Kerja - disposisi
" |persiapan sidang dewan pengupahan provinsi }
Melaksanakan rapat persiapan sidang dewan pengupahan TS Disposisi 1 hari Notulen
provinsi ¥ila
Menyusun SK Dewan Pengupahan dan menyerahkan Notulen Rapat, surat 30 Hari |Konsep SK Dewan anggota terdiri dari unsur
kepada Kabid Ketenagakerjaan untuk dikoreksi permintaan personil Pengupahan Pe“‘?‘"'!‘ahi(ak_a‘zem's'-
anggota dewan asosiasi pekerja dan
pengusaha
pengupahan
4. |Mengoreksi konsep SK Dewan Pengupahan Provinsi Konsep SK Dewan 1 hari  |Konsep SK Dewan
apabila setuju memaraf dan menyerahkan kepada Kadis Pengupahan Pengupahan
untuk dikoreksi, apabila tidak setuju dikembalikan kepada
Kasi untuk diperbaiki
5. |Menelaah dan mengoreksi konsep SK Dewan Pengupahan : Konsep SK Dewan 1Hari [Konsep SK Dewan
Provinsi apabila setuju menandatangani dan menyerahkan Pengupahan Pengupahan
kepada Kabid untuk disampaikan kepada Biro Hukum ,
apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk
6. |Memerintahkan Kasi untuk menyampaikan Konsep SK ke Konsep SK Dewan 1 Hari |Disposisi, surat tugas,
Biro Hukum dan melakukan pengumpulan data Kajian Pengupahan surat pengantar
Hidup Layak
7. (Melakukan pengumpulan data Kajian Hidup Layak dari R - Disposisi dan surat 30 Hari  |Data Kajian Hidup
kab/kota dan menyampaikan kepada fungsional pengawas ‘I o } 1 . i tugas Layak
ketenagakefjaan S Lw ;
8. |Melakukan pemantauan dan melaporkan kepada Kadis data Kajian Hidup Layak 7 hari  [Laporan hasil
pemantauan
9. |Memerintahkan Kabid untuk menyiapkan Sidang Dewan Laporan Pemantauan 7 hari  |Disposisi termasuk penyampaian
Pengupahan awal surat t{nd:gg:g rapat ke
10. [Melaksanakan Sidang Dewan Pengupahan Awal Disposisi, bahan sidang. 1 hari  |Notulen, rancangan
penetapan UMP
11. |Menyusun draft penetapan UMP dan mempersiapkan Notulen Sidang, 7 hari Rancangan SK UMP

sidang Dewan Pengupahan akhir.

rancangan UMP




PEMERINTAH PROVINS]I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!
BIDANG KETENAGAKERJAAN

SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PENGUPAHAN
DAN JAMINAN SOSIAL

Nomor SOP

‘Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ﬁ Provinsi Nusa Teng Timur, A

NIP#19€00131 198603 2 009

Judul SOP (UMP)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012
tentang Komponen Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

4.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013
tentang Upah Minimum

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016
tentang Tata cara Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Gubenrur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggaral-

Timur

Peraturan Gubenrur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahap I
Tahun 2018-2022

1. Memiliki kompetensi pengawasan ketenagakerjaan
| 2. Memiliki kemampuan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UMP
- 3. Memahami Tugas pokok pengawasan ketenagakerjaan

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

Keputusan Gubernur tentang Penetapan Besaran UMP Tahun Berjalan

1. ATK

2. Komputer dan Printer

3. Telepon/Faximile

4. Format Pemeriksaan / monitoring pelaksanaan UMP

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mendapatkan informasi
pelaksanaan UMP dan tidak ada perlindungan terhadap hak normatif (upah) pekerja
di tempat kerja

Data dan Informasi hasil monitoring pelaksanaan UMP dicatat dalam agenda
manual dan elektronik

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi




Mutu Baku

Pelaksana
No. Tahapan Kegiatan Peiabat " Fungsional Keterangan
Kabid Kasi Kadis Pel a,ksana . Pengawas Kelengkapan Waktu Output
i Ketenagakerjaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10
" Agenda Kerja . Draft awal rencana
1. |Mengkaji DPA/DIPA 1 hari kegiatan
Perencanaan Kegiatan DPADIPA 1 hari ggf(' Pembagian Tugas
Rapat persiapan internal untuk rencana kegiatan KAK, Data Perusahaan 2 jam Resume Rapat persiapan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UMP i
4. |Menyusun Administrasi untuk kegiatan monitoring dan Komputer, Printer, KAK, 1 hari Dokumen administrasi
evaluasi termasuk kegiatan sosialisasi lanjutan penetapan Resume rapat, Data kegiatan
UMP
5. |Sosialisasi lanjutan pelaksanaan UMP tahun berjalan SK UMP, Data, Materi 30 hari [Dokumen hasil kegiatan |durasi wakiu
dalam berbagai bentuk seperti penyampaian melalui media sosialisasi sosialisasi g's:ts‘l‘(al:';a{‘ a‘t’e:ga"
massa dan langsung (rapat, sosialisasi, pembinaan ke s:s':ﬁsas?' @
perusahaan)
6. |[Pemantauan Pelaksanaan UMP tahun berjalan oieh SK Gubernur tentang 1 hari |Laporan hasil monitoring
Pengawas Ketenagakerjaan di perusahaan dan menyusun Penetapan UMP tahun
laporan hasilnya berjalan, format fist
7. |Melakukan pembinaan terhadap perusahaan yang belum Data wajib lapor, 1hari |Pemahaman dan
melaksanakan UMP dan hasilnya dilaporkan ke Kasi ¢ regulasi terkait komitmem perusahaan
- < untuk melaksanakan
UMP
8. |Penerbitan Nota Pemeriksaan | untuk perusahaan yang < Y2 |data Hasil temuan 30 hari |Laporan Hasil jangka waktu paling
belum menerapkan UMP oy pemeriksaan Pemeriksaan lama g
melaksanakan NP 1
sesuai Permen 33
tahun 2016
9. {Penerbitan Nota Pemeriksaan Il baggi perusahaan yang data Hasil temuan tidak 14 hari  |Laporan Hasil jangka waktu paling
belum mentaati Nota Pemeriksanaan | Tidak melaksanakan nota Pemeriksaan 'r::::‘;‘:nakan NP2
pemeriksaan (NP) | sesual Permen 33
tahun 2016
10. {Melaporkan kepada Kadis, perusahaan yang tidak A data hasil pemantauan 1 hari Laporan Hasil
mamatuhi hasil pemeriksaaan untuk dilakukan tindakan i akhir terhadap Pemeriksaan
selanjutnya pelaksanaan Nota
Pemeriksaan (NP) Il
11. |Kadis memberikan rekomendasi kepada pejabat yang , Laporan hasil 1hari  |Surat Rekomendasi Melibatkan unsur polisi
berwenang untuk mengambil tindakan hukum, dalam S | |pemeriksaaan pengawas Penyidikan Kepada fjekss
bentuk tindakan penyidikan yang mengakibatkan sanksi < ]‘;’f} . PPNS
pidana,
12. |[Menyusun laporan akhir hasil monitoring dan evaluasi data hasil monitoring dan 1 hari Laporan akhir Monev
pelaksanaan UMP B Tl evaluasi dari pengawas Pelaksanaan UMP
i ey
13. [Mengarsipkan dokumen laporan hasil monitoring dan e T Folder dan laporan 1hari |Dokumen Hasil Kegiatan
evaluasi e P ,L«e .y
14. |Kegiatan Monitoring Selesai




o3

* Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/ Provinsi Nusa Tenggara Timur, /&
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN :
SEKSI INFORMASI PASAR KERJA DAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Judul SOP Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang Tidak Mencapai
Kesepakatan
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 1. Pendidikan minimal S1
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. | 2. Menguasai Aturan Ketenagakerjaan
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 3. Mediator Hubungan Industrial
4, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama
Tripartit
5. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 31/MEN/XII/2008 tentang
Pedoman penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasionan Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial 2. Komputer / Laptop
3. Buku Agenda
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila tidak selesai di tingkat Bipartit maka dilakukan Mediasi oleh Pegawai Mediator dan jika 1. Pencatatan Berkas Perselisihan
tidak terjadi kesepakatan para pihak maka Mediator mengeluarkan Anjuran untuk diselesaikan 2. Risalah Bipartit
ditingkat Pengadilan Hubungan Industrial (PH!) 1




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala

Dinas

Kepala Bidang
Ketenagakerjaan

Mediator HI | Kelengkapan

kepala Seksi
IPK dan PHI

Keterangan

2

3

10

-

Mendisposisikan surat permohonan
Penyelesaian Kasus kepada Kabid
Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti

Mulai

Meneruskan Disposis Kadis dan
Memerintahkan Kasi untuk menunjuk
Mediator HI untuk menindaklanjuti
Permohonan

Pengaduan

Terakit SOP
Penanganan Surat
Masuk

Memerintahkan Mediator HI untuk
Menindaklanjuti permohonan

Menindaklajuti surat pengaduan dengan
menyampaikan Surat untuk Perundingan

kepada pihak-pihak yang Berselisih

Disposisi dan

Konsep Surat Konsep Surat

Terkait SOP
Penanganan Surat
Keluar

Melakukan pertemuan dengan para pihak
yang berselisih melalui mediasi penyelesaian

kasus hubungan Industrial, membuat

anjuran karena tidak adanya kesepakatan

yang ditandatangani oleh kadis dan
medoator Hl dan mencatat dan
mengarsipkan anjuran.

Konsep Surat

Membuat Laporan kepada Kadis untuk

diketahui.




PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETENAGAKERJAAN

SEKS! INFORMASI PASAR KERJA DAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
T'anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi
,i Provinsi Nusa T

=iP. 19600131 199803 2 009

gara Tim#r,

a. Sisilia Sona

Judul SOP

Kesepakatan

Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Yang Mencapai

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan
Hubungan Industrial.

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga
Kerjasama Tripartit

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl Nomor Kep.31/MEN.XII/
2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial melalui
Perundingan Bipartit.

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Pearturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-
2022

1. Pendidikan minimal S1
2. Menguasai Aturan Ketenagakerjaan
3. Mediator Hubungan Industrial

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial
2. SOP Penanganan Surat Keluar Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial

1. ATK

2. Komputer / Laptop
3. Buku Agenda

4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak selesai ditingkat Bipartit maka dilakukan Mediasi oleh Pegawai Mediator dan

jika terjadi kesepakatan para pihak maka dibuatkan Perjanjian Bersama

1. Pencatatan Berkas Perselisihan
2. Risalah Bipartit




No. Tahap Kegiatan Pelaksana . Mutu Baku Keterangan
Kepala Kepala Bidang | kepala Seksi Mediator HI | Kelengkapan | Waktu Output
Dinas Ketenagakerjaan | IPK dan PHI
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 [Mendisposisikan surat permohonan :
: ” \ Terakit SOP
Penyelesaian Kasus kepada Kabid l L Surat : : o s
Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti Mu{al Pengaduan 1 i e Penanh%:r;iz |
2 |Meneruskan Disposis Kadis dan
Memerintahkan Kasi untuk menunjuk i o . .
Mediator HI untuk menindaklanjuti Disposisi 1 Jam Disposisi
Permohonan
3 |Memerintahkan Mediator HI untuk
Menindaklanjuti permohonan Disposisi 30 Menit Disposisi
4 |Menindaklajuti surat pengaduan dengan _
menyampaikan Surat untuk Perundingan Dispusisi dan _ Terkait SOP
kepada pihak-pihak yang Berselisih Konsep Surat 2 Hari | Konsep Surat | Penanganan Surat }
Keluar
5 |Melakukan pertemuan dengan para pihak
yang berselisih melalui mediasi penyelesaian
kasus hubungan Industrial, membuat
perjanjian bersama karena adanya . Perjanjian
kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsep Surat | 1 Hari Bersama
kedua belah pihak dengan di saksikan
mediator HI dan mencatat dan
mengarsipkanperjanjian bersama (PB).
7 |Membuat Laporan kepada Kadis untuk
diketahui. pr ianii
Selesai Perjanjian | 55 Manit Laporan
Bersama




'S

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKS| PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Nomor SOP

‘Tanggal Pengesahan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

S. SisiiaSona
NIP-1965%703 198603 2 009

Judul SOP Penerbitan Surat Rekomendasi Gubernur untuk

Kawasan Transmigrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 Tentang Keteransmigrasian, PP No
3 Tahun 2014 Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997 yang terlah dirubah
dengan UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Tahap Il Periode 2018-2022

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur )

1. Memiliki pemahaman tentang proses penilaian Kawasan Transmigraso
2. Memahami Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
2. SOP penanganan surat keluar
3. SOP penanganan surat masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Dokumen Hasil Penyusunan RKT

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila persayaratan teknis tidak terpenuhi maka surat rekomendasi gubernur
tidak di proses

Data Kelengkapan Usulan Penetapan Kawasan Trasmigrasi dicatat secara manual
dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
" : . . Kasi " -
No. Tahapan Kegiatan Pejabat Sekl:etarls Kepala l?ldan.g Perencanaan Kepala Dinas Sekin | Gubemmur | Kilengkapsn Waktu Output Keterangan
 pelaksana Dinas Transmigrasi Kopnakertrans
Kawasan

1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10

1. [Menerima permohonan dan Agenda Kerja 10 menit |Berkas Dokumen RKT, SK
mengaggendakan surat masuk kemudian Kelengkapan, [Pencadangan Bupati,
meneruskan ke Sekretaris Dinas Disposisi Surat Rekomendasi Dinas

Terkait, Usulan Bupat

2. |Mengidentifkasi surat dan memerintahkan Berkas 10 menit  |Berkas Dokumen RKT, SK
pejabat pelaksana untuk mendistribusikan Kelengkapan Kelengkapan, |Pencadangan Bupati,
surat permohonan dan dokumen Disposisi Surat Rekomendasi Dinas
kelengkapan ke Bidang Tenis Terkait, Usulan Bupati

3. |Memerintahkan Kepala Seksi untuk Berkas 1 hari Berkas Dokumen RKT, SK
memproses surat rekomendasi gubernur Kelengkapan Kelengkapan, |Pencadangan Bupati,
sesuai dengan ketentuan Disposisi Surat Rekomendasi Dinas

Terkait, Usulan Bupati
L 4. |Menyusun konsep Surat Rekomendasi dan Berkas 30 Menit |Konsep Surat {Dokumen RKT, SK
meneliti dokumen kelengkapan dan kelengkapan Rekomendasi |Pencadangan Bupati,
menyampaikan kepada Kabid surat Gubernur Surat Rekomendasi Dinas
Ya rekomendasi Terkait, Usulan Bupati

i Gubernur

5. [Memeriksa konsep Surat Rekomendasi Konsep Surat 1jam  [Draf Surat Dokumen RKT, SK
Apabila setuju, Menyampaikan kepada Tidak Rekomendasi Rekomendasi |Pencadangan Bupati,
Sekretaris Dinas dan apabila tidak setuju Gubemur Gubernur Surat Rekomendasi Dinas|,
mengembalikan kepada kepala seksi untuk Terkait, Usulan Bupati
diperbaiki.

6 |Memeriksa konsep Surat Rekomendasi Draf Surat 30 menit |Draf Surat Dokumen RKT, SK
Gubernur Apabila setuju, menyampaikan Rekomendasi Rekomendasi |Pencadangan Bupati,
kepada Kadis dan apabila tidak setuju . Gubernur Gubernur Surat Rekomendasi Dinas
mengembalikan kepada Kepala Bidang untuk Tidak Terkait, Usulan Bupati
diperbaiki. Ya

7 |Memeriksa konsep Surat Rekomendasi , Draf Surat 30 menit |Draf Surat Dokumen RKT, SK
Gubernur Apabila setuju akan diparaf, )"‘\ Ya Rekomendasi Rekomendasi |Pencadangan Bupati,
menyampaikan kepada Gubernur dan Tidak \"/ Gubernur Gubernur Surat Rekomendasi Dinas
apabila tidak setuju mengembalikan kepada AN Terkait, Usulan Bupati
Kepala Bidang untuk diperbaiki melalui
sekretaris dinas.

8 [Menyampaikan Surat Permohonan kepada \ Draf Surat 1 Minggu [Surat Dokumen RKT, SK
Gubernur melalui assiten dan sekeretaris /\ Rekomendasi Rekomendasi |Pencadangan Bupati,
daerah. Tidak| N Gubernur Gubernur Surat Rekomendasi Dinas

Terkait, Usulan Bupati

9 |Surat Rekomendasi Terbit dan dikirim ke Surat Surat Dokumen RKT, SK
kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rekomendasi Rekomendasi |Pencadangan Bupati,
serta instansi terkait [ainnya 2/ |Gubernur Gubernur Surat Rekomendasi Dinas

Terkait, Usulan Bupati




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/’ Provinsi Nusa Tenggaraimur,

NIP. 9600131 198603 2 009

Judul SOP Pengembangan Usaha Transmigrasi (Penyediaan Sarana

Produksi Pertanian).

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl Nomor 15-Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 -
2022.

Kualifikasi pelaksana : !
1. Pendidikan minimal S1. -

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Usaha Transmigrasi
(Penyediaan Sarana Produksi Pertanian)

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan : . F

Apabila Standar Operasional Prosedur PengembanganUsaha Transmigrasi (Penyediaan
Sarana Produksi Pertanian) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya
pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan Kepala Bid l?:::ﬁi:::: l Pejabat T Koperf(si,- Kelenakapan Waktu Output Keterangan
epafa bidang | Sosbud dan Pelaksana enag:n ena elengkapa
Ekonomi Transmigrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9- 10

1. |Mencermmati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, KAK dan 15 menit Disposisi
kepala seksi untuk memproses Penyediaan Sarana Produksi RAB
Pertanian sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA/POK

2. |[Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke Disposisi 15 menit  |Disposisi
fungsional umum untuk menyusun rencana kegiatan
penyediaan sarana produksi pertanian dan berkoordinasi
dengan kabupaten mengenai kegiatan tersebut.

3. |Membuat rencana kerja dan konsep surat menyampaikan Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
kepada Kepala Seksi Rencana kerja dan

surat

4. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, Rencana kerja 15 menit  |Disposisi Surat,
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju dan surat i Rencana kerja dan
dikembalikan kepada Pejabat Pelaksana untuk diperbaiki. ‘ K Tiak surat

I P 9

5. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, Rencana kerja 15 menit Surat, rencana kerja
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju dan surat
dikembalikan kepada Kepata Seksi untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju, Surat, rencana kerja 1jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak Rencana kerja
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.

7. |Melaksanakan kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Surat menyurat, SPK, adm 60 hari Surat menyurat, SPK,
pertanian sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA keuangan adm keuangan, BA

serah terima

8 |Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk membuat laporan| Surat menyurat, SPK, 15 menit Laporan hasil kegiatan
hasil pelaksanaan kegiatan. 5w keuangan

s
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. L Laporan hasil kegiatan 1 jam Laporan akhir hasil
kegiatan dan
dokumentasi




>

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

NIP. 1

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Timur, A

0731 198603 2 009

Judul SOP Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi_(Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undana Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 -
2022.

1. Pendidikan minimal S1.

2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Transmigrasi (Fasilitasi Penumbuhan
Penumbuhan Wirausahawan)

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi (Fasilitasi Penumbuhan Wirausahawan) tidak dipatuhi maka akan berdampak
pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi K‘;(":‘:z b
No. Tahap Kegiatan , Pembinaan Fungsional " Keterangan
Kepala Bidang Sosbud dan Umum Tenag:nKerja Kelengkapan Waktu Output
Ekonomi Transmigrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan DIPA, Agenda Kerja, KAK dan 16 menit  |Disposisi
ke kepala seksi untuk memproses kegiatan fasilitasi RAB
penumbuhan wirausahawan, sesuai lokasi dan jumlah
yang tertera di DIPA/POK

2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke Disposisi 15 menit  [Disposisi
fungsional umum untuk menyusun rencana kegiatan
fasilitasi penumbuhan wirausahawan dan berkoordinasi
dengan kabupaten mengenai kegiatan tersebut.

3. [Membuat rencana kerja dan konsep surat, Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
menyampaikan kepada Kepala Seksi Rencana kerja, surat,

SK

4. |IMemeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju 3 Disposisi Surat, Rencana kefja, 15 menit Disposisi Surat,
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Bidang. L [ surat, SK Rencana kerja, surat,
Jika tidak setuju dikembalikan kepada fungsiona! umum —— SK
untuk diperbaiki. I

5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju Disposisi Surat, Rencana kerja, 15 menit  |Surat, rencana kerja,
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.| Byl surat, SK SK
Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi - 7 Tidak )
untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju, Surat, rencana kerja, SK 1 jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika rencana kerja, SK
tidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk
diperbaiki.

7. |Melaksanakan kegiatan Fasilitasi penumbuhan Disposisi Surat, rencana kerja, 4 hari Surat menyurat, adm
wirausaha sesuai lokasi dan jumiah yang tertera di SK keuangan,

DIPA pelaksanaan kegiatan

8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan y Surat menyurat, SK, adm 15 menit Laporan hasil
hasil pelaksanaan kegiatan. A keuangan, adm pelaksanaan kegiatan

: kegiatan
9 {Membuat laporan kegiatan dan Laporan hasil kegiatan 1jam Laporan akhir hasil

Mendokumentasikannya.

kegiatan dan
dokumentasi




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi ]

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI| PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

£ Provinsi Wa Timur, A
Dra. Sisiifa Sona
NIP 00131 198603 2 009

Judul SOP Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi (Pembentukan Kelompok Tani)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI' Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 -

D000

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi|

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat Transmigrasi (Pembentukan Kelompok
Tani)

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Transmigrasi (Pembentukan Kelompok Tani) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Seksi K?(p:;:rlz;r;as
No. Tahap Kegiatan . Pembinaan Fungsional . ! Keterangan
Kepala Bidang Sosbud dan Umum Tenag:nKerja Kelengkapan Waktu Output
Ekonomi s s
Transmigrast: .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. [Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan DIPA, Agenda Kerja, 15 menit  |Disposisi
ke kepala seksi untuk memproses Kegiatan KAK dan RAB
Pembentukan Kelompok Tani, sesuai lokasi dan jumlah
yang tertera di DIPA/JPOK R

2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke Disposisi 15 menit  |Disposisi
fungsional umum untuk menyusun rencana kegiatan
Pembentukan Kelompok Tani, dan berkoordinasi dengan
kabupaten mengenai kegiatan tersebut.

3. [Membuat rencana kerja dan konsep surat, Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
menyampaikan kepada Kepala Seksi Rencana kerja,

surat, SK

4. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf Disposisi Surat, 15 menit  |Disposisi Surat,
dan menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak Rencana kerja, surat, Rencana kerja,
setuju dikembalikan kepada fungsional umum untuk SK surat, SK
diperbaiki.

5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju Disposisi Surat, 15 menit  [Surat, rencana
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Rencana kerja, surat, kerja
Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi
untuk diperbaiki.

6. |[Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju,| | Surat, rencana kerja, 1 jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jikaj i rencana kerja
fidak setuju mengembalikan kepada Kabid untuk
diperbaiki.

7. |Melaksanakan kegiatan penumbuhan/pembentukan Disposisi Surat, 3 hari Surat menyurat,
kelompok tani sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di rencana kerja adm keuangan
DIPA

8 IMenugaskan fungsional umum untuk membuat laporan Surat menyurat, adm 15 menit Laporan hasil
hasil pelaksanaan kegiatan. keuangan kegiatan

9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1 jam Laporan akhir hasil

kegiatan

kegiatan dan
dokumentasi




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

[Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/‘, Provinsi Nus, #fa Timur,

Judul SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Beras)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 -
2022.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan 1. ATK
Pangan Beras) 2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan Pemenuhan
Kebutuhan Pangan Beras) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya
pengadaan dan pendistribusian bantuan ke warga transmigrasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi K?:;Zr[::;as
No. Tahap Kegiatan : Pembinaan | Fungsional el Keterangan
Kepala Bidang Sosbud dan Umum Tenag:nKerja Kelengkapan Waktu Output
BisMm1 Transmigrasi

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1. [Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke Agenda Kerja, KAK 15 menit  |Disposisi
kepala seksi untuk memproses pelayanan bantuan pangan dan RAB
beras untuk warga transmigrasi sesuai lokasi dan jumlah yang
tertera di DIPA/POK

2. [Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit  |Disposisi
umum untuk menyusun konsep surat ke Divre Bulog Provinsi
NTT untuk proses pengadaan beras untuk warga transmigrasi
sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA/POK

3. |[Membuat konsep surat ke Divre Bulog Provinsi NTT untuk Disposisi 1 Jam Laporan rencana
proses pengadaan beras dan menyampaikan kepada Kepala kerja, disposisi
Seksi

4. |Memeriksa konsep surat, Jika setuju menyampaikan kepada Laporan rencana 15 menit  [Laporan rencana
Kepala Bidang. Jika tidak setuju dikembalikan kepada kerja, disposisi kerja, disposisi
fungsional umum untuk diperbaiki.

5. [Memeriksa Konsep surat. Jika setuju menyampaikan kepada Laporan rencana 15 menit |Laporan rencana
Kepala Dinas. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala kerja, disposisi kerja, disposisi
Seksi untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa Konsep surat, menandatangani dan menyerahkan Laporan rencana 1 jam Laporan rencana |
kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kabid Tidak 7 kerja, disposisi kerja dan disposisi
untuk diperbaiki. - o S

Ya

7. IMelaksanakan kegiatan Pelayanan pemenuhan kebutuhan Surat menyurat, 12 Bulan  |SPK,

pangan beras sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA kontrak dengan pihak Barang/sarana
ketiga, SPT, SPPD, pendidikan, Berita
keuangan, Acara, foto-foto

8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil L SPK, BA, foto-foto 15 menit Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. 3’; o kegiatan, surat kegiatan

b menyurat
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1jam Laporan akhir

kegiatan

hasil kegiatan dan
dokumentasi




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRAS!

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
F Provinsi Nysa Tenggara Timur, A

NIP. 19660131 198603 2 009

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Judul SOP

Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan
Pemenuhan Kebutuhan Pangan Non Beras)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 156 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 156 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 -
2022,

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.

3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
(Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Beras)

1. ATK.
2. Komputer.

3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pelayanan Pemenuhan Kebutuhan
Pangan Non Beras) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pengadaan dan

pendistribusian bantuan ke warga transmigrasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




o A g
pelesay,

kegiatan

hasil kegiatan dan
dokumentasi

' 4
Pelaksana Mutu Baku p
Kepala Seksi Kf(p::; Dinas
No. Tahap Kegiatan . Pembinaan Fungsional ! Keterangan
Kepala Bidang Soabiud daft Hnin Tenag:nKerja Kelengkapan Waktu Output
Ekonomi s ;
Transmigrasi
1 2 3 4 5 é 7 8 ) 10
1. {Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke Agenda Kerja, 15 menit  |Disposisi
kepala seksi untuk memproses pelayanan bantuan pangan KAK dan RAB
non beras untuk warga transmigrasi sesuai lokasi dan jumiah
yang tertera di DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit  |Disposisi
umum untuk menyusun konsep surat ke PPK menyampaikan |
paket pekerjaan non beras sesuai lokasi dan jumlah yang
tertera di DIPA/POK !
3. [Membuat konsep surat ke PPK menyampaikan paket T Disposisi 1 Jam Laporan rencana
pekerjaan non beras menyampaikan kepada Kepala Seksi s kerja, disposisi
4. [Memeriksa konsep surat, Jika setuju memaraf dan Laporan rencana 15 menit |Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju kerja, disposisi kerja, disposisi
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. (R
5. |[Memeriksa Konsep surat. Jika setuju memaraf dan Laporan rencana 15 menit |Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju > kerja, disposisi kerja, disposisi
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. . Tida
6. |Memeriksa Konsep surat, jika setuju menandatangani dan Laporan rencana 1 jam Laporan rencana
menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan f,, kerja, disposisi kerja dan disposisi
kepada Kabid untuk diperbaiki. X
7. |Melaksanakan kegiatan Pelayanan pemenuhan kebutuhan Surat menyurat, 90 hari SPK, Barang Non
pangan non beras sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di kontrak dengan Beras, Berita
DIPA pihak ketiga, SPT, Acara, foto-foto
SPPD, keuangan, kegiatan, surat
8 [Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil SPK, BA, foto-foto 15 menit  (Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. kegiatan, surat kegiatan
menyurat
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1 jam Laporan akhir




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERAS!, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOM!|

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

[Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/ Provinsi Nysa Tenggara Timur, A

Dra_gisilia Sona:
NiP~19600131 198603 2 009

T

Judul SOP

Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi
(Operasional Layanan Pendidikan, Kesehatan,Pembinaan
Mental spiritual, Pengelola Permukiman Transmigrasf,

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa).

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl Nomor 156 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 -
2022.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan |

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
i 3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan Transmigrasi (Operasional Layanan
Pendidikan, Kesehatan,Pembinaan Mental spiritual, Pengelola Permukiman Transmigrasi,
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa)

L 1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Layanan Sosial Budaya di Kawasan
Transmigrasi(Operasional Layanan Pendidikan, Kesehatan,Pembinaan Mental spiritual,
Pengelola Permukiman Transmigrasi, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Desa) tidak

dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Seksi K:?:;:‘gl:ias L
No. Tahap Kegiatan : Pembinaan |- Fungsional * Keterangan |,
Kepala Bidang Soshud dsn Urvsiinns Tenag:nKerja Kelengkapan Waktu Output: )
Ekaaomi Transmigrasi
1 2 6 7 8 9 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, 15 menit |Disposisi
kepala seksi untuk memproses kegiatan fasilitasi layanan sosial KAK dan RAB
budaya di kawasan transmigrasi sesuai lokasi dan jumlah yang
tertera di DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit  |Disposisi
umum untuk menyusun rencana kegiatan fasilitasi layanan
sosial budaya di kawasan transmigrasi dan membuat konsep s
surat pemberitahuan ke kabupaten mengenai kegiatan tersebut.
3. |[Membuat rencana kerja, konsep surat, SK menyampaikan Disposisi 1 Jam Disposisi Surat-
kepada Kepala Seksi menyurat, rencana
kerja
4. |[Memeriksa rencana kerja, surat dan SK, Jika setuju memaraf Disposisi Surat- 15menit  |Disposisi Surat-
dan menyampaikan kepada Kepafa Bidang. Jika tidak setuju - menyurat, rencana menyurat, rencana :
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. B e mﬁ‘*’*‘”/ /N kerja kerja, SK
5. |Memeriksa rencana kerja, surat'dan SK , Jika setuju memaraf| a Disposisi Surat- 15 menit Disposisi Surat-
dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju -~ menyurat, rencana menyurat, rencana
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. v Tida kefja dan SK kerja, SK
6. |[Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju, | Disposisi Surat- 1 jam Disposisi Surat- ;
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid, Jika tidak] § menyurat, rencana menyurat, rencana
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki. — kerja kerja
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan fasilitasi layanan sosial budaya di Disposisi Surat- 12 bulan  [Surat menyurat, SK
kawasan transmigrasi sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di menyurat, rencana TLS, administrasi,
DIPA kerja, SK keuangan
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil Surat menyurat, SK 15 menit |Laporan hasil kegiatan
pelaksanaan kegiatan. TLS, administrasi,
keuangan
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1jam Laporan akhir hasil

kegiatan

kegiatan

———




Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan

anggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, [enaga Kerja dan Transmigrasi

A Provinsi Nusa Tengg imur,lﬁ
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NIP.z 198603 2 009 i
BIDANG KETRANSMIGRASIAN Judul SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan Transmigrasi
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI Peningkatan kapasitas Mental Spiritual Rohaniawan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

. 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 -
2022,

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.

3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan Transmigrasi
(Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual Rohaniawan)

1. ATK
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan
Transmigrasi (Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual Rohaniawan) tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.

&Q)




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi K?:;:g:;as
No. Tahap Kegiata i i ! < Keterangan
PSR Kepala Bidang :::::::Z::‘ Rlingradoni Tenaga Kerja Kelengkapan Waktu Output 9
Ekonomi dar.l .
Transmigrasi
1 2 3 4 6 7 8 9 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, 15 menit  |Disposisi
kepala seksi untuk memproses kegiatan Peningkatan Kapasitas KAK dan RAB
Mental Spiritual Rohaniawan, sesuai lokasi dan jumlah yang
tertera di DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit  |Disposisi
umum untuk menyusun rencana kegiatan Peningkatan
Kapasitas Mental Spiritual Rohaniawan dan berkoordinasi
dengan kabupaten mengenai kegiatan tersebut. ;
3. |[Membuat rencana kerja dan konsep surat, menyampaikan Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
kepada Kepala Seksi rr—T Rencana kerja, surat,
SK i
4. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, 15 menit  |Disposisi Surat,
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Ya : Rencana kerja, surat, Rencana kerja, surat,
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. w""<>"’w SK SK
4
5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, 15 menit  |Surat, rencana kerja,
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju Rencana kerja, surat, | SK
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. SK i
6. |Memeriksa rencana kerja dan surat jika setuju, Surat, rencana kerja, 1jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak SK rencana kerja, SK
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
7. |Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Mental Spiritual Disposisi Surat, 3 hari Surat menyurat, SK,
Rohaniawan sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA rencana kerja, SK adm keuangan
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil Surat menyurat, SK, 15 menit |Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. keuangan kegiatan
9 |Membuat [aporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1jam Laporan akhir hasil

kegiatan

kegiatan dan
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif s

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/{,Provinsi NySy Tenggdfa Timur, ﬁ

Dra. Sisi#iaSona
NIP 0131 198603 2 009
udul SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan

Transmigrasi (Pelayanan Revitalisasi Aktivitas Olah Raﬂr

Kualifikasi pelaksana :

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 -
2022.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memazhami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan Transmigrasi
(Pelayanan Revitalisasi Aktivitas Olah Raga)

1. "ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Layanan Sosial Budaya Di Kawasan
Transmigrasi (Pelayanan Revitalisasi Aktivitas Olah Raga) tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




];;éel‘eig‘é y l

kegiatan

kegiatan dan
dokumentasi

Pelaksana Mutu Baku
. Kepala Seksi K?):;:g:}as
No. Tahap Kegiatan i i i ’ Keterangan
el Kepala Bidang ::::,:?Za;; F“S‘gls ;g:\al Tenaga Kerja Kelengkapan Waktu Output L g
Ekonomi da? p
Transmigrasi
-1 2 6 7 8. 9 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, 15 menit |Disposisi
kepala seksi untuk memproses kegiatan Pelayanan Revitalisasi KAK dan RAB
Aktivitas Olah Raga, sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di :
DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit  |Disposisi
umum untuk menyusun rencana kegiatan Pelayanan i
Revitalisasi Aktivitas Olah Raga dan berkoordinasi dengan
kabupaten mengenai kegiatan tersebut.
3. [Membuat rencana kerja dan konsep surat, menyampaikan Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
kepada Kepala Seksi Rencana kerja, surat
4. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf danf Disposisi Surat, 15menit  |Disposist Surat,
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Rencana kerja, surat, Rencana kerja, surat
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. SK
5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, 15 menit  |Surat, rencana Kerja
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju Rencana kerja, surat,
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. SK
6. |[Memeriksa rencana kerja dan surat jika sefuju, Surat, rencana kerja 1jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak rencana ketrja,
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki.
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan Pelayanan Revitalisasi Aktivitas Olah Disposisi Surat, 3 hari Surat menyurat,adm
Raga sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA rencana kerja, keuangan, SPK
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil A Surat menyurat, SPK, 30 Hari Pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan. L ‘ keuangan Kegiatan
.
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1jam Laporan akhir hasil




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

‘Tanggal Revist

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/l Provinsi Nysa Tenggara Timur, A

Dra; Sieiifa Sona
NIP.-48600131 198603 2 009

Judul SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi (Pemilihan

Transmigran Teladan dan Pembina UPT. Teladan)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana-:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 -
2022.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
(Pemilihan Transmigran Teladan dan Pembina UPT. Teladan)

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
(Pemilihan Transmigran Teladan) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya
pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Soficopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi |- Kf(p:;:rl::;as §
No. Tahap Kegiatan . " Pembinaan® Fungsional ' Keterangan
" Kepala Bidang Sosbud dan Uit Tenag:nKer]a Kelengkapan Waktu Output
Ekonomi . <
Transmigrasi !
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Mencemmati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, 15 menit  |Disposisi
kepala seksi untuk memproses Pemilihan Transmigran dan KAK dan RAB
Pembina UPT. Teladan sesuai lokasi dan jumlah yang tertera
di DIPA/POK
2. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15 menit  |Disposisi
umum untuk menyusun rencana kegiatan Pemilihan
Transmigran dan Pembina UPT. Teladan dan membuat
konsep surat pemberitahuan ke kabupaten mengenai kegiatan
3. [Membuat rencana kerja dan konsep surat menyampaikan . 2 Disposisi 1 Jam Disposisi Surat-
kepada Kepala Seksi @g menyurat, rencana
¢ kerja
4. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat- 15 menit  |Disposisi Surat-
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju menyurat, rencana menyurat, rencana
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. ey kerja kerja
5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat- 16 menit Disposisi Surat-
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju menyurat, rencana menyurat, rencana
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. kerja kerja
Ya
6. |Memeriksa rencana kerja dan surat jika setujy, Disposisi Surat- 1jam Disposisi Surat-
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak menyurat, rencana menyurat, rencana
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki. kerja kerja
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan Pemilihan Transmigran dan Pembina Disposisi Surat- 1 bulan Surat menyurat, SK
UPT. Teladan sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DIPA menyurat, rencana Kegiatan, SK Trans
kerja, administrasi Teladan,
keuangan administrasi,
8 [Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil 3 Surat menyurat, SK, 15 menit  [Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. E % Kegiatan, SK Trans kegiatan
s Teladan,
administrasi,
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1jam Laporan akhir hasil
kegiatan kegiatan dan

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

dan T;Ensmigrasi

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Judul SOP Promosi dan Kemitraan (Fasilitasi Kesepakatan
BIDANG KETRANSMIGRASIAN Kerjasama Pengembangan Produk Unggulan Yang
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI Ditindaklanjuti)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

A A

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 -
2022.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

Promosi dan Kemitraan (Fasilitasi Kesepakatan Kerjasama Pengembangan Produk Unggulan
Yang Ditindaklanjuti)

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Kesepakatan Kerjasama Pengembangan
Produk Unggulan Yang Ditindaklanjuti tidak dipatuhi maka akan berdampak pada
terlambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




e

kegiatan

kegiatan dan
dokumentasi

Pelaksana Mutu Baku
* Kepala Seksi Ke}(":;:r‘::;as
No. Tahap Kegiatan : Pembinaan Fungsional L Keterangan
Kepala Bidang Sosbud dan Umum Tenag:nKerja Kelengkapan Waktu Output
Ekonomi : .
Transmigrasi
1 2 32 4 5 6 7 8 ] 10
1. |Mencermati DIPA-POK dan selanjutnya menyampaikan ke DIPA, Agenda Kerja, 15 menit  |Disposisi
kepala seksi untuk memproses kegiatan fasilitasi -kesepakatan KAK dan RAB
kerjasama produk yang ditindaklanjuti, sesuai lokasi dan jumlah
yang tertera di DIPA/POK
2. |Mencemmati DIPA-POK dan selanjutnya disposisi ke fungsional Disposisi 15menit  |Disposisi
umum untuk menyusun rencana kegiatan fasilitasi
kesepakatan kerjasama produk yang ditindaklanjuti dan
berkoordinasi dengan kabupaten mengenai kegiatan tersebut.
3. |Membuat rencana kerja dan konsep surat, menyampaikan Disposisi 1 Jam Disposisi Surat,
kepada Kepala Seksi Rencana kerja
4. |Memeriksa rencana kerja dan surat, Jika setuju memaraf dan ] Disposisi Surat, 15 menit  |Disposisi Surat,
memenyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Ya A ! Rencana kerja, Rencana kerja
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. \"gf} ok
, 'Y
5. |Memeriksa rencana kerja dan surat , Jika setuju memaraf dan Disposisi Surat, 15 menit  [Surat, rencana kerja
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju . | Rencana kerja,
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. idak’
Ya
6. |Memeriksa rencana kerja dan  suratika  setuju, Surat, rencana Kerja 1 jam Disposisi Surat,
menandatangani dan menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak rencana kerja,
setuju mengembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki. ’ keuangan
Ya
7. |Melaksanakan kegiatan fasilitasi kesepakatan kerjasama = Surat, Rencana 4 hari Surat menyurat, adm
produk yang ditindaklanjuti sesuai lokasi dan jumlah yang * e kerja, keuangan keuangan
tertera di DIPA L
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil ¥ Surat menyurat, adm 15 menit |Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. keuangan kegiatan
9 |Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1jam Laporan akhir hasil




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

anggal Revis!

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerjg.dan Fransmigrasi
/# Provinsi Nusa Tenggard Timur, 4

{

7Sisilia Sona
NIP. 19600131 198603 2 009

v

Judul SOP

Fasilitasi Layanan Sosial Budaya (Bantuan Sarana
Prasarana Peribadatan Gereja) -

e

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
- Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

| 3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang' Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 -
2022.

3

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Fasilitasi Layanan Sosial Budaya
(Bantuan Sarana Prasarana Peribatan Gereja)

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Layanan Sosial Buday (Bantuan Sarana
Prasarana Peribatan Gereja)a tidak dipatuhi maka akan berdampak pada terlambatnya
pengadaan dan pendistribusian bantuan ke warga transmigrasi.

Disimpan dalam bentuk Soffcopy dan Hardcopy.

q—\‘*—.



Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi |, Kepzala Dinas
No. Tahap Kegiatan . Pembinaan Fungsional | Koperasi, Tenaga [ ; Keterangan |
Kepala Bidang Sosbud dan - Kerjx dax Kelengkapan Waktu Output
Ekonomi Transmigrasi

1 2 3 4 5 6 Z 8 9 10

1. |Mencermati DPA dan selanjutnya menyampaikan ke kepala seksi Agenda Kerja, KAK 15 menit  |Disposisi
untuk menyusun rencana kegiatan Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan RAB
(Bantuan sarana prasarana peribadatan gereja) sesuai lokasi dan
jumlah yang tertera di DPA

2. |Menugaskan Funsional Umum untuk menyusun rencana kegiatan Disposisi 15 menit  |Disposisi
Fasilitasi Layanan Sosial Budaya (Bantuan sarana prasarana
peribadatan gereja) sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DPA

3. |Menyusun rencana kegiatan Fasilitasi Layanan Sosial Budaya, Disposisi 1 Jam Laporan rencana kerja,
menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Seksi disposisi

4. |Memeriksa rencana kegiatan, Jika setuju memaraf dan Laporan rencana kerja, 15 menit Laporan rencana kerja,
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju disposisi disposisi
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki.

5. |Memeriksa rencana kegiatan. Jika setuju memaraf dan menyampaikan Laporan rencana kerja, 15menit  |Laporan rencana kerja,
kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala disposisi disposisi
Seksi untuk diperbaiki.

6. |[Memeriksa rencana kegiatan jika setuju, menandatangani dan Laporan rencana kerja, 1 jam Laporan rencana ketja
menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan kepada disposisi dan disposisi
Kabid untuk diperbaiki. .

7. |Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Layanan Sosial budaya (Bantuan Surat menyurat, 30 harj SPK, Barang/sarana
sarana prasarana peribadatan gereja) sesuai lokasi dan jumlah yang kontrak dengan pihak ibadah, Berita Acara,
tertera di DPA ketiga, SPT, SPPD, foto-foto kegiatan, surat

keuangan, administrasi menyurat

8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan pelaksanaan 2 SPK, BA, foto-foto 15menit  |Laporan hasil kegiatan
kegiatan, kegiatan, surat

menyurat
9 [Membuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil kegiatan 1 jam Laporan akhir hasil

kegiatan dan
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SEKSI PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

anggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

iSilia Sona
NIP. 00131 198603 2 009

Judul SOP

Pengembangan Pendidikan Masyarakat Transmigrasi
(Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018 - 2022.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Pendidikan Masyarakat Transmigrasi
(Bantuan Sarana Prasana Pendidikan)

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pengembangan Pendidikan Masyarakat
Transmigrasi (Bantuan Sarana Prasana Pendidikan) tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada terlambatnya pengadaan dan pendistribusian bantuan ke warga
transmigrasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kéepala Seksi Kepala Dinas
No. Tahap Kegiatan . Pembinaan Fungsional Koperasi, Tenaga Keterangan
Kepala Bidang Soshiud da - Kerja dan Kelengkapan Waktu Output
Ekonomi Transmigrasi
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. |Mencermati DPA dan selanjutnya menyampaikan ke kepala seksi Agenda Kerja, KAK 1S menit  |Disposisi
untuk membuat rencana kegiatan pengembangan pendidikan dan RAB
masyarakat transmigrasi (Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan)
sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DPA
2. {Menugaskan Funsional Umum untuk membuat rencana kegiatan Disposisi 15 menit Disposisi
pengembangan pendidikan masyarakat transmigrasi (Bantuan
Sarana Prasarana Pendidikan)sesuai lokasi dan jumlah yang
tertera di DPA
3. |Membuat rencana kegiatan pengembangan pendidikan Disposisi 1 Jam Laporan rencana
masyarakat transmigrasi dan menyampaikan kepada Kepala Seksi kerja, disposisi
4. |Memeriksa rencana kegiatan, Jika setuju memaraf dan : Laporan rencana kerja, 15 menit  |Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Ya S disposisi: kerja, disposisi
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. rw”’w’< >=mw
5. |Memeriksa rencana kegiatan. Jika setuju memaraf dan Laporan rencana kerja, 15 menit Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju disposisi kerja, disposisi
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki. Tidak
6. |Memeriksa rencana kegiatan jika setuju, menandatangani dan Laporan rencana kerja, 1 jam Laporan rencana
menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan disposisi kerja dan disposisi
kepada Kabid untuk diperbaiki. o
7. |Melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan masyarakat Surat menyurat, 30 hari SPK, Barang/sarana
transmigrasi (Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan) sesuai kontrak dengan pihak pendidikan, Berita
lokasi dan jumlah yang tertera di DPA ketiga, SPT, SPPD, Acara, foto-foto
keuangan, administrasi kegiatan, surat
8 |Menugaskan fungsional umum untuk membuat laporan hasil — SPK, BA, foto-foto 15 menit Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan. lﬁ kegiatan, surat kegiatan
menyurat
9 jMembuat laporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. B Laporan hasil 1 jam Laporan akhir hasil

kegiatan

kegiatan dan
dokumentasi




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI| PEMBINAAN SOSIAL BUDAYA DAN EKONOMI

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan T;fnsmigrasi

A ProvinsiWa Timur, &
Dra_£igi llia Sona
NIE~19600131 198603 2 009

Judut SOP Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi (Bantuan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

Alat Tenun dan Bahan Tenun Bagi Masyarakat Transmigrasi)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1897 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan-
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 -
2022,

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.

3. Memahami tata naskah dinas.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi 1. ATK.
(Bantuan Alat Tenun dan Bahan Tenun Bagi Masyarakat Transmigrasi) 2. Komputer.
3. Printer.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi
(Bantuan Alat Tenun dan Bahan Tenun Bagi Masyarakat Transmigrasi) tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada terlambatnya pengadaan dan pendistribusian bantuan ke warga
transmigrasi.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi K;T;g:;as
No. | Tahap Kegiatan . Pembinaan Fungsional v Keterangan |
Kepala Bidang Sosbud dan T p— Tenag:nKerja« Kelengkapan Waktu OCutput
Ekonomi . :
Transmigrasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Mencermati DPA dan selanjutnya menyampaikan ke kepata seksi Agenda Kerja, KAK 15 menit |Disposisi
untuk menyusun rencana kegiatan Pengembangan Usaha dan RAB
Masyarakat Transmigrasi (Bantuan Alat Tenun dan Bahan Tenun)
sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di DPA

2. [Menugaskan Funsional Umum untuk menyusun rencana kegiatan Disposisi 15 menit |Disposisi
Pengembangan Usaha Masyarakat Transmigrasi (Bantuan Alat
Tenun dan Bahan Tenun) sesuai lokasi dan jumlah yang tertera di
DPA ’

3. [Menyusun rencana kegiatan Fasilitasi Layanan Sosial Budaya, Disposisi 1Jam |Laporan rencana
menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Seksi kerja, disposisi

4, {Memeriksa rencana kegiatan, Jika setuju memaraf dan I Laporan rencana 15 menit [Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Bidang. Jika tidak setuju Ya i kerja, disposisi kerja, disposisi
dikembalikan kepada fungsional umum untuk diperbaiki. fm : 2 O

5. {[Memeriksa rencana kegiatan. Jika setuju memaraf dan ; Laporan rencana 15 menit |Laporan rencana
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju kerja, disposisi kerja, disposisi
dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki.

6. |[Memeriksa rencana kegiatan jika setuju, menandatangani dan Laporan rencana 1jam |Laporan rencana
menyerahkan kepada Kabid. Jika tidak setuju mengembalikan Tidak kerja, disposisi kerja dan disposisi
kepada Kabid untuk diperbaiki. G

Ya

7. |Melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan masyarakat Surat menyurat, 30 hari |SPK, Barang/sarana
transmigrasi (Bantuan Alat Tenun dan Bahan Tenun)sesuai lokasi kontrak dengan pihak alat dan bahan tenun,
dan jumlah yang tertera di DPA ketiga, SPT, SPPD, Berita Acara, foto-foto

keuangan, kegiatan, surat

8 |Menugaskan fungsional umum unfuk membuat laporan X SPK, BA, foto-foto 15 menit |Laporan hasil
pelaksanaan kegiatan L kegiatan, surat kegiatan

T menyurat
N oazam

9 [Membuat [aporan kegiatan dan Mendokumentasikannya. Laporan hasil 1jam |Laporan akhir hasil

kegiatan kegiatan dan

dokumentasi




Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kepala Koperasi, Dinas Tenaga Kerig dan Transmigrasi
i enggzsa Timur, A

rs7 _Sisjliz—Sona
9604731 198603 009

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Judul SOP

Penjajakan Lokasi Transmigrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-
2022,

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan program ketransmigrasian.
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketransmigrasian.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
2. SOP penanganan surat keluar
3. SOP penanganan surat masuk

1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Penjajakan—ckasi-transmigrasi memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga
apabila SOP penjajakan lokasi transmigrasian tidak disusun sesuai prosedur maka
pelaksanaan penjajakan lokasi transmigrasi di luar daerah tidak dapat berjalan optimal dan
output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan animo masyarakat untuk menjadi

calon transmigran ke luar daerah.

Data Calon lokasi transmigrasi di luar daerah dicatat secara manual dan elektronik.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Bidang Kepala Seksi et Kepala Dinas Kelengkapan L Waktu Output Keterangan
* pelaksana «

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. |Menugaskan Kepala  Seksi  untuk Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
melakukan penjajakan lokasi transmigrasi
di luar daerah dan menyampaikan kepada
Kepala Bidang.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit [Disposisi
menyiapkan bahan-bahan pembuatan "
keranka acuan  penjajakan lokasi|
transmigrasi di luar daerah dan
menyampaikan kepada kepala seksi.

3. |Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja Disposisi 3jam Bahan-bahan pelaksanaan|Peraturan  Menteri|
Penjajakan lokasi transmigrasi di luar kegiatan penjajakan lokasi|tentang
daerah dan menyampaikan kepada Kepala transmigrasi. penyelenggaraan
Bidang. ketransmigrasian

4. [Menyusun konsep Kerangka acuan kerja Ya Peraturan Menteri 2 jam Konsep kerangka acuan
penjajakan lokasi transmigrasi di luar tentang kerja penjajakan lokasi
daerah dan menyampaikan kepada penyelenggaraan transmigrasi.

Bidang. ketransmigrasian.

5. [Memeriksa konsep kerangka acuan kerja Peraturan Menteri 1 jam Draf kerangka acuan kerja
penjajakan lokasi transmigrasi. Apabila __| Tidak tentang penjajakan lokasi
setuju, memaraf dan menyampaikan ) penyelenggaraan transmigrasi.
kepada kepala dinas, apabila tidak setuju Ya ketransmigrasian
mengembalikan kepada kepala seksi untuk
diperbaiki.

6. |Memeriksa konsep kerangka acuan kerja Peraturan Menteri 1 jam Kerangka acuan Kerja
penjajakan lokasi transmigrasi. Apabila|| Tdak tentang penjajakan lokasi
setuju ditandatangani, apabila tidak setuju penyelenggaraan transmigrasi.
mengembalikan kepada kepala Bidang ketransmigrasian
untuk diperbaiki.

7 |Melakukan rapat persiapan + Kerangka acuan kerja 2 jam Notulen rapat rencana
penyelenggaraan penjajakan lokasi = 1—1> [Repst ] T—> B3 penjajakan lokasi penjajakan lokasi
transmigrasi sesuai Kerangka acuan kerja| { *, | €T @ ——3 transmigrasi. transmigrasi.
yang dipimpin oleh kepala seksi.

8 |Melakukan penjajakan lokasi transmigrasi y Kerangka acuan kerja 5 hari Terlenggaranya
di luar daerah. sosialisasi penjajakan penjajakan lokasi

lokasi transmigrasi. transmigrasi dan
dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Pengesahan

Tanggal Revisi

Disahkan oleh

Kepala Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
/, Provinsi Nusa Tenggara Timur, i

isilia Sona
NIE2~19600131 198603 009

Judul SOP Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun
1997 tentang Ketransmigrasian.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ||
periode 2018-2022,

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan kerjasama antar daerah.

2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketransmigrasian.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP penanganan surat masuk

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

penyelenggaraan kerjasama antar daerah memerlukan upaya yang terarah dan
terencana. Sehingga apabila SOP penyelenggaraan kerjasama antar daerah tidak
sesuai prosedur maka pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama antar daerah tidak
dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan
animo masyarakat untuk menjadi calon transmigran.

Data penyelenggaraan kerjasama antar daerah dicatat secara manual dan elektronik.




Pelaksana Mutu Baku
e e e Kepala Bidang Kepala Seksi Pejabal Kepala Dinas Kelengkapan Waktu. Output Ve RI IO
pelaksana .

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. {Menugaskan Kepala Seksi untuk melakukan Agenda Kerjar 10 menit  [Disposisi
penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan
menyampaikan kepada Kepala Bidang.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit |Disposisi
menyiapkan bahdn-bahan pembuatan keranka
acuan penyelenggaraan kerjasama antar
daerah dan menyampaikan kepada kepala
seksi.

3. |Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja untuk R Disposisi 3jam Bahan pelaksanaan|Peraturan Menteri
melaksanakan penyelenggaraan kerjasama e AN kegiatan tentang
antar daerah dan menyampaikan kepada penyelenggaraan penyelenggaraan
Kepala Bidang. kerjasama antar|ketransmigrasian

daerah.

4. IMenyusun Kkonsep Kerangka acuan kerja Ya Peraturan Menteri 2 jam Konsep kerangka
penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan tentang acuan kerja
menyampaikan kepada Bidang. penyelenggaraan penyelenggaraan

ketransmigrasian. kerjasama antar
daerah.

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan kerja Peraturan Menteri 1jam Draf kerangka acuan
penyelenggaraan kerjasama antar daerah.| Tidak tentang kerja
Apabila setuju, memaraf dan menyampaikan penyelenggaraan penyelenggaraan
kepada kepala dinas, untuk ditandatangani, Tidak ketransmigrasian kerjasama antar
apabila tidak setuju mengembalikan kepada daerah.
kepala seksi untuk diperbaiki.

6 |Memeriksa konsep kerangka acuan kerjal} + Peraturan Menteri 1jam Kerangka acuan kerja
penyelenggaraan kerjasama antar daerah. ( " tentang penyelenggaraan
Apabila setuju ditandatangani, apabila tidak Ya penyelenggaraan kerjasama antar
setuju mengembalikan kepada kepala Bidang ketransmigrasian daerah.
untuk diperbaiki.

7 |Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan Kerangka acuan kerja 2 jam Notulen rapat
kerjasama antar daerah sesuai kerang acuan s Y penyelenggaraan rencana
kerja yang dipimpin oleh kepala seksi. Dk B kerjasama antar penyelenggaraan

daerah. kerjasama antar
8 {Penyelenggaraan kerjasama antar daerah. y Kerangka acuan kerja 3 hari Terlenggaranya
' Selesal o penyelenggaraan kerjasama antar
it kerjasama antar daerah dan
daerah. dokumentasi.




¢

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

/i Kepala Koperasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi A

Provinsi Nusa Aenggara Fimur,

Drs. -GiSiiia _Sez
NIP. 19602437 198603 009

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKS| PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Judul SOP Penyelenggaraan Sosialisasi Program Ketransmigrasian

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap !l periode 2018-
2022.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan seleksi peserta pelatihan teknis
2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketransmigrasian.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Peralatan/perlengkapan :

Keterkaitan
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP penanganan surat masuk

3. Telepon/Faximile
4, Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Sosialisasi program ketransmigrasi memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga
apabila SOP penyelenggaraan sosialisasi program ketransmigrasian tidak sesuai prosedur
maka pelaksanaan sosialisasi program ketransmigrasian tidak dapat berjalan optimal dan
output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan animo masyarakat untuk menjadi
calon transmigran.

Data Sosialisasi Program Ketransmigrasian dan Animo dicatat secara manual dan elektronik.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tah Kegiata Ket n
° ShSpan Reghi Kepala Bidang Kepala Seksi Pojahat Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output S
pelaksana 5

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. |Menugaskan Kepala Seksi untuk melakukan Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
Sosialisasi Program  Ketransmigrasi  dan
menyampaikan kepada Kepala Bidang.

2. [Memerintahkan pejabat pelaksana untuk \ Disposisi 15 menit |Disposisi
menyiapkan bahan-bahan pembuatan keranka i
acuan sosialisasi program ketransmigrasian dan ’
menyampaikan kepada kepala seksi.

3. |Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja unfuk Disposisi 3jam |[Bahan pelaksanaan|Peraturan  Menteri
melaksanakan Sosialisasi Program kegiatan  pelatihan|tentang
Ketransmigrasian ketransmigrasian dan teknis penyelenggaraan
menyampaikan kepada Kepala Bidang. ketransmigrasian ketransmigrasian

4. |Menyusun konsep Kerangka acuan kerja Peraturan Menterif 2jam |Konsep kerangka
sosialisasi program  ketransmigrasian dan tentang acuan kerja
menyampaikan kepada Bidang. penyelenggaraan sosialisasi program

ketransmigrasian. ketransmigrasian.

5. [Memeriksa konsep Kkerangka acuan kerja v Peraturan Menterif 1jam |Draf kerangka acuan
sosialisasi program ketransmigrasian. Apabila AN | Tidak tentang kerja sosialisasi
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada v penyelenggaraan program
kepala dinas, apabila tidak setuju mengembalikan Ya ketransmigrasian ketransmigrasian.
kepada kepala seksi untuk diperbaiki.

Memeriksa konsep kerangka acuan kerja Peraturan Menterii 1jam |Kerangka acuan
sosialisasi program ketransmigrasian. Apabila tentang kerja sosialisasi
setuju ditandatangani, apabila tidak setuju penyelenggaraan program
mengembalikan kepada kepala Bidang untuk Ya ketransmigrasian ketransmigrasian.
diperbaiki.

7 {Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan Kerangka acuan| 2jam |Notulen rapat
seleksi peserta pelatihan teknis ketransmigrasian| —%— kerja  sosialisasi rencana sosialisasii-
sesuai Buku pedoman yang dipimpin oleh kepala : program program
seksi. ketransmigrasian. ketransmigrasian.

8 |Sosialisasi Program Ketransmigrasian Kerangka acuan| 3hari |Terlenggaranya

kerja  sosialisasi sosialisasi program
program ketransmigrasian dan
ketransmigrasian. dokumentasi.




TS

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN

SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Dasar Hukum

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif i
Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/ Provinsi Nusa Tengg&ia Timur,

D5 _~Sisilia_Sona
NIEZ19600131 198603 2 009
Judul SOP Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan
Ketransmigrasian

Kualifikasi pelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk'

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-
2022.

[ 2. Memahami tugas dan fungsi Bidang Ketransmigrasian.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan seleksi peserta
pelatihan teknis ketransmigrasian.

3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP penanganan surat masuk

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana transmigrasi memerlukan upaya yang
terarah dan terencana. Sehingga apabila SOP Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan
prasarana transmigrasi tidak sesuai prosedur maka pelaksanaan Pembangunan dan
rehabilitasi sarana dan prasarana transmigrasi tidak dapat berjalan optimal dan output yang
dihasilkan tidak berdampak pada ketersediaan sarana dan prasarana bagi warga transmigrasi
dan masyarakat di sekitar lokasi transmigrasi.

Data Pembangunan dan Rehab Sarana dan Prasarana Transmigrasi dicatat secara
manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku

L Tahapa‘n segktan gﬁ;::; Kepala Seksi p:l?:::r:a Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangan

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. |Menugaskan Kepala Seksi untuk melakukan Agenda Kerja 10 menit  |Disposisi
proses pembangunan dan rehabilitasi sarana
transmigrasi dan menyampaikan kepada
Bidang.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit |Disposisi
menyiapkan bahan untuk pembuatan
kerangka acuan dan dokumen teknis
pembangunan/rahabilitasi sarana dan
prasarana transmigrasi, dan menyampaikan
kepada kepala seksi.

3. |Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Disposisi 3jam Bahan-bahan untuk| Standar harga
kerangka acuan kerja dan dokumen teknis penyusunan KAK dan|satuan, jenis
pembangunan/rahabilitasi sarana dan dokumenteknis material bangunan|
prasarana transmigrasi dan menyampaikan pembangunan/ rehabilitasi|gedung, dll. '
kepada Kepala Seksi. sarana dan prasarana}

transmigrasi.

4. [Menyusun konsep dokumen  Teknis Bahan-bahan untuk 2 jam Konsep KAK dan dokumen
pembangunan/rehabilitasi sarana dan penyusunan KAK dan Teknis
prasarana transmigrasi. menyampaikan dokumenteknis pembangunan/rehabilitasi
kepada Bidang. pembangunan /rehabilitasi| sarana dan prasarana

sarana dan prasaranay transmigrasi.
transmigrasi.

5. |[Memeriksa konsep KAK dan dokumen Bahan-bahan untuk 1 jam Draf KAK dan dokumen
Teknis pembangunan/rehabilitasi sarana dan penyusunan KAK dan Teknis
prasarana transmigrasi. Apabila setuju, Tidak dokumenteknis pembangunan/rehabilitasi
memaraf dan menyampaikan kepada kepala pembangunan /rehabilitasi sarana dan  prasarana
dinas dan  apabila  tidak  setuju Ya sarana dan prasarana transmigrasi.
mengembalikan kepada Kepala Seksi untuk transmigrasi.
diperbaiki.

5. [Memeriksa konsep KAK dan dokumen Bahan-bahan untuk 1 jam KAK dan dokumen Teknis
Teknis pembangunan/rehabilitasi sarana dan penyusunan KAK dan pembangunan/rehabilitasi
prasarana transmigrasi. Apabila setuju, dokumenteknis sarana dan  prasarana
ditandatngani, paraf, dilanjutjan ke Kepala pembangunan /rehabilitasi transmigrasi.

Dinas , untuk ditandatangani apabila tidak sarana dan prasarana
setuju mengembalikan kepada kepala seksi transmigrasi.
untuk diperbaiki.

7 [Melakukan rapat persiapan KAK dan dokumen Teknis 2 jam Rapat persiapn
pembangunan/rehabilitasi sarana dan =5 = > " pembangunan/rehabilitasi pembangunan / rehabilitasi
prasarana transmigrasi. yang dipimpin oleh CEUSE %m;‘;ﬁﬂ y ikt sarana dan prasarana sarana dan  prasarana
kepala seksi. transmigrasi. transmigrasi.

8 [Pembangunan/rehabilitasi sarana dan A Dokumen Teknis| 3bulan |Terlenggaranya
prasarana transmigrasi. §§§é lasall pembangunan/rehabilitasi pembangunan/rehabilitasi

: Wﬁ” sarana dan prasarana sarana dan  prasarana

transmigrasi.

transmigrasi..
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG TRANSMIGRASI
SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Nomor SOP

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja qan Transmigrasi

,; Provinsi Nusa Tenggara ur, A

NIP. 0131 198603 2 009

Judui SOP Pembuatan Laporan Kegiatan.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-
2022.

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk
3. SOP Monitoring dan Evaluasi

1. ATK
2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Laporan Kegiatan tidak dipatuhi maka akan berdampak
pada kualitas kegiatan yang diperoleh dan kegiatan berikutnya.

Laporan kegiatan tersedia secara manual dan elektronik.




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kepala . Pejabat . , Keterangan-
Bidang Kepala Seksi pelaksana Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kepala seksi untuk Agenda Kerja 15 menit Disposisi
mempersiapkan konsep laporan kegiatan.
i
2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit Disposisi
mengumpulkan bahan laporan.
3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Disposisi 1 hari Bahan laporan
lapaoran kegiatan kepada Kepala Seksi. monitoring dan
evaluasi, disposisi
4. |Mengonsep laporan kegiatan kemudian Bahan laporan(2 Jam Konsep laporan
menyerahkan kepada Kepala Bidang. monitoring dan monitoring dan
evaluasi, disposisi evaluasi, disposisi
5. |[Memeriksa konsep laporan kegiatan. Jika \ Bahan laporan|1 jam Draf laporan
setuju memaraf dan menyampaikan kepada \ monitoring dan monitoring dan
Kepala Dinas. Jika tidak setuju menyerahkan Tidak evaluasi, disposisi evaluasi, disposisi
kepada Kepala Seksi untuk diperbaiki Y
6. |Memeriksa draft laporan kegiatan. Jika setuju Bahan laporan|1 jam Laporan monitoring
menandatangani dan menyerahkan kepada . monitoring dan dan evaluasi,
Kabid Kepala Dinas. Jika tidak setuju Tidak evaluasi, disposisi disposisi
dikembalikan kepada Kepala Bidang untuk
diperbaiki. Ya
7. |Menyerahkan laporan monitoring dan evaluasi \ Laporan 10 menit Laporan monitoring
kepada Kepala seksi untuk l WL’_\ monitoring dan dan evaluasi,
didokumentasikan. evaluasi, disposisi disposisi
8 |Menyerahkan laporan kegiatan kepada Laporan 10 menit Laporan monitoring
pejabat pelaksana untuk didokumentasikan monitoring dan dan evaluasi,
evaluasi, disposisi disposisi
9 [Mendokumentasikan Laporan kegiatan. Laporan 15 menit Laporan monitoring
monitoring dan dan evaluasi, bukti
evaluasi, dispesisi dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

‘Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

i Provins W Timur, {
Drs. Sisiila Sona
NIP—7960013% 198603 2 009

Judul SOP Penyediaan Perbekalan Warga Transmigrasi.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

"2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-
2022.

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyediaan perbekalan warga transmigrasi.

2. Memahami tugas dan fungsi Bidang ketransmigrasian.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
2. SOP penanganan surat keluar
3. SOP penanganan surat masuk

1. ATK
2. Komputer
3. Telepon/Faximile

4. Renstra, DPA/DIPA, POK, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Penyediaan Perbekalan warga transmigrasi memerlukan upaya yang terarah dan terencana.
Sehingga apabila SOP penyediaan perbekalan bagi warga transmigrasi tidak sesuai
prosedur, maka pelaksanaan penyediaan perbekalan bagi warga transmigrasi tidak dapat
berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan perbekalan
warga transmigran.

Data penyediaan perbekalan warga transmigrasi dicatat secara manual & elektronik.

Sl




Pelaksana Mutu Baku

He- Tabnpan Keglan g:g:; Kepala Seksi p:l:j:::r:a Keépala Dinas Kelengkapan Waktu Output RetErARga |

1 2 4 5 7 8 9 10

1. [Menugaskan Kepala Seksi untuk melakukan Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
proses penyediaan perbekalan warga
transmigrasi dan menyampaikan kepada Bidang.

2. |Memerintahkan  pejabat pelaksana  untuk Disposisi 18 menit |Disposisi
menyiapkan bahan untuk penyusunan kerangka
acuan dan dokumen t{eknis penyediaan
perbekalan warga transmigrasi dan
menyampaikan kepada kepala seksi.

3. |Menyiapkan bahan-bahan/dokumen untuk Disposisi 3jam Bahan penyusunan|Standar harga|
penyusunan kerangka acuan penyediaan kerangka penyediaan|satuan, jenis
perbekalan warga transmigrasi dan perbekalan warga|perbekalan warga
menyampaikan kepada Kepala Seksi. transmigran. transmigran.

4. |Menyusun konsep kerangka acuan dan Dokumen Bahan kerangka acuan 2 jam Konsep Bahan
teknis penyediaan perbekalan warga transmigrasi dan dokumen Teknis kerangka acuan dan
dan menyampaikan kepada Bidang. penyediaan perbekalan dokumen Teknis

warga transmigrasi. penyediaan perbekalan
warga transmigran.

5. [Memeriksa konsep kerangka acuan dan v Bahan kerangka acuan 1jam Draf Kerangka acuan
dokumen  teknis penyediaan  perbekalan ; Tidak dan atau dokumen dan atau dokumen
transmigrasi. Apabila setuju, memaraf dan o Teknis penyediaan teknis penyediaan
menyampaikan kepada kepala dinas dan apabila perbekalan warga perkebakalan
tidak setuju dikembalikan kepada kepala seksi transmigrasi. transmigrasi.
untuk diperbaiki. Ya

6. [Memeriksa konsep dokumen teknis penyediaan Konsep kerangka 1 jam Konsep kerangka
perbekalan  transmigrasi.  Apabila  setuju, v acuan dan Dokumen acuan dan Dokumen
menandatangani dan menyampaikan kepada <> teknis perbekalan teknis perbekalan
kepala Dinas, apabila tidak setuju Tidak L warga transmigrasi. warga transmigrasi.
mengembalikan kepada kepala seksi untuk ]
diperbaiki.

7 |Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan Kerangka acuan dan 2 jam Notulen rapat
seleksi peserta pelatihan teknis ketransmigrasian EF —>1 ¢ > "% Dokumen teknis penyediaan perbekalan
sesuai Buku pedoman yang dipimpin oleh kepala = * o B . perbekalan warga warga transmigrasi.

Bidang. transmigrasi..

8 [Melakukan pengadaan perbekalan warga Pedoman Dokumen] 1 bulan |Terlenggaranya

transmigrasi. . teknis perbekalan penyediaan perbekalan

lt‘siéesai ial

warga transmigrasi..

warga transmigrasi dan
dokumentasi.

P e




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERSI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/g Provinsi Nusa Tenggaza Timur, A

Drs. Eisilia Sona
NIF-19600131 198603 2 009

Judul SOP Penyelenggaraan Pendaftaran, dan Seleksi Calon Transmigrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang

RI Nomor 15 Tahun 1897 tentang Ketransmigrasian

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018
2022.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan|

L 1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan seleksi peserta pelatihan teknis
ketransmigrasian.

2. Memahami tugas dan fungsi Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
2, SOP penanganan surat keluar
3. SOP penanganan surat masuk

1. ATK
2. Komputer

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA/DIPA, POK, TOR, RAB

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigrasi memerlukan upaya yang terarah dan
terencana. Sehingga apabila SOP penyelenggaraan pendaftaran dan seleksi calon
transmigran tidak sesuai prosedur maka penyelenggaraan pendaftaran dan seleksi calon
transmigrasi tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak berdampak pada
perekrutan calon transmigran yang sesuai dengan ketentuan.

Data calon transmigrasi dan warga transmigran dicatat secara manual dan elektronik.

—-3-:-



Pelaksana Mutu Baku
b, Talapan Keglatan g;'ﬁ: Kepala Seksi pZIeaxj:::r:a Kepala Dinas & Kelengkapan Waktu Output BELETIIgAD

1 2 4 5 7 8 9 10

1. {Menugaskan Kepala Seksi untuk melakukan Agenda Kerja 10 menit  |Disposisi
proses pendaftaran dan seleksi calon warga
transmigrasi dan menyampaikan kepada Kepala
Bidang.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana menyiapkan Disposisi 15 menit  |Disposisi
bahan-bahan untuk penyusunan kerangka
acuanpendaftaran dan seleksi calon
transmigrasi dan menyampaikan kepada kepala
seksi.

3. |Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Disposisi 3jam Bahan untuk(|Peraturan
kerangka acuan pendaftaran dan seleksi calon penyusunan kerangka|menteri T
transmigrasi serta menyampaikan kepada acuan pendaftaran|tentang
Kepala Seksi. dan seleksi calon|ketransmigrasiaj

transmigrasi. n.

4. (Menyusun Konsep Kerangka acuan Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep. kerangka
pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon pendafataran dan acuan pendaftaran|
transmigrasi dan menyampaikan kepada Kepala seleksi calonf dan Seleksi calon
Bidang transmigrasi. transmigrasi.

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pendaftaran \ Konsep kerangka 1jam Kerangka acuan
dan seleksi calon transmigrasi. Apabila setuju,| "><f> < acuan pedaftaran dan pendaftaran dan
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala . Tidak Seleksi calon Seleksi calon
Dinas, apabila tidak setuju mengembalikan transmigrasi. transmigrasi.
kepada kepala seksi untuk diperbaiki. Ya

6. |Memeriksa konsep Kerangka acuan pendaftaran ¥ Konsep- kerangka 1 jam Konsep kerangka
dan seleksi calon transmigrasi. Apabila, setuju, P acuan pendaftaran dan acuan pendaftaran
menandatangani dan menyampaikan kepada . \> Seleksi calon dan seleksi calon
Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti dan apabila Tk transmigrasi. transmigrasi.
tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk
diperbaiki

7 |Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan Kerangka acuan 1 jam Notulen rapat
pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi > 5 1 ;r—*——l pendaftaran dan pendaftaran dan
sesuai kerangka acuan, dipimpin oleh kepala S  EEE, wel | SElEKSI calon seleksi calon
seksi/Kepala Bidang. transmigrasi. transmigrasi.

8 |Melakukan pendaftaran dan seleksi calon Y Konsep kerangka 3 hari Nama-nama calon
transmigrasi. e@%%: acuan pendaftaran dan transmigrasi dan

S seleksi calon dokumentasi.

transmigrasi.
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

;’ Provinsi Nusa Tenggara Timur, '&

NiP. 19600131 198603 2 009

Judul SOP Penyelenggaraan Pemindahan, Penempatan Transmigrasi.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Rl Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap [l periode 2018-

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pelatihan teknis

2. Memahami tugas dan fungsi Bidang ketransmigrasian.
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP penanganan surat masuk

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pemindahan dan penempatan warga transmigrasi memerlukan upaya yang terarah dan
terencana. Sehingga perlu dipersiapkan secara teknis tidak sesuai prosedur maka
pelaksanaan penyiapan perpindahan dan penempatan berjalan optimal dan output yang
dihasilkan tidak berdampak pada penataanaan permukiman transmigrasi yang sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Data Pemindahan, penempatan Warga Transmigrasi dicatat secara manual dan elektronik




Pelaksana Mutu Baku
: . Kepala Dinas
No. Tahapan Kegiatan K.epala Kepala Seksi Pejabat Kop, Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Bidang . pelaksana
Nakertrans*

1 2 4 5 6 7 8 9 10

1. |[Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan . Agenda Kerja 10 menit |Disposisi
rencana perpindahan dan penempatan warga
transmigrasi ke lokasi permukiman transmigrasi
yang baru dibangun.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit |Disposisi
menyiapkan bahan-bahan untuk melakukan proses
penyiapan perpindahan dan penempatan warga
transmigrasi ke lokasi permukiman yang barul,
dibangun.

3. |Menyiapkan bahan untuk penyusunan kerangka Disposisi 2hari |Bahan untuk|Peraturan menteri
acuan kerja rencana pemindahan, dan penempatan penyusunan transmigrasi
transmigrasi kepada Kepala Seksi. kerangka acuan kerjatenfang

pemindahan, penyelenggaraan
penempatan ketransmigrasian.
transmigrasi.

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan Peraturan menterii 2jam |Konsep kerangka
pemindahan dan penempatan transmigran dan Xa transmigrasi acuan pemindahan,
menyampaikan kepada Bidang. tentang penampatan

penyelenggaraan transmigrasi.
ketransmigrasian.

5. {Memeriksa konsep kerangka acuan pemindahan Peraturan menteri| 1jam |Draft kerangka acuan
dan penempatan transmigran. Apabila setuju,| Tidak transmigrasi pemindahan dan
memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Dinas tentang penempatan
dan apabila tidak setuju mengembalikan kepada penyelenggaraan transmigran.

. . o Ya : P
kepala seksi untuk diperbaiki. ketransmigrasian.

6. [Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan Peraturan menteri| 30 menit |Kerangka acuan
pemindahan dan penempatan transmigran. Apabila d > transmigrasi pelaksanaan
sefuju, menandatangani dan memerintahkan Tidak N tentang pelatihan teknis
kepala Bidang untuk melaksanakan rapat penyelenggaraan ketransmigrasian,
persiapan penyelenggaraan pelatihan teknis ketransmigrasian. disposisi
ketransmigrasian dan apabila tidak setuju
mengembalikan kepada kepala Bidang untuk
diperbaiki. e

7 |Melakukan rapat persiapan penyelenggaraan - Kerangka acuan| 2jam [Kerangka acuan
pemindahan dan penempatan transmigran sesuai pemindahan dan pelaksanaan
kerangka acuan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. penempatan pelatihan teknis

transmigran. ketransmigrasian,

8 |Menyelenggarakan pemindahan dan penempatan Kerangka acuan| 1 minggu |Terselenggaranya
transmigran. pemindahan  dan Pemindahan,

penempatan penempatan
transmigran, Transmigrasi dan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
SEKSI PENEMPATAN, PEMINDAHAN DAN SARANA PRASARANA

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh- Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kesja dan Transmigrasi

Hrovinsi Nuzs Tenggéra Timu;&

/. Sisistia_Sona
NIFZ 19500131 198603 2 009

Judul SOP Monitoring dan Evaluasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

| 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map|

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode
2018-2022. ’

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami instrumen monitoring dan evaluasi
| 3. Memahami tugas dan fungsi bidang ketransmigrasian dan tata naskah dinas

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK

2. SOP pembuatan laporan dan evaluasi 2. Komputer

3. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran 3. Telepon/Faximile

4. SOP Penanganan surat masuk

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila monitoring dan evaluasi tidak dilakukan maka akan berdampak pada kualitas
data yang diperoleh.

Data program dan kegiatan ketransmigrasi tercatat secara manual dan elektronik.

—t




NCTENIENIR NS (e A

Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Prosedur Kepala ‘ . Pejabat . ” Keterangan
Bidang Kepala Seksi polaksanis Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10

1. [Menugaskan Kepala  Seksi untuk Agenda Kerja 15 menit disposisi
mempersiapkan draf instrumen monitoring
dan evaluasi.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk v disposisi 15 menit disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan
instrumen monitoring dan evaluasi.

3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan disposisi 2jam bahan Instrumen
penyusunan instrumen monitoring dan monitoring dan
evaluasi kepada Kepala seksi. evaluasi,disposisi.

4. |Mengonsep instrumen monitoring dan bahan Instrumen]1 jam Konsep Instrumen
evaluasi kemudian menyerahkan kepada monitoring dan monitoring dan
Kepala Bidang. evaluasi,disposisi. evaluasi, disposisi.

5. |Memeriksa konsep instrumen monitoring TR Konsep Instrument1 jam Draf Instrumen
dan evaluasi. Jika setuju memaraf dan monitoring dan monitoring danp
menyampaikan kepada kepala dinas. Jika ¢ Ya evaluasi, disposisi. evaluasi, disposisi.
tidak setuju dikembalikan kepada kepala
seksi untuk diperbaiki

6. |Memeriksa draf instrumen monitoring dan Draf Instrumen|1 jam Instrumen
evaluasi, Jika setuju menandatangani dan Tidak monitoring dan monitoring dan
menyerahkan kepada Kepala Bidang evaluasi, disposisi. evaluasi,surat
untuk  ditindakianjuti. Jika  setuju tugas, disposisi.
dikembalikan kepada kepala Bidang untuk Ya
diperbaiki

7. |Memberi petunjuk kepada kepala seksi Instrumen  monitoring| 30 menit Instrumen
untuk menlaksanakan monitoring dan dan evaluasi,surat monitoring dan
evaluasi. tugas, disposisi. evaluasi,surat

tugas, disposisi.

8 [Melaksanakan monitoring dan evaluasi Instrumen  monitoring|7 hari Data  monitoring
serta menugaskan pejabat pelaksana ' dan evaluasi,surat dan evaluasi
untuk mendokumentasikan data e tugas, disposisi.
monitoring dan evaluasi.

9 |Mengarsipkan dan Mengagendakan Data monitoring dan|5 hari Dokumen Data
Laporan kegiatan dan TR o evaluasi monitoring dan
mendokumentasikan Sglesal evaluasi, bukti

dokumentasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/’ Provinsi Nusa Tenggara Lifiur,

Judul SOP Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I}
Periode 2018-2022

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pelatihan keterampilan
2. Memahami tugas dan fungsi UPTD. Latihan Kerja
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) 1. ATK
2. SOP penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP penanganan surat masuk

3. Telepon/Faximile
4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan Teknis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga
apabila SOP penyelenggaraan pelatihan keterampilan tidak sesuai prosedur maka
pelaksanaannya tidak dapat berjalan optimal dan output yang dihasilkan tidak
berdampak pada peningkatan dan pengembangan SDM.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tahapan Kegiatan . Kepala Seksi Pejabat .  Keterangan
i Output- I
Kepala UPTD Pelatihan pelaksana Bendahara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu pu i
2 4 5 6 4 8 9 10 11

1. |[Menugaskan Kepala Seksi untuk menyiapkan Agenda Kerja 15 menit |Disposisi

pelaksanaan pelatihan keterampilan dan
. menyampaikan kepada Ka. UPTD.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan Disposisi 15 menit |Disposisi
bahan pelaksanaan pelatihan keterampilan dan
menyampaikan kepada kepala seksi.

3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan Disposisi 1jam Bahan pelaksanaan
keterampilan dan menyampaikan kepada Kepala kegiatan pelatihan
Seksi. keterampilan

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep kerangka acuan
pelatihan keterampilan dan menyampaikan kepada kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan pelatihan
Kepala UPTD. keterampilan

5. {Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan N Konsep kerangka acuan 30 menit  |Draft kerangka acuan
pelatihan keterampilan. Apabila setuju N pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
menandatangani dan menyampaikan kepada Kepala g keterampilan keterampilan
Seksi untuk ditindaklanjuti dan apabila tidak setuju.
dikembalikan kepada Kepala Seksi Pelatihan untuk
diperbaiki.

6 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat Kerangka acuan 15 menit {Undangan rapat
persiapan penyelenggaraan pelatihan keterampilan pelaksanaan pelatihan
bagi perncari kerja. teknis, disposisi

7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan teknis Undangan rapat i 1jam Notulen rapat
penyelenggaraan pelatihan sesuai kerangka acuan Lo > e - .
yang dipimpin oleh kepala seksi meliputi materi, jadwal TN P- <& T i ; I
pelaksanaan,narasumber,target peserta,surat g = Yoot
menyurat,lokasi penyelenggaraan dan keuangan i
pelatihan serta menugaskan pejabat pelaksana untuk
memperbaiki kerangka acuan penyelenggaraan
pelatihan sesuai hasil rapat.

8 [Melakukan review dan penyempurnaan kerangka ‘_\."* Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
acuan penyelenggaraan pelatihan keterampilan sesuai ””m ﬁ i pelaksanaan pelatihan
hasil rapat dan menyerakan kepada Kepala Seksi : keterampilan, disposisi
Pelatihan

9 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Kerangka acuan 20 menit  |Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan keterampiian dan pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
melaporkan kepada kepala UPTD. teknis keterampilan

10 {Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan - \%—l Kerangka acuan 20 menit  |Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan o pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
melaporkan kepada Kepala Dinas teknis keterampilan

11 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan pelatihan Kerangka acuan 10 menit |Kerangka acuan
keterampilan dan menugaskan Kepala Seksi Pelatihan pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
untuk melaksanakannya. keterampilan keterampilan, disposisi

12 |Melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan dan : _ T - Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
menugaskan pejabat pelaksana untuk menindakianjuti . < o % . %* - > ¥ pelaksanaan pelatihan no:ulehnsi :atsil kegiitan
hasil pelatihan keterampilan a T s keterampilan pelatihan keterampilan.

13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan pelatihan, menyusun N Dokumentasi dan notulensi 5 Hari Dokumen laporan
laporan hasil kegiatan dan mengarsipkannya. " Selésal, - hasil kegiatan pelatihan keteramoilan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisf

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas koperasi, Tenaga Kerjg dan Transmigrasi

19500131 198603 2 009

Judul SOP Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Calon Wira

Usaha Baru

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

| Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk kewirausahaan Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

1. Memiliki pemahaman tentang proses penyelenggaraan pelatihan kewirusahaan
2. Memahami tugas dan fungsi UPTD. Latihan Kerja
3. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP penyusunan rencana kegiatan dan anggaran (RKA)
' 2. SOP penanganan surat keluar
3. SOP penanganan surat masuk

1. ATK

2. Komputer

3. Telepon/Faximile

4. Renstra, DPA, TOR, RAB, Modul Pelatihan kewirausahaan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana. Sehingga
apabila SOP penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan tidak sesuai prosedur maka
pelaksanaan pelatihan kewirausahaan tidak dapat berjalan optimal dan output yang
dihasilkan tidak berdampak pada peningkatan kompetensi UMKM dan calon
wirausaha baru.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan i Keterangan
P v Kepala UPTD |. Kepala Seksi Pejabat Bendahara Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output g
Pengembangan Pelaksana

1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10 11

1. |Menugaskan Kepala Seksi Pengembangan untuk Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
menyiapkan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan
menyampaikan kepada Kepala UPTD.

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk menyiapkan Disposisi 15 menit  |Disposisi
bahan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan
menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan.

3. |Menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan Disposisi 1jam Bahan pelaksanaan
dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pengembangan. kegiatan pelatihan

kewirausahaan

4. |Menyusun konsep kerangka acauan pelaksanaan Bahan pelaksanaan 2 jam Konsep kerangka acuan
pelatihan kewirausahaan dan menyampaikan kepada kegiatan pelatihan pelaksanaan pelatihan
UPTD. kewirausahaan kewirausahaan

5. |Memeriksa konsep kerangka acuan pelaksanaan pelatihan \ Konsep kerangka 30 menit |Draf kerangka acuan
kewirausahaan. Apabila setuju disampaikan kepada . :}ﬁ_& acuan pelaksanaan pelaksanaan pelatihan
Kepala Dinas dan apabila tidak setuju dikembalikan ~/ Tidak pelatihan kewirausahaan
kepada Kepala Seksi Pengembangan untuk diperbaiki. kewirausahaan

]

6 |Mengundang pihak terkait untuk mengikuti rapat persiapan Kerangka acuan 15 menit  |Undangan rapat

penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. " pelaksanaan pelatihan
: kewirausahaan,
disposisi

7 |Melakukan rapat pembahasan substansi dan v Undangan rapat* 1 jam Notulen rapat
kewirausahaan penyelenggaraan pelatihan sesuai 4 ] [ - i
kerangka acuan yang dipimpin oleh Kepala Seksi ‘ ’<__' . l<_:>L”_ _F_'_lw - Ej } I
Pengembangan meliputi materi, jadwal i
pelaksanaan,narasumber.target peserta,surat i
menyurat,lokasi penyelenggaraan dan keuangan pelatihan
serta menugaskan pejabat pelaksana untuk memperbaiki
kerangka acuan penyelenggaraan pelatihan sesuai hasil
rapat.

8 |Melakukan review dan penyempumaan kerangka acuan A4 Notulen rapat 1jam Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sesuai hasil ]l I pelaksanaan pelatihan
rapat dan menyerakan kepada Kepala Seksi kewirausahaan, disposisi
Pengembangan

9 |Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan . Kerangka acuan 20 menit  |Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan 1 l pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
melaporkan kepada kepala UPTD. kewirausahaan kewirausahaan

10 [Memeriksa hasil penyempurnaan kerangka acuan Kerangka acuan 20 menit [Kerangka acuan
penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
melaporkan kepada Kepala Dinas. kewirausahaan kewirausahaan

11 |Menyetujui pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan 'J' Kerangka acuan 10 menit |Kerangka acuan
dan menugaskan kepala seksi untuk melaksanakan (- I pelaksanaan pelatihan pelaksanaan pelatihan
pelatihan kewirausahaan. kewirausahaan kewirausahaan, disposisi

12 |Melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan Kerangka acuan 3 Hari Dokumentasi dan
menugaskan pejabat pelaksana untuk menindaklanjuti _>| N B l 2[“‘ K sz e *;I pelaksanaan pelatihan notulensi hasil kegiatan
hasil pelatihan kewirausahaan. s kewirausahaan pelatihan

13 |Menindaklanjuti hasil kegiatan pelatihan kewirausahaan, N Dokumentasi dan 5 Hari Dokumen laporan

menyusun laporan hasil kegiatan dan mengarsipkan.

Sefesai+
B Faki b

notulensi hasil kegiatan

pelatihan
kewirausahaan.

-




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP i

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ﬁ Provinsi Nusa Tenggats: Timur,A

Dra_Sistia Sona
NIE~19600131 198603 2 008

Judul SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1

2.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami penyusunan program dan anggaran

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1,
2.

SOP Penanganan Surat Keluar
SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2. Komputer
3. Telepon/Faximile

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

1.

2.

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan program dan anggaran

Apabila tidak dilakukan sesuai prosedur maka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tidak terstandarisasi dengan baik.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala UPTD I(Ke;)paali\:su:kigil P:g:;a:rtl’a Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output WRSHINGEIE |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. [Menugaskan kepala sub bagian/kepala seksi Agenda Kerja 15 Menit [Disposisi
untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran
(RKA)

2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit  |Disposisi
menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran dan menyerakan
kepada kasubag/kepala seksi. ’

3. |Menyiapkan bahan kelengkapan penyusunan Disposisi 20 Menit |Bahan kelengkapan
rencana kegiatan dan anggaran kemudian penyusunan rencana
menyampaikan kepada kasubag/kepala seksi. kegiatan dan

anggaran (RKA)

4. |Menyusun konsep rencana kegiatan dan Bahan kelengkapan 2 jam Konsep rencana
anggaran kemudian menyerakan kepada UPTD. penyusunan rencana kegiatan dan

program dan anggaran anggaran (Konsep
(RKA) RKA)

5. |[Memeriksa konsep rencana kegiatan dan v Konsep rencana 30 Menit [Draf rencana
anggaran. Apabila setuju memberi paraf dan N < § kegiatan dan anggaran kegiatan dan
menyampaikan kepada Kepala Dinas. Apabila N Tidak (Konsep RKA) anggaran.
tidak setuju mengembalikan kepada
kasubag/kasie untuk diperbaiki. Ya

6 |Memeriksa draf rencana kegiatan dan anggaran. Draf rencana kegiatan 30 Menit |Rencana kegiatan
Apabila setuju menandatangani dan dan anggaran. dan anggaran.
menyampaikan kepada kepala UPTD. Apabila Tidak
tidak setuju mengembalikan kepada Ka. UPTD Ya
untuk diperbaiki.

7 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan

| kepada Kasubag/Kepala seksi. anggaran. dan anggaran,
| disposisi
| 8 |Menyerahkan rencana kegiatan dan anggaran Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan
kepada pejabat pelaksana. anggaran, disposisi dan anggaran,
disposisi

9 |Menggandakan, mendistribusikan dan Rencana kegiatan dan 15 menit |Rencana kegiatan
mengarsipkan. anggaran, disposisi dan anggaran, bukti

arsip




PEMERINTAH PROVINS] NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pebuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan cleh Kepala Dinas koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NIFA19690131 198603 2 009

Judul SOP

Penyusunan Laporan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap ||
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2 SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2. Komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur monitoring dan evaluasi tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada kualitas data yang diperoleh.

Disimpan dalam data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
. Kepala .
No. Tah K ta i Keterangan
° SiEpan Segheian Kepala UPTD Subag/ Pejabat Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 9
. | Pelaksana -
Kepala Seksi
1 2 3 4 5" (] 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kasubag/kepala seksi Agenda Kerja 15 menit  |Disposisi
untuk mempersiapkan konsep laporan. I
2. |Memerintahkan pejabat pelaksana untuk Disposisi 15 menit |Disposisi
mengumpulkan bahan penyusunan :V oo
laporan. A PRA )
3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan o Y Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan laporan kepada Kasubag. E?“"‘ }
4. |Mengonsep laporan kemudian Bahan laporan, 2 Jam Konsep, disposisi
menyerahkan kepada Kepala UPTD. disposisi
5. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju Vv Konsep laporan, 1 jam Draf laporan, disposisi
menyampaikan kepada kepala biro _)<@\ disposisi
organisasi. Jika tidak setuju ( Tidak
menyerahkan kepada Kasubag/Kepala
seksi untuk diperbaiki Ya
6. |Memeriksa draft laporan. Jika setuju Draf laporan. 1jam Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan ) ¥
kepada Kasubag/kepala seksi. Jika tidak Tidak />
setuju mengembalikan kepada N
Kasubag/Kepala Seksi untuk diperbaiki. va
7. |Menyerahkan laporan kepada ) Laporan, disposisi 10 menit |Laporan, disposisi
Kasubag/kepala seksi untuk
didokumentasikan.
8 |Menyerahkan laporan kepada pejabat v Laporan, disposisi 10 menit  |Laporan, disposisi
pelaksana untuk didokumentasikan F oo
9 |Mendokumentasikan Laporan. : Laporan, disposisi 15 menit |Laporan, bukti

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

/, Provinsi Nusa Tengzdra Timur, /L

<

Ma
RiP. 19650131 198603 2 009

Judul SOP

Penanganan Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

' 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat keluar.

1. ATK
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Telepon/Faximili

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengelolaan administrasi surat masuk terlambat maka akan berdampak pada

terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

Pada Buku Agenda Surat Masuk

kot



4

Pelaksana Mutu Baku
. : .. Kepala Sub
No. Taha Kegiat Keteran
oL P BRI Pengadminisf, . .2 binas| Kepala UPTD |Bagian/Kepala| Kelengkapan | Waktu Output gan
trasi umum :
Seksi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda 5 menit [Surat masuk
surat dalam buku agenda surat masuk, Surat masuk dan dan lembar
memasang lembar disposisi dan lembar disposisi Disposisi
meneruskan kepada Kepala Dinas
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk
memberikan petunjuk kepada Kepala lembar Disposisi dan Disposisi
UPTD yang dituju untuk tindaklanjut dan
dikembalikan ke pengadministrasi umum
3 |Mencatat disposisi Kepala Dinas dan Surat masuk dan 5 menit [Surat masuk
Kepala UPTD dan meneruskan ke Kepala Disposisi dan Disposisi
Seksi yang menangani
4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada Surat masuk dan 10 menit [Surat masuk
kasubag/kepala seksi untuk ditindaklanjuti Disposisi dan Disposisi
dan dikembalikan ke pengadministrasi
umum
5 |Mencatat disposisi Kepala UPTD dan Surat masuk dan 5 menit [Surat masuk
meneruskan ke kasubag/kepala seksi Disposisi dan Disposisi
yang menangani
6 |Menindaklanjuti disposisi kepala UPTD i Surat masuk dan 7 menit [Dokumen
dan mengarsipkan dokumen. . Disposisi Tindaklanjut
&

e




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD. LATIHAN KERJA DI KUPANG

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dra. Sisi¥aSona

Judul SOP Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1.

2.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubemnur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap [l
Periode 2018-2022

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Menguasai Tata Naskah Dinas
3. Menguasai Komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk

1. Komputer

2. ATK
3. Buku Agenda Surat Keluar
4. Stempel

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak surat keluar tidak diproses dengan benar maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

1. Pada Agenda Surat Keluar
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Kepala Dinas koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
A Provinsi Nusa Tenggara Timur, A

NIP._25500131 198603 2 009




®

% ®

) . Pelaksana Mutu Baku
No-. Tahapan Kegiatan Kea§uba'gl . Rejalat Kepala UPTD Kepafa Dinds’ Pengadn:m Istrasi Kelengkapan Waktu Output Keterangan
i Kepadla Sehksl Pelaksana Umum K _
171, 2 i 3 ’ 4 5 g 6 7 8 9 10 11
1. |Memerintahkan pejabat pelaksana ‘ Disposisi Surat | 5 menit |Disposisi Surat
untuk menyiapkan bahan kelengkapan ula masuk/petunjuk masuk/petunjuk
surat keluar dan menyerahkan kepada - atasan atasan
kasubag/kepala seksi.
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat Disposisi Surat | 10 menit |Bahan
keluar kemudian menyampaikan masuk/petunjuk kelengkapan
kepada kasubag/kepala seksi atasan surat keluar
3. |Menyusun konsep surat keluar dan Bahan 30 Menit {Konsep surat
menyampaikan Kepala UPTD. kelengkapan keluar
surat keluar
4. |Mengoreksi dan menyempurnakan Konsep surat 20 menit |Konsep surat
konsep surat keluar dari keluar keluar
Kasubag/kepala seksi. Apabila setuju di
paraf dan diajukan kepada Kepala
Dinas dan apabila tidak setuju
dikembalikan kepada kasubag/kepala
seksi untuk diperbaiki.
5. |Menelaah dan mengoreksi konsep Konsep surat 10 menit |Surat keluar
surat keluar. Apabila setuju, keluar
ditandatangani Kepala Dinas
Nakertrans dan diteruskan kepada
Pengadministrasi umum dan apabila
tidak setuju dikembalikan kepada
kepala UPTD untuk diperbaiki
6. |Mengagendakan, mendistribusikan Surat keluar 10 menit |Surat keluar dan

dan mengarsipkan.

dokumen

VGUBERNUR NUSA T4 GGARATIMUR\

j/lKTOR BUNG LAISKODAT




